BABV
PRAKTIK PENDIDIKAN IPSDI SMU NEGERI 1 UBUD

Berdasarkan konteks yang melingkupi proses peraidid SMU Negeri 1 Ubud,
termasuk yang mewarnai praktik program Pendidil®nlya sebagai digambarkan pada
bab terdahulu, dapat diinterpretasikan bahwa Péw@iidIPS pada dasarnya dapat
merupakan proses pengalaman budaya. Karena itktikpRendidikan IPS tampaknya
tidak dapat dipisahkan dari pengalaman budaya pemdupendukungnya, baik dari
unsur kepala sekolah, guru-guru, dan siswa. Unt@njelaskan bagaimana praktik
Pendidikan IPS di SMU Negeri 1 Ubud, berikut digidan tema-tema pokok yang

ditemukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

A. Persepsi Guru-guru dan Siswa tentang Status Pendidikan IPS dan Implementa-
sinya di Sekolah

Sesuai dengan latar belakang pendidikannya, guw-gumpun mata pelajaran
IPS umumnya telah memahami pengertian Pendidik8ndiFsekolah sebagaimana telah
diberikan pada masa kuliah sarjananya. Tetapi,dadaorang guru Sejarah yang berasal
dari sarjana muda Pendidikan Sejarah dan dua @amngSosiologi dan Antropologi yang
berasal dari sarjana PLS dan PKK tidak pernah mamaharti Pendidikan IPS hingga
kini. Ini terjadi karena mereka memang tidak pernsndapatkan kuliah tentang materi
Pendidikan IPS, dan selama menjadi guru, mereka joglum pernah mengikuti
penataran-penataran atau pelatihan yang berkatagad materi pendidikan IPS.

Bagi guru-guru yang telah mengetahui arti pendiikBS, mereka umumnya
mendefinisikan Pendidikan IPS secara teoritis s@bagogram pendidikan di tingkat
persekolahan yang mengajarkan konsep-konsep dasadilinu sosial dan humaniora
yang disajikan secara psikologis dan ilmiah untujuan-tujuan pendidikan sekolah.
Pengertian Pendidikan IPS di sekolah seperti impi&knya relevan dengan definisi
Pendidikan IPS yang diberikan Somantri (2001) padalnya dan beberapa pakar
Pendidikan IPS ketika merancang kurikulum IPS tali@@5, 1984, dan tahun 1994
(Depdiknas, 2001). Dengan landasan teoritis yangliéli guru-guru seperti itu, mereka
menyatakan bahwa Pendidikan IPS di tingkat SMUrartan bertujuan untuk mendidik,
mengajar, dan melatih siswa sekolah menengah dalemgembangkan pengetahuan,
nilai-nilai dan sikap, serta keterampilan sosialikbgang dapat digunakan untuk
melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi maupntuk bekal terjun ke masyarakat
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agar dapat menjadi warga negara yang baik, yaiarga negara Indonesia yang beriman
dan bertaqwac(ada dan bhakti) kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerj ya
baik, cerdas, dan terampil dalam penguasaan ilmggiehuan dan teknologi di bidang
sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya.

Kalau dianalisis tujuan Pendidikan IPS secaratisanienurut guru-guru tersebut,
tampaknya tujuan ini sejalan dengan tujuan pendidiknasional dalam rangka
pengembangan potensi peserta didik agar menjadusialyang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sbkatmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis sertarnggting jawab (Undang-undang
Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003). Dengantbegjuan pendidikan IPS juga
memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pekaldnasional.

Sayangnya, dengan definisi dan tujuan seperti iguru-guru, dengan
menyederhanakan konsep, umumnya juga mengangga@ Endidikan IPS dewasa ini
adalah sebagai mata pelajaran yang diberikan dilaelkepada anak didik melalui mata
pelajaran-mata pelajaran PPKn, Sejarah, Geograbn&mni dan Akuntansi, Sosiologi,
Antropologi, dan Tata Negara saja sesuai dengamjét dan muatan yang terkandung
dalam kurikulum sekolah. Menurut guru-guru, konsgperti ini tidak bertentangan
dengan makna yang telah diberikan secara teoriasad. Tanpa disadari, sesungguhnya,
guru-guru telah melakukan reduksi terhadap peragerBendidikan IPS sebagaimana
dimaksudkan oleh para ahli Pendidikan IPS.

Bagi guru-guru yang tidak memahami pengertian Rikai IPS, sebaliknya,
mengajar Sejarah dan Sosiologi serta Antropologiadd bagian dari pengajaran ilmu-
ilmu sosial untuk siswa yang memilih program sdesiai IPS. Pendidikan IPS menurut
mereka lebih lanjut adalah salah satu pilihan @wgspesialisasi bagi siswa-siswa SMU
yang ingin belajar ilmu-ilmu sosial seperti Geogr&ejarah, Ekonomi dan Akuntansi,
Sosiologi, Antropologi, dan Tata Negara.

Walau ada perbedaan pengertian tentang Penditii&rseperti di atas di antara
para guru kelompok IPS, dalam realita praktikngakitampak perbedaan yang berarti di
antara kedua kelompok guru IPS di atas dalam mesigmentasikan program Pendidikan
IPS di sekolah/kelas secara kurikuler. Di sini, adasarnya, seluruh guru lebih
memfokuskan pengajarannya pada karakteristik daariunasing-masing mata pelajaran
yang diasuhnya dari pada memberi makna dan impl@asigrendidikan yang utuh kepada

konsep program dan praktik Pendidikan IPS sesumapate karakteristik dan tujuan
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Pendidikan IPS yang dimaksudkan para ahli PendidiR® (lihat Somantri, 2001, 1996,
1995; Suwarma Al Muchtar, 2001).

Dengan kondisi seperti di atas maka interpretasigypaling mungkin diberikan
guru-guru tentang makna program Pendidikan IPSe#blah secara kurikuler adalah
sebagai pengajaran mata pelajaran-mata pelajarién, F¥@jarah, Geografi, Ekonomi dan
Akuntansi, Sosiologi, Antropologi, dan Tata Neggemg ditujukan untuk memberikan
pengetahuan, nilai-nilai dan sikap, serta keterlanpsosial dan budaya yang diperlukan
siswa dalam berinteraksi dalam kehidupan bermasggrderbangsa, dan bernegara.
Dalam implementasinya, makna seperti ini ternyataddksi lagi oleh guru menjadi
pengajaran fakta-fakta dan konsep-konsep yangaelpada setiap mata pelajaran yang
diasuh guru-guru: PPKn, Sejarah, Geografi, Ekonatan Akuntansi, Sosiologi,
Antropologi, dan Tata Negara.

Dari status Pendidikan IPS seperti ini, jelaslahvila guru-guru lebih memandang
Pendidikan IPS secara kurikuler sebagai seperarfgkéd dan konsep relevan dengan
batasan formal masing-masing mata pelajaran yangs ldiajarkan kepada siswa untuk
memberikan bekal kepada mereka untuk memahamitagakehidupan manusia dan
masyarakat secara geografis, historis, ekonomitilpohukum dan tata negara, serta
secara sosiologis dan antropologis. Di sini tampaksyarakat hanya dipahami dari
struktur pengetahuan hubungan antar fakta dan Rpnsanpa memperhatikan
hubungannya dengan struktur nilai-nilai dan silspyktur kekuasaan, sistem simbol dan
makna, serta kecakapan-kecakapan atau keterankefarampilan sosial yang
dikembangkan. Dalam bahasa pengembangan progradidiken IPS dewasa ini, status
Pendidikan IPS seperti di atas belumlah dapat agkan untuk menjadi Pendidikan IPS
yang powerful, dalam arti Pendidikan IPS yangtegrated, berbasis nilai, bermakna,
menantang, dan membuat siswa aktif (NCCS, 2000)

Ada beberapa ciri yang ditemukan dalam prosesiéi&ad IPS di SMU Negeri 1
Ubud dengan makna seperti di atas yang tidak jarbelda dari temuan-temuan lain
seputar praktik Pendidikan IPS di sekolah sepantigyditemukan oleh Somantri (2001),
Rochiati W. dan Waterworth, 1996; Wachidi (1999 nd_asmawan (2003). Beberapa
karakteristik tersebut, yaitu sebagai berikut.

Pertama, rencana pembelajaran IPS yang dikembangjed guru-guru dalam
bentuk program semester, rencana pembelajaransataan pelajaran cenderung hanya
berfungsi administratif dari pada bersifat sebgmgaloman kurikuler dalam pembelajaran
di kelas.Belum ada tampak kesadaran diri sepenuhnya dasigunu untuk menyiapkan
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rencana pembelajarannya sebagai suatu model bagbetgaran yang dilakukannya
(Gagne, Briggs, and Wager, 1992; Oliva, 1992), kareencana pembelajaran yang
dimiliki guru-guru cenderung hanya mengulang reacgrembelajaran tahun-tahun
sebelumnya, tanpa ada pembaharuan-pembaharuamaaqmudikembangkan.

Khusus dalam pengembangan rencana pembelajarandd@P¥atuan pelajaran
(SP), tujuan-tujuan instruksional yang dikembangkguru-guru sepenuhnya hanya
mengacu kepada aspek kognisi yang lebih menempgikagajaran fakta-fakta dan
konsep-konsep IPS dari pada ke pengembangan geasrahilai-nilai dan sikap, serta
keterampilan-keterampilan intelektual, akademis, siasial dalam IPS. Karena itu, tujuan-
tujuan intruksionalnya cenderung diformulasikaradabahasa-bahasa operasional seperti
menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, memrgeskan, dan memberi contoh-
contoh. Dengan tujuan belajar IPS yang diformukasigeperti itu jelas belum ada tujuan-
tujuan pembelajaran yang dapat meningkatkan keml@mberpikir intelektual tingkat
tinggi dan keterampilan Dberpikir akademis siswa,alagp yang bermaksud
mengembangkan nilai-nilai dan sikap serta keteremsiosialnya.

Kedua, pembelajaran rumpun mata pelajaran IPS lds k&esuai dengan tujuan-
tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh gurwerSedi atas masih seluruhnya
menggunakan pendekatan ekspositori, yang, dengamkida, dominasi guru dalam
hubungan proses belajar mengajar sangat tinggsirDberlaku juga asumsi bahwa guru
adalah sumber informasi utama dalam belajar. Weika sebagian besar mampu untuk
memiliki buku teks atau LKS sebagai sumber bel@gds semacam keyakinan guru-guru
bahwa siswa tidak bisa memahami sendiri isi atatemnbuku sumber, jika tidak disertai
penjelasan atau ceramah dari guAsumsi tersembunyi ini telah menciptakan iklim
belajar bahwa siswa harus mendengarkan ceramahgdauri terlebih dahulu sebelum
mereka belajar mandiri membaca catatan yang déoerifeh guru, membaca buku teks,
dan mengerjakan LKS.

Tindakan pembelajaran seperti di atas tampakngak tibisa dipisahkan dari
keyakinan psikologis guru-guru yang memandang badiswma datang ke sekolah masih
seperti kertas putih atau botol kosong. Mereka gtiap belum memiliki pengetahuan
awal atau pengalaman tentang materi yang akanaba&tal ini diperburuk dengan sikap
stereotype guru-guru bahwanput siswa yang bersekolah di SMU Negeri 1 Ubud adalah
para siswa dengan tingkat kecerdasan intelek atmtigsi belajar awal yang rendah.

Secara sosiologis, tindakan pembelajaran guru-geperti di atas tidak pula bisa

dilepaskan dari pola pembelajaran sosial di linglemmasyarakat Bali pada khususnya
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yang masih menekankan arti penting dominasi oram dtau orang dewasa dan
mengutamakan tokoh atau sesepuh masyarakat selsagaber informasi atau
pengetahuan dan nilai-nilai sosial, yang kemudi@mgdn kemampuan penguasaan
informasinya diberikan kepercayaan untuk menjaddehalan memberikan wejangan,
petunjuk, dan arahan (seluruhnya bersifat dokkepada anak atau kepada masyarakat
pada umumnya.

Ketiga, pola interaksi sosial antara guru dan ais\lam proses pendidikan dan
pembelajaran IPS di sekolah atau kelas masih cengdeboersifat satu arah dari guru
kepada siswa. Walau guru-guru telah mencoba untelkgepmbangkan interaksi belajar
mengajar lebih bersifat multiarah, proses interaksiara keseluruhan tetap menunjukkan
guru-guru masih menjadi pusat pengetahuan dan pakatsaan. Jadi, dalam hubungan
guru dan siswa, guru masih memiliki dominasi kekaasyang tinggi. Lebih dari 85%
waktu belajar masih didominasi oleh guru.

Keempat, proses guru-guru IPS memberikan pengaldmtjar sesuai dengan
tujuan-tujuan belajar yang diformulasikan cenderlgigh berorientasi pada hasil atau
produk belajar siswa dari pada menekankan ketetammproses belajarnyaDengan
belajar seperti ini tampak guru memperlakukan sisegerti mesin foto copy yang siap
menggandakan informasi guru sesuai dengan kepgiGuadler, 1992).

Dengan cara seperti ini guru berpikir dan berkayakiakan memudahkan siswa
dalam melakukan proses reproduksi pengetahuanrdtamasi. Guru-guru juga berupaya
menyusun informasi secara sistematis sesuai desigiematis susunan di dalam buku
teks, karena dari sumber buku teks itu pula guragembangkan tujuan-tujuan belajar
yang diformulasikan dalam bentuk pemenggalan bagggman informasi yang utuBagi
guru, kebenaran dalam buku teks adalah kebenamagm s@adah valid dan handal, dan,
karena itu, sudah dapat disosialisasikan di mama kdgpan saja. Model pengalaman
belajar seperti ini tampaknya relevan dengan mpdabalaman belajar gaya bank yang
disampaikan oleh Freire (1999).

Kelima, sumber utama bagi guru untuk mengembangkiéstansi materi belajar
untuk siswa adalah kurikulum yang harus dicapageiapencapaian materinya secara
tuntas dengan standar nasional dan buku teks yamdimi guru sudah sesuai betul
dengan permintaan kurikulum, atau, dinilai telahrepeesentasikan kurikulum. Hal ini
karena pada bagian pengantar buku teks selalu tdka/a bahwa buku tersebut sudah
sesuai dengan kurikulum 1994 yang berlaku, bahlamgah pernyataan kesesuaiannya

dengan suplemen kurikulum tahun 1999 (lihat misalBgdrika, 2000).
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Dengan dua sumber utama ini tampak guru sama sak memiliki peluang
untuk mengembangkan materi ajar muatan lokal yabip Irelevan dengan konteks dunia
siswa, baik yang menyangkut pengungkapan faktafaldn konsep-konsep maupun
generalisasinya yang memungkinkan terjadi konfliegitif dan nilai-nilai bagi
kepentingan pemecahan masalah. Menurut persepsgguu, kondisi ini terjadi adalah di
samping karena kurangnya pengetahuan dan wawasan jgga sebagai konsekuensi
pendidikan yang menggunakan kurikulum yang teraés#si dari pusat (Depdiknas).

Negara, dalam hal ini pemerintah, ditengarai gurtugmemang memiliki
kepentingan sosial politik yang tinggi dalam rangkanbentukan wawasan dan nilai-nilai
nasional (kebangsaan) atas dasar prinsip-prinsipnilai-nilai persatuan dan kesatuan
bangsa. Dan, kepentingan ini paling mudah disusupka dalam misi dan tujuan
Pendidikan IPS yang langsung atau tidak langsupgtdéimuati kepentingan-kepentingan
sosial politik negara (Suryadi, 1999; Wahab, 2000).

Menurut guru-guru, kondisi seperti ini merupakanrisan upaya pemerintahan
orde baru untuk dapat mempertahanisiatus quonya, baik yang menyangkut upaya
pertahanan wawasan, ideologi, nilai-nilai, maupuadg ujungnya sebagai upaya
mempertahankan kekuasaan pemerintahan yang ber{iaalaab, 2000).

Keenam, pembelajaran IPS di kelas secara kurikbérdasarkan substansi
materinya juga cenderung difokuskan pada belajgamg pengetahuan. Kalaupun guru-
guru memahami bahwa kapabilitas belajar siswa tidakya berada pada domain
pengetahuan verbgbendekatan utama yang dilakukan guru-guru IPS hdsdadekatan
pengetahuan. Guru-guru berasumsi bahwa dengan mgampéi pengetahuan verbal
siswa, dengan kemampuaransfer of learningnya, siswa dapat diharapkan akan juga
membentuk nilai-nilai dan sikap serta mengembandieterampilannya sesuai dengan
pengetahuan yang dipelajarinya. Hal ini karena lkelakinan bahwa domain-domain
belajar siswa ke dalam domain kognisi, afeksi, #anasi bukanlan domain-domain
belajar yang eksklusif satu sama lain, melainkansita¢ interdependen (Ringness,1975).
Karena itu, nilai-nilai dan sikap serta keterampiktau tindakan siswa sebagian dapat
dipengaruhi baik langsung atau tidak langsung bfegkat pengetahuan yang dimilikinya
(Zamroni, 1985; 1988). Keyakinan psikologis ini apk kuat melandasi tindakan
pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas.

Pengetahuan yang dipelajari siswa juga hanya faerfsikta-fakta dan konsep-
konsep saja, sedangkan yang berstruktur generatisagerung terabaikan (Somantri,

2001, 1995). Pengetahuan seperti ini dikatakan Glabne (dikutip oleh Gredler, 1992)
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sebagai pengetahuan verbal atau pengetahuan diéK2ednar, 1989). Pengetahuan yang
dipelajari siswa juga dapat dibedakan menjadi dwatu pengetahuan kognitif dan
pengetahuan afeksi tentang nilai-nilai dan sikaptukl beberapa mata pelajaran yang
sesungguhnya mengandung kegiatan praktik kerjagrsepelajaran geografi dalam
membuat peta dan mata pelajaran akuntansi, sigyganqiempelajari pengetahuan tentang
prosedur keterampilan kerja.

Belajar IPS dengan karakeristik pengetahuan sederatas cenderung tidak
memperhatikan adanya hirarkhi dalam belajar pehgeta sosial untuk meningkatkan
keterampilan intelektual dan akademis sebagai dikemgkan oleh para ilmuwan sosial
(Gagne, Briggs, & Wager, 1992). Hirarkhi yang dimadt adalah dimulai dari kumpulan
fakta yang berhubungan menjadi data, pengklasiikagan hubungan data menjadi
konsep, hubungan antar konsep menjadi proposispogrsi-proposisi yang teruji akan
membentuk generalisasi, dan generalisasi menjadirdialam pengembangan teori-teori
sosial berdasarkan data, dan sebaliknya. (Som&@dl, 1995; UNS, 1991; Zamroni,
1988). Ketiadaan hirarkhi belajar pengetahuan kesjaerti ini dalam proses perencanaan
pembelajaran, pelaksanaan proses belajar mengkgklm penyusunan buku sumber,
termasuk dalam perancangan tes hasil belajar siswmyebabkan guru tidak
memberlakukan keterampilan proses dalam pembetajdiPss di kelas dan tidak
memungkinkan siswa menjadi aktif dalam belajar.

Ketujuh, guru-guru IPS cenderung tidak pernah mengkan alat dan media
pembelajaran selain kapur tulis dan papan tulisuGuga tidak pernah menggunakan
masyarakat sebagai sumber belajar utama dalam fpmgerba IPS. Alasan utama guru-
guru soal ini umumnya karena keterbatasan alasdeana termasuk media pembelajaran
yang disediakan oleh sekolah. Sementara itu, guru-gnengakui juga bahwa mereka
tidak memiliki dana dan kemampuan untuk mengembamgendiri alat-alat dan media
pembelajaran IPS.

Kedelapan, penilaian hasil belajar IPS siswa, lgtesi dengan karakteristik
pembelajaran seperti digambarkan di atas, cendeidadgbersifat autentik. Hal ini karena
guru-guru IPS hanya menggunakan teknik pemberiarbémtuk objektif pilihan ganda
kepada siswa baik pada ulangan formatif, sub s@inrmaéiupun pada ulangan sumatif dan
pada saat ujian sekolah atau ujian nasional (UA8&gan distribusi item tes cenderung
berproporsi besar pada level mengingat fakta-faktsal dan pemahaman konsep dengan

sedikit sekali pada level aplikasi konsep.
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Guru-guru IPS menyadari bahwa dengan status sepeatas, pendidikan dan
pembelajaran IPS di sekolah memiliki beberapa keln mendasar yang dapat
melemahkan kedudukan, fungsi, dpowernya sebagai program pendidikan dan studi
sosial yang bertujuan membentuk warga negara Isikbngang baik; cerdas dalam
penguasaan konsep-konsep dasar ilmu-ilmu sokral;iimu humaniora, dan kaitannya
dengan ilmu-ilmu lainnya; beriman dan berbudi pekduhur; terampil dalam
memecahkan masalah-masalah sosial di masyarakajamememanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dimiliki; serta ipgatif dalam pengambilan-
pengambilan keputusan publik di tingkat lokal, pasil, dan global (NCSS, 1994;
Somantri, 2001; Stopsky dan Lee, 1994; White, 1996)

Dari segi kedudukan dan fungsinya sebagai prograndigikan, dengan status
Pendidikan IPS seperti sekarang, guru-guru merasaawa Pendidikan IPS tidak lebih
dari program indoktrinasi pengetahuan dan nilaingosial berupa fakta-fakta dan
konsep-konsep yang mekanistik dan tidak bermakna.

Dari segi kedudukan dan fungsinya sebagai studalsd®endidikan IPS dengan
status seperti sekarang di sekolah juga belum mamgmuberikan keterampilan proses
kepada siswa bagaimana memahami realitas fenonosial gang terjadi di masyarakat
sesungguhnya sebagaimana para ilmuwan sosial naematan mengkaji fenomena
sosial, sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakembkyang dapat diaplikasikan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berné€@e 004; White, 1996).

Status Pendidikan IPS seperti di atas juga memteradidikan dan pembelajaran
IPS di SMU Negeri 1 Ubud kurangpwerful, karena pembelajaran IPS tampak kurang
bermakna, kurang integratif, kurang berbasis nilkairang menantang, dan kurang
melibatkan siswa secara aktif (NCSS, 2000). Penarala IPS kurang bermakna dapat
diketahui dari pembelajaran IPS yang lebih berbpada fakta-fakta dan konsep-konsep
yang terlepas-lepas dan kurang terkait dengan penga siswa serta kurang
diaplikasikan pada dunia kehidupan siswa yanglaiiam masyarakat.

Pembelajaran IPS juga tampak kurang integratif dataempelajari tema-tema
atau topik-topik tertentu secara interdisiplin; &uwg mengintegrasikan pengetahuan,
keyakinan, nilai-nilai dan sikap, dan keterampasial untuk melakukan tindakan sosial
partisipatif tertentu yang dapat dilakukan sisw€EZ2004); serta kurang memperhatikan
bagaimana pengetahuan sosial siswa dapat dimaafaatkuk bersama-sama kecakapan
bidang ilmu, agama, dan seni yang lain diintegaasilklalam memberi makna bagi

kehidupan siswa.
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Pembelajaran IPS di kelas juga akhirnya kurang dsesbnilai. Hal ini terkait
karena dalam pembelajaran IPS lebih menekankan glejatan fakta-fakta dan konsep.
Kalaupun ada pembelajaran nilai, nilai-nilai itupdiajarkan dari dimensi pengetahuan
nilai yang diindoktrinasikan, bukan merupakan riléai yang dianalisis secara kritis,
dipertimbangkan baik buruk dan untung ruginya ydisgsuaikan dengan standar norma-
norma tertentu (klarifikasi nilai), dan diputusks@suai dengan hasil musyawarah secara
cerdas (Coombs, 1971; Coombs and Meux, 1971; SL2EB).

Akhirnya, pembelajaran IPS di kelas juga kurang anéeng siswa untuk belajar
IPS secara aktif, karena guru tidak pernah beraldaihfungsinya sebagai penceramah ke
fungsi fasilitator dan motivator dalam upaya sismengkontruksi pengetahuannya sendiri
(Sadia, 1996; Suparno, 1997; Widja, et al, 2002jinga, guru-guru IPS kurang dapat
memberdayakan potensi dan pengetahuan awal sisway yadah ada untuk
mengembangkan pengetahuannya sendiri dengan ppnsgp alami sendiri, inkuiri,
bertanya, pembentukan masyarakat pebelajar, mggelefleksi, dan penilaian yang
autentik (NCSS, 2000; Sukadi, 2003, 2004; Wahab22White, 1996).

Dari penjelasan tentang status Pendidikan IPSjalitinlari struktur keyakinan,
pengetahuan, pandangan, sikap, dan tindakan-tindgkai-guru Pendidikan IPS di atas,
jelas sekali bahwa secara sosial psikologis prakti&gram Pendidikan IPS secara
kurikuler di sekolah lebih dominan dikuasai olemghekatan behavioristik (Gredler,1992),
secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh pandafhgagsionalisme (Mulder, 2003),
secara ideologi lebih mengikuti pemikiran peretigime dan esensialisme (O’neil, 2001;
Somantri, 2001; Van Scotter, et al., 1985), dararsegolitik lebih mengabdi kepada
kepentingan nasionalisme (Suryadi, 1999; Wahab?2200inataputra, 2001). Pertama,
sistem pengetahuan menurut pandangan behavicadtilah suatu realitas di luar subjek
(Gredler, 1992). Di samping itu, pengetahuan camdgdipandang sebagai sistem yang
mekanistik dan bukan bersifat organik (Skinner,9.9987).

Belajar, sesuai dengan pandangan di atas, merupsiséem respon subjek
terhadap lingkungan. Dalam belajar IPS di kelasaimya, siswa akan sangat bergantung
pada lingkungan, yaitu bergantung terutama padaygtehuan yang diberikan guru,
materi buku teks, dan alat-alat pelajaran atau angdng digunakan guru. Karena itu,
belajar lebih dipandang sebagai hubungan stimunsréspon, yang kemudian diperkuat
(Gredler, 1992; Skinner, 1989). Dalam hal ini, gkurang memperhatikan kondisi
internal siswa, khususnya memperhatikan faktorefakierkembangan kognisi dalam

bentuk pengakuan terhadap pengetahuan awal atagalperan yang dimiliki siswa
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sebelumnya (Ausubel, Novak and Hanesian, 1978;dt04096; Gagne, 1985; Woolfolk
and Nicolich, 1984) serta kurang memperhatikan dgkn faktor-faktor afeksi seperti
sikap, perasaan, emosi, minat, niat, motivasi, gaara kecemasan, rasa percaya diri,
konsep diri, makna, nilai-nilai dan moral, dan s&aya (DeVries and Zan, 1994;
Ringness, 1975; Shaffer, 1996; Woolfolk and Nidulit984).

Belajar dalam pendekatan ini, tujuan-tujuannyardiurskan dalam bentuk perilaku
verbal dan motorik yang spesifik dan dapat diamatijuan-tujuan belajar harus
dirumuskan dalam bahasa perilaku secara konkids,jespesifik, operasional, dapat
diamati, dan dapat diukur (Gredler, 1992; Skind®&89; Woolfolk and Nicolich, 1984).
Karena itulah model belajar utama yang digunakanmnya mencatat keterangan guru,
menghafalkan fakta-fakta, konsep, dan definisi, im@&mcontoh, dan melakukan proses
imitasi model. Di sini, tidak ada pandangan bahwas@s belajar merupakan proses
perkembangan kognisi yang kompleks seperti yarayvditkan teori pengolahan informasi
(Gredler, 1992) melalui model belajar pemecahan atabs misalnya, atau belajar
merupakan proses rekonstruksi pengetahuan secardirmaelalui inkuiri seperti yang
dianjurkan penganut konstruktivisme (Bettencou®89, Cobb, 1996; DeVries and Zan,
1994; Fosnot, 1996).

Kedua, secara sosiologis, masyarakat dengan kebaiaya yang dipelajari
dalam program Pendidikan IPS secara kurikuler aemde dipandang berdasarkan
perspektif fungsionalisme. Dalam pandangan fungdieme, masyarakat dipelajari dalam
struktur-strukturnya yang membentuk sistem dan upggi menjamin stabilitasnya.
Karena itu, masyarakat lebih dipandang dalam siragg untuk mempertahankan sistem
sosial yang ada; dan, karena itu pula, menjadingudinamis (Bernard, 1983/ulder,
2003)

Pendidikan IPS secara kurikuler yang dapat dipatssewa dari pengalamannya
dalam pembelajaran dan penilaian hasil belajar tif§oak lebih - memprihatinkan lagi.
Para siswa umumnya memberi makna Pendidikan IP&aekelompok mata pelajaran
seperti PPKn, Sejarah, Geografi, Ekonomi dan AlasitaSosiologi, Antropologi, Tata
Negara, dan Kajian Budaya Bali. Dengan begitu Rkkaln IPS dimaknai sebagai mata
pelajaran ilmu-ilmu sosial yang terpisah-pisah jugalau diakui siswa bahwa, ada
keterkaitan dan tumpang tindih materi pelajaramr@anmata pelajaran yang satu dengan
yang lainnya.

Menurut para siswa, esensi dari mata pelajaran RRlfah mata pelajaran yang

memberikan siswa pengetahuan tentang nilai-nilac&sila dan Undang-Undang Dasar
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1945 yang harus diikuti siswa sebagai warga neghiiam hubungannya dengan
kepentingan bangsa dan negara Indond®tapi, mata pelajaran PPKn dianggap terlalu
propokatif dan cenderung membosankan, karena seremganjurkan hal-hal yang baik
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dandagandetapi, sulit untuk diwujudkan
sertacenderung mengulang-ulang materi yang sama (keamkurwawasan nusantara,
mengembangkan kebudayaan daerah, demokrasi Hanta@eransi agama, kekeluargaan
dan gotong royong, keadilan sosial, dan sejenisdgd)level SLTP sampai dengan level
SMU tanpa ada upaya pendalaman dan generalisgsasiptang semakin signifikan bagi
kehidupan siswa (Mulder, 2003).

Dari pandangan siswa seperti di atas, betapa tapgedangan para siswa yang
menerapkan ideologi praktigréctical ideology) (bandingkan dengan Truijillo, 1996)
dalam implementasi pembelajaran PPKn di sekolahnuve para siswa, efektivitas
pendidikan kewarganegaraan di sekolah adalah apaimfrma dan nilai-nilai yang
dipelajari mempunyai makna dalam kehidupan sosa&aimbsyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Apa yang ada dalam persepsi para gswenelajaran PPKn dirasakan kurang
bermakna, karena norma-norma dan nilai-nilai idgsalg dipelajari, menurut mereka,
kurang ditemukan di masyarakat.

Mata pelajaran Sejarah juga mendapat penilaian ysamga dari para siswa.
Esensinya tidak lebih dari pengulangan pembelajgranstiva sejarah dari masa
prasejarah hingga awal era reformasi di Indoneasrapgelajaran di sekolah dasar hingga
SMU. Siswa merasa mata pelajaran ini benar-benga pedajaran hafalan tentang fakta-
fakta dan peristiwa sejarah yang nilai-nilainyapetertinggal dalam sejarah.

Para siswa umumnya setuju bahwa, hampir sama dengsm pelajaran PPKn,
mata pelajaran sejarah berfungsi membangkitkarp silean nilai-nilai nasionalisme para
siswa sebagai bangsa Indonesia. Tetapi, sikapitiamitai nasionalisme itu dinilai hanya
sebagai pesan simbol dan slogan para elit penguaisg,seperti pesan-pesan pariwara di
televisi - diperhatikan sambil lalu — kelihatan mglar, tetapi tidak pernah terwujudkan.
Jika penilaian para siswa ini diterima, betapa pdHejdran Sejarah di sekolah telah
menciptakanmage yang salah tentang hakikat dan fungsi pembelajpegrah itu sendiri
(bandingkan dengan Mulder, 2003; Rochiati W. 1995).

Ini adalah konsekuensi dari pendidikan sejarah yaerpasis pada pengulangan
fakta-fakta sejarah yang tidak pernah memberdayaleya kritisi dan kreativitas siswa

untuk mengkaji keterkaitan sejarah dalam kronokxgjarah yang nilai-nilai sejarahnya
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memang digunakan sebagai dasar refleksi dalam pejuban atau upaya rekonstruksi
sejarah bangsa (Stopsky and Lee, 1994; Widja, 2001)

Pembelajaran Geografi yang diberikan di kelasr Hasaja pun tak luput dari
pandangan siswa yang memprihatinkan. Pembelajareogré@fi di kelas yang lebih
menonjolkan fakta-fakta dan konsep-konsep geogtafigan pendekatan memori saja
telah membuat siswa tidak dapat menangkap esensha@apan pendidikan Geografi,
karena siswa tidak dapat memetik manfaat dari pejalvan Geografi.

Siswa memahami bahwa, dalam pembelajaran Geogiafa belajar tentang
hubungan antar aktivitas manusia dengan pemaham@n rtiang, belajar tentang
pemetaan, belajar tentang pemanfaatan sistem iaforrmgeografis, belajar tentang
dinamika kependudukan, belajar tentang aktivitasddks sosial budaya dan ekonomi
masyarakat, belajar tentang persebaran flora damaféelajar tentang pengideraan jauh,
belajar tentang cuaca dan iklim, belajar tentamgkgir permukaan bumi, dan belajar
tentang sumber-sumber kekayaan alam, sosial dasyautHarmanto dan Somaatmadja,
2001; Sjamsuri, dkk., 1994). Tetapi, karena hamgraderung menghafal fakta-fakta dan
konsep-konsepnya saja, siswa menjadi tidak memalsoai manfaat dan kontribusi
pembelajaran Geografi bagi hidupnya dan bagi makgamya; dalam arti, kapan dan di
mana konsep-konsep geografi itu berguna.

Di antara mata pelajaran rumpun IPS yang diberkegrada siswa, mata pelajaran
Ekonomi tampak lebih disukai siswa. Ini terjadi Bokkarena pembelajaran ekonomi lebih
baik diberikan guru-guru, melainkan karena bagwaisnengikuti pelajaran ekonomi
tampak lebih berguna, baik untuk kepentingan metkan ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi maupun untuk kepentingan kehiduparasdmari dalam aktivitas kehidupan
sosial ekonomi masyarakat (Mulder, 2003). Ada cukapyak siswa yang bercita-cita
menjadi ahli ekonomi, ingin sukses kehidupannyaarseekonomi, dan lebih mudah
menciptakan dan mendapatkan pekerjaan jika menigpasgetahuan, memiliki nilai-
nilai, dan keterampilan berekonomi, akuntansi, lomvirausaha.

Sayangnya, bagi siswa juga, pembelajaran ekonomkeths dinilai lebih
menekankan pembelajaran hafalan terhadap konseggohukum, rumus, dan guru-guru
mengajarkannya dengan cara-cara yang membosankan n@anbuat siswa sulit
memahami materi ekonomi, termasuk akuntansi. Dileatamembosankan karena guru-
guru cenderung hanya memberikan ceramah dan meé@aberatatan kepada siswa secara
tidak utuh. Dikatakan sulit karena, ceramah darataat yang diberikan guru-guru
sesungguhnya dianggap mudah oleh siswa asal marakamenghafalkannya. Tetapi,
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persoalan-persoalan yang diberikan guru-guru dallangan atau ujian ternyata tidak
semudah siswa menghafalkan materi pelajaran yaogrikian oleh guru-guru. Dengan
kata lain dapat dikatakan bahwa, dalam proses pejalen Ekonomi, guru tidak

memfasilitasi siswa bagaimana dapat mengembangkaalgran intelek tingkat tinggi dan
akademisnya secara kontekstual, bermakna, dan ikenalainkan menekankan segi
belajar hafalan dan pemahaman tingkat rendah, sarmaepersoalan-persoalan yang
diberikan dalam ulangan atau ujian mata pelajakamn&mi/Akuntansi cukup memerlukan
keterampilan berpikir intelektual tingkat tinggirdsiswa.

Dalam banyak hal, para siswa menilai bahwa matajgran Sosiologi dan
Antropologi merupakan dua mata pelajaran yang dlariympang tindihnya dan tidak
memiliki batas pengertian yang tegas. Pada keduasisaa belajar tentang hubungan
masyarakat dan kebudayaan dan menjadikan masyadakatkebudayaan Indonesia
sebagai objek kajian utama. Apa yang dipahami sisemtang hubungan antara
masyarakat dan kebudayaan ini kemudian adalah bdiolek ada masyarakat tanpa
kebudayaannya dan tidak ada kebudayaan yang tiddikwohg oleh kelompok
masyarakatnya.

Dengan pandangan seperti itu, mata pelajaran I8gsaan Antropologi bagi para
siswa tidak lebih dari pengetahuan sosial (pengar@tlumum) tentang masyarakat dan
kebudayaan Indonesia yang sudah dialami dalam keard sehari-hari. Namun, karena
banyaknya terminologi baru yang diberikan kepadavai menyebabkan pelajaran ini
menjadi pelajaran hafalan tentang konsep-konsem yarkait dengan Sosiologi dan
Antropologi, seperti: status sosial, stratifikagisial, diferensiasi sosial, komunikasi,
keluarga batih, keluarga luas, kekerabatan, vimu&ch, vested interest, prasangka,
penetrasi, evolusi sosial dan budaya, akulturasiapa, asimilasi kebudayaan, difusi
kebudayaan, simbiotik mutualistik, komensalistikomodasi, konsiliasi, konflik sosial
dan budaya, inovasi, etos kerja, dan sejenisnyané34996; Mulder, 2003%ekali lagi,
pendekatan behavioristik telah gagal membuat sikapat belajar secara bermakna.

Keadaan seperti di atas tidak jauh bedanya pulgatepandangan siswa tentang
pembelajaran mata pelajaran Tata Negara. Belaja Nagara, bagi siswa, tidak lebih
dari belajar menghafalkan konsep-konsep yang atéandému tentang negara di mana
negara dipelajari dalam kedudukannya yang statis rdakanistik. Karena statis dan
mekanistiknya seperti itu, siswa bahkan tidak bis&ngaplikasikan pemahaman

konsepnya tentang negara untuk menjelaskan apatggadi, bagaimana terjadinya, dan
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mengapa bisa terjadi kondisi ketatanegaraan dinkesia seperti dewasa ini, apalagi
diharapkan untuk memberikan alternatif-alternailtisi untuk pemecahan masalahnya.

Dari berbagai penjelasan tentang persepsi sisthadap pendidikan IPS di atas,
betapa dapat dirasakan begitu memprihatinkannyasspendidikan IPS di sekolah yang
diimplementasikan berdasarkan harapan kurikulum ersepdi atas. Penekanan
pembelajaran IPS yang hanya berorientasi pada fangm: tingkat rendah telah
menjadikan pengetahuan IPS tidak bermakna bagiasislan, karena itu, juga tidak
menantang siswa untuk menjadikan pembelajarandBiBgowerful (NCSS, 2000).

Dari segi penguasaan pengetahuan dan wawasam $tsigidikan IPS melalui
pembelajaran ilmu-ilmu sosial seperti di atas dirsiswa hanya memberikan pengetahuan
fakta-fakta dan konsep sosial yang relevan dengata pelajaran, tetapi tidak seluruhnya
relevan dengan dunia pengalaman para siswa. Ddlahasa belajar bermakna,
pengetahuan seperti itu kurang mampu membentuktgirpengetahuan sosial yang utuh
yang memberikan atau membentuk skema yang funddiaga siswa (Ausubel, Novak,
dan Hanesian, 1978). Pembentukan pengetahuanféditta dan konsep-konsep yang
terlepas-lepas juga membutuhkan sistem memori ls@iaki aktif, yang jika tidak pernah
dipanggil lagi dalam jangka waktu yang lama menp&ha informasi menjadi hilang
terlupakan (Gredler, 1992). Akibatnya, siswa seguhgya tidak —mampu
mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajaiem menghadapi persoalan-
persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbahsdernegara.

Dari segi misi pendidikan nilai-nilai. dan moralerilidikan IPS secara kurikuler
seperti di atas juga tidak mampu mengembangkan rk@uan penalaran nilai dan moral
yang otonom kepada siswa. Hal ini tidak saja kargewa tidak pernah diberdayakan
dalam kemampuannya mengembangkan penalaran niamdaal serta dalam membuat
keputusan-keputusan nilai secara rasional dan otptetapi juga karena pesan-pesan nilai
yang diajarkan guru melalui sistem pemberian inBsmmilai cenderung membuat siswa
terikat kepada tradisi-tradisi, sistem norma, ddai-nilai yang ada di masyarakat yang
dianggap sudah mapan (bandingkan dengan Coomb&l; C®ombs dan Meux, 1971).
Dengan begitu yang diharapkan hanyalah ketaatara diepada sistem nilai dan norma
yang sudah ada. Kenyataannya, pendidikan nilairgdape telah menimbulkan banyak
konflik nilai pada diri siswa, karena dalam reaitmasyarakat banyak sistem nilai dan
norma yang dilanggar oleh masyarakat sendiri.

Akhirnya, dari segi keterampilan-keterampilan absyang semestinya harus

dikembangkan dalam program Pendidikan IPS secar&uker (Martorella, 1985),
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kenyataannya siswa merasakan bahwa mereka sargja aéri pengalaman-pengalaman
pengembangan keterampilan-keterampilan sosial yéegguna dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Praktik Pendidikan IPS secara kurikuler seperatds menyiratkan bahwa praktik
pendidikan sosial secara kurikuler cenderung lelgengaruhi oleh perspektif filosofis
guru yang lebih berorientasi perenialisme dan esksise dan kurang berdasar pada
perspektif rekonstruksionisme. Hal ini karena Péikdin IPS lebih diharapkan mendidik
generasi muda dengan memberikan bekal-bekal pdngatadan nilai-nilai dasar yang
fundamental untuk dapat selaras dengan kehiduparal sdan budaya yang telah
mentradisi di masyarakat. Dengan begitu kurang augkgn Pendidikan IPS sebagai
sarana pendidikan untuk memberdayakan generasi medailiki kemampuan reflektif
dan kreatif dalam melakukan perubahan-perubahaml stisdalam masyarakat (Oliva,
1992; O’neil, 2001; Somantri, 2001; Van Scotteralet1985).

B. Materi Pendidikan IPS di Sekolah dan Image Kehidupan Sosial yang Ditimbul-
kannya

Untuk memahami bagaimana pendidikan IPS telahaibgsung di sekolah/kelas
dan bagaimana hasil belajar yang ditimbulkan paslaasterutama pada pembentukan
image atau citra tentang kehidupan sosial budaya masytanaaka tidaklah cukup
dipahami bagaimana proses pembelajaran IPS tel@kukan oleh guru. Materi
pembelajaran IPS yang diberikan guru kepada sisga merupakan aspek penting yang
akan menggambarkan pengetahuan, nilai-nilai dampsikerta keterampilan yang dapat
membentuk citra kehidupan sosial budaya yang dikegkan siswa. Bourdieu dan
Passeron menyatakan bahwa di sekolah, gambaramtternengenai individu, sejarah,
dan masyarakat ditanamkan dalam pikiran siswa oiglabses paedagogis yang kadang-
kadang disebut kekerasan simbolis yang sah. Demgengikuti pesan kurikulum,
Pendidikan IPS memang ditujukan mempersiapkan siseigadi warga masyarakat dan
warga negara yang dapat berpartisipasi dalam kpaidgosial umum. Semua ini dapat
diinterpretasikan bahwa materi pembelajaran IPSgydimaksudkan untuk mencapai
tujuan tersebut dapat dijadikan sebagai bagian gangat penting dari materi kebudayaan
masyarakat (Mulder, 2003). Dengan begitu dapatgdidoahwa materi Pendidikan IPS
yang telah dikembangkan dan dikontrol untuk tujugnan Pendidikan IPS tersebut dapat
menggambarkan citra kehidupan sosial budaya mdsgtatéarena materi Pendidikan IPS

itu sebagian besar telah diformulasikan dalam bigks Pendidikan IPS, maka kajian
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terhadap substansi materi buku teks Pendidikan dR& membantu memberikan

gambaran citra kehidupan sosial tersebut.

1. Materi Pendidikan Sejarah
Materi pendidikan Sejarah di SMU Negeri 1 Ubudgyesé juga materi Sejarah di

SMU yang lain berdasarkan kurikulum 1994 yang dpemakan tahun 1999, dimulai
dari deskripsi masyarakat Indonesia prasejarah gianglai dari zaman batu awal sampai
zaman besi. Dengan cukup dominan pendekatan fakyaag digunakan, siswa
disuguhkan daftar panjang fakta-fakta tentang aktebrasejarah hingga kehidupan
budaya, sistem kepercayaan, dan sistem sosial mamuasejarah (Kamarga dan
Kusmarni, 1996).

Selanjutnya kepada siswa diberikan materi pokdlaban peradaban kuno di Asia
dan Afrika serta Eropa dan Amerika. Dari segi pgagaya, materi kedua pokok bahasan
ini cenderung bersifat faktual juga, sehingga sedikali menjelaskan makna peradaban
yang dikatakan justru sangat tinggi kualitasnyarkésan, kedua pokok bahasan ini
merupakan perbandingan sejarah peradaban kunaargag terdapat di Indonesia dan
yang terjadi di benua Asia, Afrika, Eropa, dan Aiker Sayangnya, karena pendekatan
yang bersifat faktual, informasinya menjadi terlepepas kurang bermakna.

Kembali kepada perkembangan masyarakat nusamtet@yi Sejarah kemudian
masuk kepada Pertumbuhan dan Perkembangan KebuddgaaAgama Hindu-Buddha
di Indonesia. Pesan sejarah penting yang ingimghasgkan materi ini tampaknya adalah
bahwa agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha psenaha langsung, aktif, dan luas
mempengaruhi perkembangan kebudayaan di Indonssiau perkembangannya tetap
mempertahankan tradisi masyarakat lokal tanpa rggalkan unsur-unsur budaya yang
telah berkembang dalam masyarakat nusantara. Adanggtlocal genius yang ingin
ditunjukkan dalam proses akulturasi budaya antadaya masyarakat nusantara dengan
agama dan budaya Hindu dan Budha yang berasalndigai Dengan kontak agama dan
budaya ini, masyarakat nusantara belajar mengerkbangikap dan praktik sinkritisme
agama, mengembangkan pengetahuan hukum serta peian dan kepemimpinan, seni
arsitektur, seni sastra, dan mengembangkan babasa(Badrika, 2000). Belajar dari
perkembangan agama Buddha pada masa pemerintahajaake Sriwijaya dan
perkembangan kejayaan agama Hindu pada masa kefd@apahit, nilai utama yang
ingin diwariskan kepada generasi muda adalah nilai-persatuan dan kesatuan bangsa
(Badrika, 2000).
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Cara pemaparan fakta-fakta seperti di atas jugaphlasama dengan penyajian
materi tentang “Pertumbuhan, Pemekaran, dan Perayebbslam di Indonesia”. Mula-
mula ditekankan tentang cepatnya perkembangan,eparmgn, dan pengaruh Islam di
Indonesia, karena beberapa faktor alasan baiknaiteraupun eksternal (Badrika, 2000).

Selanjutnya, dijelaskan segi-segi politik, ekonosuosial, dan budaya kerajaan-
kerajaan Indonesia yang bersifat Islam. Tidak blkrp@nalaran dan pesan sejarah yang
dijelaskan di sini kecuali bahwa kerajan-kerajaglanmh ada yang berkembang sebagai
kerajaan agraris, seperti Mataram, dan kerajaantimaseperti Malaka, yang masing-
masing tentu memberikan karakteristik segi-segitigplekonomi, sosial dan budaya
kerajaan-kerajaan tersebut, walau penalarannyagumemuaskan (Badrika, 2000).

Pada pelajaran Sejarah kelas dua, materi Sejangbakamulai lebih bermanfaat
bagi siswa terutama dalam mengembangkan semangainaisme yang mungkin
diperlukan untuk menghadapi tantangan nasionaldineea global. Dalam hal ini sejarah
merupakan pelajaran sejarah kebudayaan di manaaagagasan sosial dan kebudayaan
menunjukkan interalasinya dalam peristiwa sejamaigypatut dipelajari, walau penalaran
sosialnya masih harus diakui berkadar rendah (Bad2000; Mulder, 2003).

Diawali oleh Perkembangan dan Perluasan Kekuasaagsd-bangsa Eropa yang
mengajarkan konsep-konsep reformasi, merkantilis@ea revolusi sosial dan industri di
Eropa, ini membawa konsekuensi hubungan imperialistan dominasi kekuasaan
penjajahan yang terjadi di Indonesia oleh bangs@de Eropa seperti Portugis, Belanda,
dan Inggris yang dijelaskan secara faktual jugal(iRa, 2000).

Dengan agak mengabaikan periodesasi dalam sejarateri berikutnya yang
dijelaskan adalah Perkembangan Berbagai Paham HBaru Pergerakan Nasional
Indonesia. Pada bagian ini cukup detail dijelaskagjarah pertumbuhan dan
perkembangan nasionalisme Asia-Afrika walau tidadgitn jelas logikanya sebagai
sejarah sosial bagaimana hubungan semua hal tedehgan munculnya perang dunia
pertama dan kedua sampai berdirinya PBB dengatasegtil faktanya dalam kaitannya
dengan tumbuh dan berkembangnya pergerakan nasionatlonesia (Badrika, 2000;
Mulder, 2003).

Pelajaran yang paling berharga bagi generasi mddkla tentang Pertumbuhan
dan Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesialagkpn di sini sebab-sebab
kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam kaitardgregan pemerintah Belanda yang
menindas dan membelenggu yang menimbulkan dendampak pendidikan luar negeri

bagi generasi muda yang melahirkan kaum cendekig j@pelajar yang membukakan
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kesadaran diri, sosial, dan nasional; Islam sebpgmiersatu yang agak kurang jelas
penalarannya; bahasa Melayu sebaiggua franca; dominasi ekonomi kaum keturunan
Cina; perkembangan media komunikasi dan transpppgeskembangan politik etis yang
melahirkanVolksraad sebagai tempat bersatunya kaum intelektual unteRumtut cita-
cita nasional; dan tentunya juga pengaruh perkegdaranasionalisme di Asia.

Selanjutnya, dijelaskan detail tumbuh kembangnyadgai organisasi, keinginan
dan tuntutan mereka, dan kedudukannya di hadapanerpgah kolonial yang
mewujudkan semangat menuntut cita-cita nasionaligrakni kemerdekaan Indonesia,
dari organisasi Budi Utomo sebagai perintis hinggalirinya Gabungan politik Indonesia
(GAPI). Ada pula sedikit pembagian fase-fase banghki nasionalisme dalam sejarah
pergerakan nasional walau tidak cukup penjelasgaitme@na fase-fase ini dikembangkan,
yaitu: fase tumbuhnya nasionalisme sosial dan kayaah (1900-1912), nasionalisme
politik (1912-1921), nasionalisme militan (1921-692 nasionalisme politik radikal
(1926-1933), nasionalisme moderat (1933-1941), miasionalisme pendudukan Jepang
(1942-1945) (Badrika, 2000; Mulder, 2003).

Dua pokok bahasan berikutnya merupakan materiadejmng paling menentukan
dalam era kemerdekaan Indonesia, yaitu masa Pekaludiepang dan Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia serta Proklamasi Kemerdekbatonesia dan Upaya
Menegakkan Kedaulatan. Cerita sejarah yang palitumjdlkan pada materi ini adalah
penderitaan rakyat Indonesia yang amat sangat ped@a pemerintahan Jepang yang
sangat antagonis dengan janji-janji muluk Jepabgga saudara tua di Asia, tetapi di sisi
lain setiap kesempatan yang diperoleh rakyat, derat generasi muda, dimanfaatkan
sebaik mungkin untuk menuntut dan mempersiapkanek#gkaan Indonesia (Badrika,
2000).

Selanjutnya sejarah Indonesia memasuki fase bejanag paling menentukan
nasib bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan bangdandsia. Sejarah ini lebih
merupakan sejarah politik, ketatanegaraan, dansiagnditer dari pada yang bersifat
sejarah kebudayaan (Badrika, 2000).

Materi sejarah di kelas tiga dimulai dengan sejabaimgsa Indonesia untuk
mengisi kemerdekaan yang dilakukan dengan mendtalgan politik ketatanegaraan,
melakukan nasionalisasi ekonomi, mengatasi konfilikrnal dalam politik dan militer,
mengadakan kerja sama internasional hingga berldsgdauk krisis fundamental yang
dihadapi bangsa Indonesia baik pada masa pemeantafie lama maupun orde baru
yang menyebabkan timbulnya gerakan reformasi. Tkesluruhan materi sejarah ini
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sesungguhnya adalah Indonesia yang mengalami knigi8 dimensi. Sayangnya, tidak
satupun materinya menggarap keadaan krisis seaardasar dan bagaimana siswa dapat
belajar dari situasi krisis untuk mengatasi masalah

Materi selanjutnya memberikan pemahaman kepadaastentang kehidupan
global yang mempengaruhi kebijakan nasional mel&omsep tatanan dunia baru.
Informasinya cukup detail tentang perkembangantipollan ekonomi dunia serta
munculnya berbagai organisasi sosial, politik, &kon budaya, dan militer antar negara
baik yang bersifat kepentingan regional maupunrm@sional dalam perjalanan menata
dunia baru. Sayangnya, sedikitpun tidak disentua ap@kna kehidupan global bagi
Indonesia, baik yang menjelaskan peranan Indonésidunia internasional maupun
dampak yang diambil Indonesia atas kehidupan global

Pelajaran sejarah ditutup dengan satu materi tkntatitang Penerapan limu
Pengetahuan dan Teknologi serta Masalah Lingkungalup. Satu pelajaran yang
menarik bagi siswa karena siswa tidak terlalu sgrgada kronologi dan peristiwa sejarah,
dan siswa mendapatkan konsep-konsep penting yangnjuikan masyarakat dan bangsa
Indonesia telah mengembangkan dan memanfaatkanmernecahkan masalah-masalah
dalam kaitannya dengan aplikasi ilmu pengetahuantelknologi: satu bentuk kehidupan
masyarakat berbasis pada ilmu pengetahuan danlogkiBadrika, 2000).

Dari pemaparan materi pelajaran sejarah sepedtadi, tampak bahwa pelajaran
sejarah ingin memberikan kepada siswa pengetaheatang pertumbuhan dan
perkembangan kehidupan sosial dan budaya masydrakatesia di masa lalu dengan
konteks kehidupan masyarakat di lain tempat yangngl@ipinya sebagaimana dapat
diinterpretasi oleh sejarawan. Pelajaran sejaraigate begitu seakan-akan membawa
siswa ke sebuah perjalanan ke masa lalu yang kerdedgan kehidupan masyarakat
Indonesia sekarang, dan mengetahui bahwa apa ggagditsekarang ini sesungguhnya
tidak bisa dilepaskan dengan apa yang terjadi dantedu (Stopsky dan Lee, 1994).

Ada konsep-konsep esensial yang ingin ditanamkepada siswa melalui
pelajaran sejarah seperti di atas, yaitu konsefangnwaktu, kronologi peristiwa, serta
konsep kelangsungan dan perubahemnt{nuity and change). Dengan kata lain dapat
diasumsikan bahwa “perilaku-perilaku di masa lahalgp dasarnya dapat dimengerti dan
analog dengan situasi kehidupan sekarang” (Stogaky_ee, 1994:293).

Sayangnya, materi sejarah di atas cenderung tidaknbedakan mana yang
merupakan fakta sejarah, mana yang merupakan pandagna yang bersifat interpreasi,
mana yang menunjukkan hubungan kausal, dan seyanisSemua materi umumnya

243



dipadukan sedemikian rupa sehingga membentuk @sskratau narasi yang
interpretasinya bersifat tunggal, sehingga masyard&n kebudayaan Indonesia di masa
lalu dipahami siswa juga dalam dimensi kebenaragyapg tunggal.

Penjabaran materi sejarah yang bersumber padabs&tu teks seperti di atas,
dengan demikian, tidak memberikan kesempatan kepatla turut memberikan tafsir
atas kejadian masa lalu, sehingga berstatdown. Ini lepas dari hakikat belajar sejarah
di mana interpretasi dan penemuan hubungan sebbht aktas kejadian di masa lalu
sesungguhnya adalah bersifat multiperspektif ((pdan Lee, 1994).

Karena sifat interpretasinya yang tunggal, dimewvaiisan budaya yang hendak
diturunkan kepada siswa juga cenderung mengacuwkeparisan budaya nasional yang
patriarkhi (Stopsky and Lee, 1994). Para sejaraslam guru sejarah yang biasa terlatih
dengan pandangan nasionalisme ini jadi mengabgi&eam-peran masyarakat lokal atau
kelompok-kelompok minoritas dalam membentuk sejaaaigsa.

Materi seperti di atas jelas mengandung bias skegi misi pencapaian tujuan
Pendidikan IPS sebagai wahana pendidikan demoffsiataputra, 2001). Penggunaan
interpretasi sejarah yang bersifat tunggal, di sagwglapat menjajah struktur kognitif
siswa dalam belajar yang beresiko pada model bdiajfalan, juga dapat menempatkan
siswa pada kedudukan subordinasi. Hal ini dapat lmaémsi kesempatan-kesempatan
siswa memberikan interpretasi makna pada perigtievestiva masa lalu sesuai dengan

dunia pengalamannya. Belajar sejarah seperti injadekurang bermakna.

2. Materi Pendidikan Pancasila dan K ewar ganegar aan (PPK n)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKkelds dilihat dari materi-
materi pelajarannya cenderung menjadi pelajaramgiahuan nilai-nilai Pancasila dan
Kewargaenagaraan. Dikatakan demikian karena PPKmamg dipersepsi guru-guru
sebagai pendidikan nilai-nilai Pancasila, tetagamiaimplementasinya di kelas menjadi
pelajaran pengetahuan tentang nilai-nilai PancaSéaagai pendidikan nilai, materi PPKn
difokuskan pada nilai-nilai ideal, instrumentalndaraksis bagaimana nilai-nilai Pancasila
itu dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan dalamdupan sehari-hari. Walau Indonesia
sudah memasuki era reformasi, materi PPKn sepettimpaknya belum bisa dilepaskan
dari harapan pemerintah orde baru untuk terus msaisasikan nilai-nilai P4 kepada
anak didik sebagai generasi muda, karena diyakini-guru PPKn di SMU Negeri 1
Ubud bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti dalam $&gungguhnya adalah inti sari dari

materi PPKn. Kalau itu dihilangkan, maka PPKn akahilangan fungsinya sebagai
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pendidikan nilai-nilai Pancasil&ementara itu buku pedoman materi utama PPKn yang
digunakan guru-guru PPKn adalah buku-buku dari fietngeperti Ganeca dan Erlangga.

Dengan persepsi guru-guru seperti itu materi pedaj PPKn tidak bisa
dihindarkan dari pengulangan yang membosankan darsswa harus mempelajari topik-
topik tentang nilai-nilai Pancasila di seputar kefapik inti seperti keyakinan, toleransi
beragama, ketaatan, kepatuhan, kerukunan, keakldga,sama, dan sejenisnya.

Pemaparan materi di atas menunjukkan bahwa PPbh tBmaknai guru-guru
sebagai pendidikan nilai yang berbasis pada nilai-Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Secara tersirat ada kesan juga bahka &flah wahana pendidikan politik,
pendidikan kesadaran hukum, pendidikan demokrasi,sg#bagai pendidikan sosial (lihat
Somantri, 2001). Hanya saja, dengan lebih menekap&éda nilai-nilai yang bersubstansi
P4, PPKn lebih menonjolkan sifat pendidikan nilangendidikan moral berbangsanya.

Sebagai wahana pendidikan nilai-nilai dan moratem PPKn di atas terstruktur
dalam sistem pengetahuan nilai-nilai yang terrsflelalam tindakan-tindakan normatif
bernuansa nilai-nilai ideal, nilai instrumentalndailai praksis walaupun ketiga struktur
nilai-nilai di atas tidak dipisahkan secara jelBs.sinilah nilai-nilai Pancasila sebagai
nilai-nilai dasar ideal dan jabaran nilai-nilai 8&bagai nilai-nilai instrumentalnya menjadi
basis pendidikan nilai dalam PPKn.

Sayangnya, sebagai pendidikan nilai, materi PPlepesi di atas tidak
dimaksudkan untuk memberikan siswa kemampuan mieakanalisis nilai dan membuat
keputusan nilai secara rasional dan otonom (Supdkio, 2002). Di sini nilai-nilai dasar
ideal dan nilai-nilai instrumental serta nilai-milaraksisnya sudah dipandang sebagai
produk yang baku yang siap diaplikasikan di dalahidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Dengan demikian interpretasi nilai-mlalam kehidupan sosial juga
bersifat tunggal. Bahkan interpretasi tunggal idak semata-mata berasal dari guru atau
pengarang buku, melainkan secara filosofis danadeomenjadi kekuasaan negara untuk
menginterpretasikannya. Dalam kenyataan pembetgja@u dan pengarang mewakili
kehendak negara dalam menentukan bagaimana caraital itu dipahami, dihayati, dan
diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbadgedyernegara Indonesia.

Dari tinjauan sosiologis, pendidikan nilai yang rfaesat pada nilai-nilai
fundamental bangsa dan negara yang berfungsi mekest struktur nilai-nilai dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri aebidg@ dominan menunjukkan bahwa
pendekatan berpikir struktural fungsionalisme tetaklandasi pengembangan materi

pendidikan nilai dalam PPKn tersebut. Sedangkan tigauan filosofi pendidikan,
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landasan filosofi pendidikan perenialisme dan dséssie telah menjadi basis
pengembangan materi PPKPendidikan nilai seperti ini jelas memasung perkamgian
pendidikan demokrasi yang memberikan kesempatag galuas-luasnya kepada siswa
untuk bersama-sama masyarakat melakukan perubalséal secara kritis dan reflektif

dari tekanan-tekanan kelompstatus quo.

3. Materi Tata Negara

Pelajaran Tata Negara hanya diperoleh siswa joriR8 pada kelas lll selama
dua semester terakhir. Pelajaran ini cenderung ajer@@n siswa pengetahuan tentang
negara, warga negara, dan hubungan negara dan weggaa, serta masalah-masalah
politik dan hukum ketatanegaraan pada umumnya pergetahuan ketatanegaraan dan
hukum ketatanegaraan Indonesia pada khususnyagi8ebleecil materi pelajaran ini
bersinggungan dengan materi pelajaran Sejarah B&m,Fkhususnya yang menyangkut
tinjauan historis ketatanegaraan Indonesia, tateurhunegara Indonesia, demokrasi
Pancasila, serta organisasi dan kerja sama isierredl. Namun dalam pembelajaran,
pelajaran Tata Negara ini cenderung murni bergéigetahuan dengan mengabaikan
aspek nilai-nilai dan sikap serta keterampilan kganaegaraan siswa. Guru Tata Negara
pun cenderung mengajarkannya melalui ceramah danbgréan beberapa tugas dengan
pendekatan pemberian materi bersifat konseptuad&an ini menurut guru Tata Negara
banyak disebabkan oleh objek negara yang dipeldgdaim Tata Negara cenderung dalam
sifatnya yang statis. Sementara itu, siswa tidalajibkan untuk memiliki buku pegangan
siswa. Buku pegangan utama yang digunakan guriatadata Negara karya Affandi
(1997) yang diterbitkan oleh Departemen Pendiddam Kebudayaan.

Pelajaran Tata Negara ini dimulai dengan membemkateri tentang Negara yang
mencakup Pengertian llmu Negara dan limu Tata Ned2engertian dan Sifat Hakikat
Negara, Asal Mula Terjadinya Negara, serta Tujuam [eungsi Negara. Pemberian materi
pertama yang bersifat konseptual seperti ini mealykén pelajaran Tata Negara menjadi
kurang kritis, karena siswa menjadi cenderung mafagikean konsep dari pada berupaya
memahami dan mengevaluasinya secara kritis.

Selanjutnya dijelaskan oleh guru tentang pengerntegara. Karena definisi negara
cukup beragam sesuai dengan pandangan para alida dsdam memberikan definisi
tentang negara dijelaskan dalam dimensinya sebaggmnisasi kekuasaan, organisasi
politik, organisasi kesusilaan, dan sebagai ins@gmatara pemerintah dan rakyat (Affandi,
1997:1-11).
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Dengan cara yang sama guru juga menjelaskan meerang Unsur-unsur
Negara. Dijelaskan bahwa setiap negara memiliki smmsur pokok, yaitu: adanya
rakyat; wilayah yang dapat terdiri dari wilayah atan, lautan, udara, dan wilayah
ekstrateritorial; adanya pemerintahan yang berttadéan adanya pengakuan negara lain.
Selanjutnya, negara dapat mengambil bentuk negaesatkan dan negara serikat,
sedangkan pemerintahan dapat mengambil bentukihegting secara klasik dibagi
menjadi monarki, aristokrasi, oligarkppolity, dan demokrasi; dan secara modern dibagi
menjadi bentuk kerajaan (monarki absolut, konsthe, dan parlementer) serta republik
oleh rakyat dan parlementer (Affandi, 1997:13-26).

Demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintaladarm hal ini, agak dijelaskan
secara panjang lebar. Dijelaskan bahwa demokradalagemerintahan yang dijalankan
oleh rakyat yang dijelmakan ke dalam sebuah lempagaakilan rakyatMenurut paham
demokrasi modern, demokrasi mengakui pendapat takydalam pemerintahan
perwakilan, sehingga disebut demokrasi perwakjelaskan pula di sini tanpa rasional
yang jelas tentang perbedaaan sistem pemerintafsd@menter dan presidetiPemilu
sebagai sarana pemilihan anggota badan-badan pkmvaikga mendapatkan proporsi
penjelasan.Akhirnya, sebagai bagian integral dari sistem pémenian demokrasi
dijelaskan pula makna referendum yang dibedakararanteferendum wajib dan
referendum fakultatif ( Affandi, 1997:27-32).

Materi tentang Kekuasaan Negara, Negara Hukum, ldak Asasi Manusia
dijelaskan dengan sangat ringkas. Kekuasaan netgeam hal ini diartikan sebagai
kemampuan negara untuk mempengaruhi rakyat agakolken atau tidak melakukan
sesuatu yang dikehendaki oleh negara. Dijelaskde lpahwa dalam setiap masyarakat
struktur kekuasaan itu berbentuk piramida. Seke@kngrang yang jumlahnya sedikit
memiliki kekuasaan atas orang yang jumlahnya jebthlbesar (Affandi, 1997).

Kekuasaan negara tidaklah bersifat absolut; katarkeekuasaan negara juga perlu
dibatasi dan harus dapat menjamin hak-hak dan ksbehindividu warga negara. Untuk
itu, umumnya kekuasaan negara ditentukan dalamtikesisnegara. Konstitusi haruslah
dapat menjamin pengaturan hak-hak azasi manusia wlaga negara, pengaturan
ketatanegaraan yang fundamental, dan mengatur tdayjasvewenang lembaga-lembaga
negara (Affandi, 1997).

Untuk konsep negara hukum dijelaskan dua sub rimgdgtu: pengertian dan
unsur-unsur negara hukum serta prinsip-prinsipriigelaskan bahwa negara hukum
adalah negara yang berdasarkan atas hukum (kanstif@engertian negara hukum
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mengalami perkembangan dari negara hukum matergjatdi negara hukum formal.

Dalam negara hukum formal, unsur-unsur hukum dalagara mengatur: perlindungan
terhadap hak azasi manusia, pembagian atau pemigakaasaan, tindakan pemerintah
didasarkan pada peraturan perundang-undangan,ddayaaperadilan administrasi yang
berdiri sendiri. Dengan pengertian tersebut, maggara hukum menjalankan prinsip-
prinsip negara hukum yang diselbo rule of law (Affandi, 1997).

Kajian negara yang masih bersifat umum adalalatgnPartai Politik dan Sistem
Kepartaian. Topik materi ini masih terkait dengamsep-konsep negara, pemerintahan ,
demokrasi, dan hak-hak azasi manusia (Affandi, ¥2948).

Selanjutnya, materi Tata Negara memasuki fase kagpli konsep-konsep
kenegaraan yang telah dipelajari secara umum dardée konsep-konsep aplikasinya
pada fenomena negara dan pemerintahan di Indorgsgaimanapun aplikasi konsep-
konsep ini dianggap penting untuk mengajarkan sissvpemahaman ketatanegaraan dan
pemerintahan di Indonesia. Konsep-konsep besar yaiggjikan antara lain
Ketatanegaraan Indonesia dalam dimensi Historis Wandis Ketatanegaraan, Tata
Hukum Negara RI, Demokrasi Pancasila, dan Kewaggmaan Indonesia.

Begitu pula materi-materi Tata Negara yang terkdéngan Hubungan
Internasional, Organisasi dan Kerja Sama Internasioserta Masalah Regional dan
Internasional sangat tumpang tindih dengan matdajgran Sejarah di kelas lll tentang
Perkembangan Tata Hubungan Dunia setelah Perang Dyang menjelaskan status dan
peranan Indonesia dalam percaturan politik, ekondem pertahanan keamanan Indonesia
di dunia internasional. Beberapa materi PPKn sabagdementasi konsep dan nilai-nilai
sila kedua Pancasila juga banyak membahas maaterirkonsep ini, sehingga materi
Tata Negara ini tampak sebagai pengulangan konsegeknya saja.

Dua pokok bahasan lain yang tersisa tampaknya mgmerlu dijelaskan di sini
karena bersifat lebih spesifik menjadi muatan matata Negara, yaitu tentang Hukum
dan Perjanjian Internasional. Dengan sedikit pealdam bahwa kehidupan yang aman,
tertib, damai, dan sejahtera tidak saja menjadsqaan satu negara tertentu tetapi
menjadi dambaan masyarakat internasional, makanhukiernasional mutlak diperlukan
juga. Di sini hukum internasional diartikan sebagaseluruhan hukum yang sebagian
besar terdiri dari prinsip dan kaidah-kaidah p&tldimana negara-negara merasa dirinya
terikat untuk mentaati dan karenanya benar-bertaatilisecara umum dalam hubungan
meraka satu sama lain (Affandi, 1997:133-137).
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Akhirnya, dijelaskan pula tentang materi Perjanjimternasional. Perjanjian
internasional adalah perjanjian atau kesepakatag geadakan oleh dua negara atau lebih
selaku subjek hukum internasional, dan bertujuankumelahirkan akibat-akibat hukum
tertentu. Perjanjian internasional ini dapat mengarheberapa bentuk, yaitu traktat,
konvensi, persetujuan, protokol, piagam, deklarbsrsama, modus vivendi, dan

memor andum of under standing (MOU).

4. Materi Sosiologi

Hampir sama dengan mata pelajaran Tata Negarg, tglak mewajibkan siswa
memiliki buku teks utama penuntun belajar Sosiglegalau beberapa siswa ada yang
memilikinya. Guru Sosiologi pun bukanlah guru yamgmang memiliki spesialisasi
sebagai guru Sosiologi, melainkan guru PKK yangimliankepala sekolah untuk turut
memberikan pelajaran Sosiologi. Dari latar seperii tampaknya wajar jika mata
pelajaran Sosiologi menjadi pelajaran mencatata@nghafalkan fakta-fakta dan konsep-
konsep Sosiologi yang diberikan guru sesuai deigé&n pegangan yang dijadikan dasar
memberikan ringkasan kepada siswa. Pelajaran muldi dengan mencatatkan siswa
tentang beberapa pengertian sosiologi yang kemudisimpulkan menjadi ilmu yang
mempelajari tentang jaringan hubungan sosial yaegadi dalam kehidupan
bermasyarakat. Dengan kata lain, pelajaran Sosioliigaknai sebagai kumpulan
pengetahuan tentang masyarakat. Objek Sosiologyatelemikian adalah kehidupan
masyarakat. Sementara itu masyarakat didefinissiedoagai kesatuan kehidupan manusia
yang saling berinteraksi diikat oleh satu sistesiaddudaya tertentu, yaitu adat istiadat
atau tradisi-tradisi yang dilaksanakan bersamaradoarkesinambungan, dan karenanya
memberikan ciri  identitas kebersamaan dari kesatuarasyarakat tersebut
(Koentjaraningrat, 2001).

Dikatakan lebih lanjut bahwa Sosiologi sangat pentartinya bagi siswa.
Sosiologi mengajarkan kepada siswa bagaimana naahasus hidup dalam masyarakat
yang terus berkembang menjadi masyarakat yang leki®ipDianjurkan, sesuai dengan
misi mata pelajaran Sosiologi dalam persepsi gumgdup dalam perkembangan
masyarakat yang semakin kompleks haruslah selattia@ nilai-nilai, norma-norma, dan
hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya, siswa juga belajar tentang Tindakasigb dan Interaksi. Diajarkan
bahwa dalam kehidupan masyarakat terjadi adangiadak interaksi yang membentuk

jaringan hubungan sosial. Aksi ditentukan oleh rpiki subjektif tiap-tiap anggota
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masyarakat, dan ketika aksi tersebut berinteragsgan tindakan orang lain maka akan
timbul tindakan sosial.

Interaksi terjadi karena adanya kebutuhan untukabe sebagai makhluk sosial
dan memenuhi kebutuhan afeksi, inklusi, dan kontirleraksi itu dapat terjadi antar
individu, individu dengan kelompok, dan antar kepmk. Interaksi dapat terjadi jika dua
orang atau lebih melakukan komunikasi karena adaya@an-tujuan tertentu dan
komunikasi itu berpola: adanya tujuan yang jelasgbna atau bermanfaat, dan sesuai
dengan norma sosial yang berlaku. Di dalam masgaraiteraksi sosial dapat berupa
proses identifikasi, imitasi, sugesti, motivasmpgati,dan empati, bahkan dalam bentuk
konflik.

Materi berikutnya adalah tentang Nilai dan Normasi&. Materi ini ingin
mengajarkan kepada siswa bahwa dalam kehidupan smaasabagai makhluk sosial,
manusia memiliki standar-standar kehidupan yanggjap benar, baik, luhur, mulia,
berguna, atau bermanfaat. Gagasan ini mengantari@rusia pada nilai-nilai yang
mendasari sikap dan tindakannya dalam interaksilsga di masyarakat, yaitu apa yang
dianggap benar, baik dan berguna. Apa yang dianggamanfaat atau bernilai itu
sesungguhnya bersumber dari kebutuhan manusia, yadgh dibagi-bagi ke dalam
kebutuhan material, sosial, dan spiritual. Sebagaitoh, manusia membutuhkan rasa
aman, tertib, berhubungan dengan orang lain, dapatgaktualisasikan diri dalam
masyarakat, dan kebutuhan untuk berhubungan déingaan Yang Maha Esalilai-nilai
dalam masyarakat itu sendiri bersifat abstrak elapa gagasan-gagasan tentang apa yang
dianggap berharga atau tidak berharga, bergunaidekuberguna, baik atau buruk, benar
atau salah, indah atau tidak indah, hemat atau, dga sebagainya.

Nilai-nilai yang bersifat ideal dan abstrak tadilain realitas kehidupan sosial
masyarakat terwujud dalam norma-norma sosial, yaitman-aturan atau kaidah-kaidah
yang mengatur tata laku manusia dalam kehidupamdssarakat dan cenderung bersifat
memaksa melalui penerapan sanksi-sanksinya dalagkaanewujudkan nilai-nilai sosial
yang mendasarinya. Norma-norma sosial itu antanani@rma agama, norma kesusilaan,
norma hukum, dan norma kebiasaan atau adat/istiad@abdisi adat) atau norma
kesopanan.

Pembahasan berikutnya, terutama untuk siswa kélasyang antara lain
menyangkut materi-materi: Perilaku Menyimpang, KohtSosial, Sistem Sosial,
Stratifikasi, Mobilitas, dan Lembaga-lembaga dg&kn hampir dengan cara yang selalu
sama, yaitu dimulai dengan memberi definisi konsapsep, memberikan contoh-contoh,
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menjelaskan ciri-ciri dan sifat, menjelaskan sed@regsi, dan beberapa deskripsi kecil
yang tidak terlalu signifikan maknanya. Pengajas@perti ini seperti sudah dapat diduga
tidak dapat menimbulkan daya kritis dan rasionalvai dan tidak menjadikan teori
sosiologi berguna dalam memahami realitas fenorsesel yang komplek#\kibatnya,
siswa hanya memahami Sosiologi sebagai pengetahwank menggambarkan
masyarakat.

Di kelas lll, sebagai salah satu mata pelajaranspn IPS, materi Sosiologi
diarahkan sebagai aplikasi konsep-konsep Sosiblagji upaya menganalisa secara kritis
persoalan-persoalan masyarakat dan pembangunadatidsia. Untuk ini materi dimulai
dari Stratifikasi dan Diferensiasi Masyarakat Inegia. Sebagai sebuah proses evolusi,
stratifikasi dan diferensiasi sosial dijelaskan kwa pada karakteristik masyarakat
pedesaan dengan kegiatan ekonominya.

Kehidupan modern juga telah mengubah struktur tifskesi sosial pada
masyarakat Indonesia. Pendidikan, keberhasilanaghondan perjuangan politik telah
membentuk stratifikasi sosial yang baru, antamna teiah menyebabkan orang-orang yang
berpendidikan tinggi dan profesional, pengusahaypssha yang sukses dan makmur, dan
elit-elit politik dan pemerintahan tampak hidup atal kelas atau stratifikasi sosial yang
tinggi; sementara golongan menengahnya berasalpggawai negeri, karyawan, TNI,
pengusaha kelas menengah, dan tokoh-tokoh masyadaitagolongan kelas bawahnya
adalah kelompok petani kecil, buruh/pekerja, nelagan sejenisnya..

Diferensiasi sosial yang lain dijelaskan dari dmsiekeberagaman masyarakat
Indonesia yang beragam agama, suku, ras, adatattidaerah, dan kebudayaannya.
Kondisi ini rawan konflik karena kurang kuatnyainaslisme budaya, di samping karena
adanya sikap primordialisme dan berkembangnyailpalitan.

Konflik ideologi, agama, suku, hubungan pusat daerah, perseteruan partai
politik, dan konflik kelas tetap berlangsung hindgai. Indonesia memang negara yang
kompleks. Kita masih bersyukur nilai-nilai Pancasihasih dijadikan dasar negara dan
pandangan hidup bangsa.

Materi berikutnya adalah tentang Perubahan Sosiah Kesinambungan
Masyarakat Indonesia. Perubahan sosial adalah gteanbyang terjadi dalam masyarakat
antara masyarakat terdahulu dan masyarakat beykutRerubahan itu dapat terjadi
menyangkut: perubahan kehidupan sistem politik,ulpginan ekonomi, kehidupan
keluarga dan kekerabatan, pola interaksi masyarda@émbagaan sosial, stratifikasi

sosial, pendidikan, agama, orientasi nilai, daragaimya. Masyarakat Indonesia memang
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telah mengalami perubahan sosial, tetapi dari keai@ anti perubahan, perubahan sosial
ini diasumsikan sebagai perpecahan, disintegraglsdan penyelewengan dari nilai-nilai
Pancasila dan UUD 1945.

Kesalahan konseptual seperti ini muncul karenalyadran sosial dianalisis dari
sifat pribadi dan budaya dengan mengabaikan fakt@mika perubahan struktural. Hal
ini memang dirahasiakan agar tidak terjadi gejotakg tidak diinginkan.

Selanjutnya dijelaskan tentang Ciri-ciri MasyataKaadisional dan Modern.
Mula-mula dijelaskan tentang konsep masyarakat,ukiem, dan yang aneh, masyarakat
tradisional itu dianggap karakteristik masyarakaing ideal, sedangkan masyarakat
modern adalah masyarakat yang telah mengalami a@gjrailai-nilai sosial. Sekali lagi
makna orientasi nilai-nilai budaya dijadikan sitatalisis kajian masyarakat. Dasarnya
memang perbedaan ciri-ciri dan sif@neinschaft dangessel schaft.

Sampailah kemudian pada Modernisasi Masyarakabnkegla. Ini berarti ada
perubahan sosial di Indonesia. Melalui proses peguizan jangka panjang yang
terencana, perubahan sosial melalui pembangunatarea dilakukan pada modernisasi
sektor pertanian yang berpengaruh pula pada persgggab sektor industri dan
menimbulkan urbanisasi. Tetapi dengan mengutip ggestd<oentjaraningrat, modernisasi
dimaksudkan sebagai usaha untuk hidup sesuai dergawan dan konstelasi dunia
sekarang.Modernisasi kemudian didefinisikan sebagai suaansformasi total dari
kehidupan bersama dengan organisasi sosial daologk yang tradisional ke sistem
ekonomi dan politik yang terencana dan sistemaiig)\disebut dengasacial planning.

Akhirnya, kepada siswa juga dijelaskan materiaegtcara melakukan penelitian
sosial yang sesungguhnya gurunya sendiri tidak biga tidak pernah melakukan
penelitian. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kesalkbnsep telah terjadi. Siswa hanya
diberikan prosedur penelitian sosial secara ceradah tidak ada model yang dapat
ditunjukkan guru. Jadi, sesungguhnya sama sajagigya akhirnya tidak memahami apa
itu penelitian sosial.

Dari pemaparan materi Sosiologi seperti di atalsjesekali tampak bahwa
Sosiologi dalam mempelajari masyarakat dalam ik&reosialnya yang menumbuhkan
sistem nilai dan norma untuk mempertahankan kelaataya lebih menonjolkan
perspektif fungsionalismenya dari pada peran p&tggeerspektif teori lainnygMulder,
2003; Ritzer and Goodman, 2004).

Analog dengan pandangan seperti di atas, pengetaBosiologi juga lebih
dipahami guru seperti sebuah struktur pengetahwang ysudah jadi yang bangunan
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sistemnya dapat dibuat mekanis dengan melihat lgamuantar konsep yang terlepas-
lepas. Dengan demikian, dalam pandangan guru,abedagiologi cukup hanya dengan
menghafalkan konsep-konsep yang hubungan-hubungabeysifat fungsional juga.
Interpretasi tentang eksistensi masyarakat darabpglang bersifat tunggal seperti ini jelas
tidak mampu membuat siswa aktif, kritis dan kreatiftuk menganalisis persoalan-
persoalan hidup di masyarakat yang makin komplels lierdimensi ganda. Tidakkah,
misalnya, struktur masyarakat itu memiliki hubungptbungan yang tersembunyi dengan
pemilikan modal kekuasaan (ekonomi, sosial, budajan simbol) budaya kelas,
kebiasaan-kebiasaan, dan sistem nilai yang akhirjusiru menciptakan sistem
ketidakadilan yang harus diperjuangkan (Bourdigam Garner, 2000:374-375).

5. Materi Antropoloqi

Mata pelajaran Antropologi yang diberikan padaagelll dan hanya maksimal
diberikan dalam satu semester diberikan oleh guamgysama untuk mata pelajaran
Sosiologi. Dengan tidak adanya bekal materi Antlogioyang memadai serta kurangnya
pengalaman untuk mengajarkan mata pelajaran infgnla gurunya berasal dari
spesialisasi guru PKK, dapat dimaklumi jika di samggmata pelajaran ini menjadi kurang
menarik diberikan guru, beberapa kesalahan konalgjpiga terjadi. Guru sepertinya sama
sekali tidak memiliki landasan teori-teori antrapgil yang memadai dalam menjelaskan
materinya, sehingga penyajian materi hanya berg@hberian penggalan-penggalan
konsep-konsep yang terpecah-pecah tanpa makna.

Materi Antropologi dimulai dengan menjelaskan sapuhama dan kajian
Antropologi serta tujuan-tujuan mengapa siswa tkber mata pelajaran ini. Mata
pelajaran ini disimpulkan sebagai mata pelajaramgyamemberikan siswa pemahaman
tentang kebudayaan manusia pada umumnya dan pem@ahgntang relativisme
kebudayaan Indonesia, kaitannya dengan nasionallsshedayaan, dan menjelaskan
faktor-faktor budaya dalam perkembangan masyatakanesia.

Materi berikutnya adalah tentang kebudayaan. b lsanyak dijelaskan tentang
pengertian dan unsur-unsur kebudayaan. Di sampihgrikbn beberapa definisi
kebudayaan menurut pandangan para ahdiolegi dan antropologi, siswa juga
diberikan definisi kebudayaan sebagai segala legsih, rasa, dan karsa manusia dalam
kehidupan bermasyarakat yang dikembangkan melatgep belajar. Definisi ini lebih
melihat makna kebudayaan dari segi statisnya. &etdlu dijelaskan pula bahwa

kebudayaan menunjukkan konsep-konsepnya yaewgrel seperti: kebudayaan sebagai
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sistem ideologi atau nilai budaya, sistem gagasan sistem budaya, sistem tindakan
berpola atau sistem sosial, dan sebagai kebuddig@larKeempat wujud kebudayaan ini

dalam seluruh kebudayaan yang bersifat universalgaredung tujuh unsur kebudayaan,
yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi,ssistam peralatan hidup dan teknologi,
sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, demehian.

Pokok bahasan Sistem Sosial Budaya selanjutnyabergtan makna kebudayaan
sebagai satu sistem di bawah universalitas budBgala pokok bahasan ini siswa
diberikan daftar uraian yang cukup panjang tentapgsifikasi dari konsep-konsep,
seperti: sistem kepercayaan, sistem kekerabatsiensiekonomi, sistem peralatan atau
teknologi, sistem bahasa, kesenian, dan sistemefegmgan.

Di bawah pokok bahasan tentang Perubahan SosiddyBu siswa tampaknya
diajak mengulangi lagi materi Sosiologi tentanguBahan Sosial. Dijelaskan antara lain
faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosiahymgang dapat dimulai dari dalam
masyarakat dan kebudayaan itu sendiri maupun yaig ohari luar.

Hal yang tetap saja membingungkan siswa adalahasigdak pernah diberi
penalaran tentang spesifikasi dalam perubahanl|dmsiya ini yang entah dari mana
asalnya kepada mereka diberikan sejumlah daftasdpkonsep kecil seperti: kemajuan,
regresi, evolusi, revolusi, akulturasi, asimil@sgvasi, dan difusi kebudayaan.

Siswa juga diberikan contoh-contoh perubahan kbs@aya yang sifatnya positif
yang harus selalu menjadi bahan pelajaran dan gagabagi siswa. Perubahan sosial
budaya yang positif dikriteriakan sebagai perubalsosial budaya yang tetap
mempertahankan nilai-nilai budaya luhur bangsa ned@m. Landasannya adalah nilai-
nilai agama, Pancasila, dan tradisi-tradisi yantkdsabang di masyarakat. Perubahan
sosial budaya yang positif adalah perubahan yangp temenjaga Kketertiban,
keseimbangan, dan keharmonisan dalam masyarakat.

Pada bagian ini dijelaskan pula tentang integilasi kebudayaan nasional. Siswa
perlu memahami makna kebudayaan nasional sebagjhcida, rasa, dan karsa manusia
Indonesia seluruhnya yang terwujud dalam nilaitnbadaya bangsa Pancasila, adat
istiadat rakyat, bahasa Indonesia yang diperkayeadaza daerah, kesenian rakyat, pola
interaksi manusia Indonesia, dan sejenisnya. Kefaatanasional itu terimplementasikan
dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Isidorsgstem politik, sistem hukum
nasional, pendidikan nasional, ekonomi kerakyataerta menjadi iklim dalam
pengambilan kebijakan/keputusan, mewarnai ikim akedj badan-badan perwakilan,

kantor-kantor pemerintah, perusahaan-perusahaaonafssekolah-sekolah, dan dalam
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rapat-rapat resmi.Akhir cerita dari pokok bahasan ini adalah berldcaentang
pembangunan bangsa dan kebudayaan nasional.

Pokok bahasan berikutnya adalah tentang EvolusaBSBudaya. Di sini terutama
dijelaskan tentang makna proses evolusi sosialyjausebagai proses penyesuaian dengan
keadaan dan lingkungan budaya yang baru. Prosdgsewa dijelaskan dari pandangan
mikroskopik dan makroskopik yang melahirkan pemadrantentang proses berulang
dalam evolusi budaya dan proses mengarah dalamsewabudayaan (Koentjaraningrat,
2001).

Pokok bahasan terakhir yang dijelaskan adalahartgnPola Adaptasi Budaya
Beberapa Kelompok Indonesia. Tanpa ada teori yelag fentang pola adaptasi tersebut,
yang terjadi sesungguhnya adalah sebuah deskiipsgrafi beberapa kebudayaan di
Indonesia yang sangat dangkal termasuk menjelastkagrafi kebudayaan Bali, terutama
yang berkaitan dengan sistem kekerabatan di Bali.

Hampir analog dengan materi pelajaran Sosiolognyggn materi pelajaran
Antropologi kepada siswa juga cenderung fungsistikli Antropologi sebagai bidang
ilmu, dalam hal ini, ditekankan pada kajiannya @egt kebudayaan manusia, dinamika,
dan perkembangannya (Koentjaraningrat, 2001). Bad#glam pengertian seperti ini
mengabaikan dimensi-dimensi psikologis dan sosisldgri dinamika dan perkembangan
budaya (Mulder, 2003). Sebagai contoh, bagaimanasalmya, proses budaya
menunjukkan kompleksitas yang antagonis dalam hgamshubungan kekuasagioger)
dan perjuangansfuggle) antara kelas-kelas dengan budayanya yang dondiaarkelas
yang didominasi (Giroux, 1981). Begitu pula, misalnbagaimana individu-individu
dengan kepribadian tertentu sebagai aktor atau ageh mempengaruhi cara pandang
masyarakat tentang dunia dan lingkungannya damjsétga juga dipengaruhi oleh
sejarah (Giddens, dalam Garner, 2000: 384-390;eRittan Goodman, 2004), sangat

terabaikan dalam pengertian budaya yang strukfungisional

6. Materi Ekonomi

Materi ekonomi merupakan materi wajib yang diajarkiari kelas satu hingga
kelas dua, dan untuk siswa kelas tiga hanya di@erikntuk siswa jurusan IPS. Materi
ekonomi ini diajarkan oleh guru-guru yang memancpga dari spesialisasi pendidikan
ekonomi dan pendidikan dunia usaha. Materi ekonamdiajarkan menggunakan buku
teks pelengkap berpola LKS yang disusun oleh TimM#GEkonomi Akuntansi SMU
Propinsi Bali untuk keperluan di lingkungan SMUusah Bali.
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Materi ekonomi di kelas satu dimulai dengan pokaihasan tentang Masalah
Ekonomi. Pada materi ini yang dibahas adalah iatsatah ekonomi dan masalah pokok
dalam ekonomi. Inti masalah ekonomi bersumber Babutuhan manusia yang tidak
terbatas berhadapan dengan sarana dan sumber-spethenuhan yang terbatas atau
langka yang memerlukan adanya pengorbanan ekomnreamping itu ada pula masalah
faktor produksi sebagai sumber ekonomi dan baramgry pemenuhan ekonomi yang
langka. Pada masalah pokok dalam ekonomi antaraliglaskan barang apa yang akan
diproduksi masyarakat, bagaimana cara memprodudan untuk siapa barang itu
diproduksi. Hal ini tergantung pada pengenalanesisiekonomi apakah tradisional,
komando, atau sistem pasar. Permasalahan ekongmitiseni dipelajari dalam ilmu
ekonomi. Sayangnya, siswa tidak memperoleh kesempatng kritis dalam memahami
makna ilmu ekonomi dalam membahas permasalahatasli @®rutama dalam kaitannya
pula dengan ilmu-ilmu sosial lainnya (Stopsky d&e,1994), karena siswa hanya diajari
definisi istilah dan pembagian ilmu ekonomi ke daldmu ekonomi deskriptif, teori
(ekonomi mikro dan makro), dan terapan.

Tidak jauh berbeda dari karakteristik pembelajatafinsi konsep seperti di atas,
pada pokok bahasan berikutnya siswa juga diajatkdok menghafal konsep-konsep
ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomakpetkonomi, prinsip ekonomi, dan
motif ekonomi. Kegiatan ekonomi hanya difokuskamligp&egiatan produksi, distribusi,
dan konsumsi. Pelaku ekonomi diterangkan dalam émry@ng tidak bermakna, yaitu
tentang konsumen, produsen, pemerintah, dan m&sydwar negeri. Prinsip ekonomi
juga hanya diterangkan dalam hafalan pengertiasieafi Sedangkan motif ekonomi
diringkaskan ke dalam sebutan konsep, yaitu maoigini dihargai, mempertahankan
kelangsungan keluarga, melakukan pekerjaan somialnperoleh penghargaan dari
masyarakat, mendapatkan kekuasaan ekonomi dairkpddh mempunyai usaha sendiri.
Pada bagian ini, hubungan antara kegiatan ekonamnubtiv kegiatan bidang sosial yang
lain memang dikaitkan. Tetapi, karena tinjauanngesifat selintas, maka dukungan teori
imu-ilmu sosial lainnya cenderung terabaikan. Amangy dijelaskan hanyalah sekadar
elaborasi contoh-contoh.

Materi berikutnya adalah tentang Permintaan damawaran. Pokok materi ini
merupakan perangkat analisis yang dikembangkamkuigbih memahami proses
ekonomi terutama dalam kaitannya dengan pembentukiaya di pasar. Setelah diberikan

pengertian masing-masing konsep, hukum permintaarpdnawaran dijelaskan.
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Dijelaskan lebih lanjut bahwa hubungan-hubungahuderm antara harga, sebagai
variabel bebas, dan jumlah permintaan dan penawaebragai variabel terikat, dapat
digambarkan dengan hubungan matematika sederhma dantuk hubungan linear.

Pokok materi berikutnya adalah Hubung&®venue, Biaya Produksi, dan
Laba/Rugi. Di sini dijelaskan bagaimana dapat digakan secara kurve suatu
perusahaan atau produsen memperoleh laba, yajaditeeetika total revenue jauh
melebihi total cost. Jenis-jenisrevenue dapat diketahui, yaitu penerimaan rata-rata
(average revenue), penerimaan totaltdtal revenue), penerimaan marginalmérginal
revenue). Sementara itu biaya produksi dapat dijelaskanisjgnis dan dasar
perhitungannya.

Konsep berikutnya adalah tentang Elastisitas Reaan dan Penawaran.
Elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan ip&an suatu barang/jasa terhadap
perubahan harga yang terjadi. Begitu pula tenttasjisitas penawaran.

Pokok materi Pembentukan Harga pada Berbagai Ragput) merupakan materi
pengembangan dari materi sebelumnya. Di sini diedaantara pasar persaingan
sempurna dan bukan persaingan sempurna.

Sejalan dengan konsep di atas adalah pembentdtga pasar faktor produksi
(input). Bedanya adalah rumah tangga perusahaan sebaghispn di sini berfungsi
sebagai pemakai faktor-faktor produksi. Pasar, nardgu ditentukan oleh jenis-jenis
faktor-faktor produksi tersebut, antara lain adaapaaktor produksi alam/tanah, pasar
tenaga kerja, pasar modal, dan pasar produksi &egahaan.

Untuk pokok materi tentang Jenis-jenis Pasamadagiatan Ekonomi, pemberian
materi murni bersifat pengertian konseptual sajasiii banyak nama-nama konsep yang
diberikan hanya dalam bentuk definisi konseptuatar@ lain: pasar uang, pasar modal,
bursa efek, bursa valas, bursa tenaga kerja, korsaditi, dan banyak lagi sub-sub unsur
dari masing-masing pengertian jenis-jenis pasaeleit.

Materi tentang Sejarah Pemikiran Teori Ekonomiedkan pada siswa kelas lll.
Di sini pemikiran secara teoritis mulai diberikagplada siswa tidak hanya sekadar konsep.
Sayangnya, penjelasan dalam sejarah pemikiran ekomd cenderung mengabaikan
dimensi konteks sosiologis dari pertumbuhan darkgmebangan masyarakat di mana
pemikiran ekonomi itu munculfang lebih fatal adalah penjelasan tentang tok&bto
ekonomi Indonesia; tidak sedikitpun menjelaskan iggam-pemikiran ekonomi secara
sistematis dari tokoh-tokohnya, seperti Hatta, $wmniWidjojo Nitisastro, dan Ali
Wardhana.
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Sejarah ini dimulai dari pemikiran ekonomi zamaaktasik, yang antara lain
menjelaskan unsur-unsur pokok teori kuantitas dataemjelaskan nilai mata uang dan
harga. Mazhab klasik berikutnya, antara lain mengajukamigean bahwa kegiatan
ekonomi yang dilakukan dalam persaingan bebas gkah lebih bermanfaat bagi
masyarakat sebagai keseluruhan dari pada halryadygjala sesuatu itu diatur pemerintah
(ekonomilaissez faire, laissez aller).

Mazhab neoklasik berikutnya mengajukan antarabdaimvamarginal utility suatu
barang ditentukan oleh penilaian subjektif dari pem Di sini dikenal Hukum Gossen |
dan Il berkenaan dengamarginal utility dan perbandingan sumber daya dengan
peningkatan kebutuhan. Mazhab historis, pemikiramigrannya sebagian menentang
mazhab klasik, antara lain mengajukan pemikiranmMaammotif orang bertindak ekonomi
tidak semata-mata demi kepentingan pribadi, metainkerdasarkan pada motif yang
bersifat jamak.

Mazhab sosialis, selanjutnya, lebih menekankarparitingnya kepentingan orang
banyak yang mesti dikendalikan oleh pemerintah g@pudalam penyelenggaran sistem
perekonomian. Mazhab Keynes juga tidak percayansgwsa pada mekanisme pasar
bebas dalam menjaga keseimbangan permintaan dawaem.

Mazhab neokeynessian, akhirnya, banyak mengembangaikiran-pemikiran
ekonomi mazhab Keyness, antara lain: pemikiranrANarvey Hansen yang mengupas
kebijakan fiskal, fluktuasi ekonomi, dan pendapatasional. Kuznets, selanjutnya,
menggabungkan statistik, matematika, dan ekonontandamejelaskan perhitungan
pendapatan nasional secara kuantitatif serta hwaomuhgbungannya dengan tingkat
konsumsi, tabungan, pengangguran, inflasi, danahlaagga. John R. Hicks juga berhasil
mensintesiskan teori-teori ekonomi mikro dan makmelalui pendekatan kuantitatif.
Begitu pula beberapa tokoh yang lain seperti Leduan Samuelson.

Pokok materi berikutnya di kelas 1ll adalah tegtdtkonomi Internasional yang
mencakup pembahasan tentang perdagangan interslagiembayaran internasional, dan
kerja sama ekonomi internasional.

Lima pokok bahasan berikutnya di kelas Il merwgrakpelajaran tentang
penggunaan logika matematika dan statistika dalasmpelajari masalah-masalah
ekonomi. Pokok-pokok bahasan tersebut adalah PeagguMetode kuantitatif dan
Rumus Matematika dalam limu Ekonomi, Indeks Hararelasi Linear Sederhana,

Regresi Linear Sederhana, dan Analisis Deret Waktu.
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Teori Pertumbuhan Ekonomi merupakan pokok materiki@ya. Di sini
dijelaskan perbedaan antara konsep pertumbuhamekalan pembangunan ekonomi.

Pokok materi terakhir adalah tentang Koperasi @ab&alah Satu Sektor
Ekonomi. Secara berturut-turut dijelaskan dengamdekatan normatif Koperasi
Indonesia, yaitu: pengertian, tujuan, azas, landafagsi dan peran, koperasi dalam
sistem ekonomi Indonesia, jenis-jenis koperasigmteian pokok, perbedaan koperasi
dengan usaha bukan koperasi, pengembangan kopesi,sejarah perkembangan
gerakan koperasi (termasuk di Indonesia).

Harus jujur diakui, di antara materi pembelajal@8, materi pelajaran Ekonomi
adalah yang paling lengkap struktur pengetahuarbikatakan demikian karena materi
ekonomi tidak saja menjelaskan konsep-konsep ekon@ng penting yang perlu
dipelajari siswa untuk memahami dunia ekonomi,piek@pada siswa juga dibelajarkan
tentang nalar prinsip-prinsip, hukum, dan teorrteskonomi. Hal ini memungkinkan,
dinilai guru karena sifat perkembangan ilmu ekondamsendiri yang sudah sampai pada
penemuan prinsip-prinsip, hukum, dan teori ekongamg tingkat generalisasinya sudah
lebih teruji seperti kebenaran ilmu-ilmu pasti atmou-ilmu alam. Tidak mengherankan
jika pendekatan berpikir kuantitatif (matematikan dstatistika) sudah dapat diterapkan
secara maju dalam teori-teori ekonomi (Gujarat§1t Suriasumantri, 1985).

Penyajian materi Ekonomi yang tidak terlalu meremdan fakta-fakta yang detail,
melainkan menjelaskannya dalam hubungan antar goyseg menghasilkan hipotesis,
prinsip-prinsip, asumsi, teori, hingga hukum-hukekonomi menjadikan struktur materi
sajian ekonomi lebih utuh dan lebih bermakna.

Sayangnya, diakui guru-guru dan siswa juga, matenomi di dalam kurikulum
1994 dinilai terlalu padatPengorganisasian materi belajar seperti ini mekgauhya
sangat terbatas dapat menghubungkan dan menyeasugikgan tingkat pengetahuan atau
kecerdasan awal dan pengalaman siswa; suatu koresep sangat ditekankan dalam
model belajar konstruktivisme (Bettencourt, 1988sitot, 1996;.Sadia, 1996; Suparno,
1997). Dengan demikian, penggorganisasiannya tetap memgjading bermakna bagi
siswa. Inilah sebabnya mengapa mata pelajaran ekodioilai menjadi mata pelajaran
yang paling sulit dan abstrak bagi siswa. Tanpduaendan bimbingan belajar dari guru
yang lebih terstruktur, sistematis, hirarkis, bekneg dan berkesinambungan (Gagne,
seperti dikutip oleh Gredler, 1992) sangat keciimkegkinan bagi siswa dapat

menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secardinma
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7. Materi Geoqgr afi

Mata pelajaran Geografi di SMU Negeri 1 Ubud disgar sesuai dengan
kurikulum 1994 pada seluruh siswa kelas | dan ja.sMata pelajaran ini dibina oleh
guru-guru yang memang memiliki spesialisasi sebggai geografi dengan pendidikan
S1 Pendidikan geografi. Pada umumnya, pembelagirkelas dilaksanakan tidak jauh
berbeda dari pembelajaran rumpun IPS lainnya dengemekankan pentingnya
pemahaman konseptual siswa, dan itu pun cenderwmggutamakan domain-domain
hafalan, pemahaman, dan aplikasi konsep yang éerbB&alam pembelajaran, guru juga
masih kuat mendominasi proses interaksi belajamg@amgajar dengan menggunakan buku
teks sebagai orientasi pembelajaran, sehingga labubersifat satu arah. Dari segi
materi pembelajaran, guru-guru mengajarkan konseggdp Geografi secara sistematis
dan berkesinambungan sesuai dengan urutan matem dauku teks. Siswa tiap kelas
umumnya tidak memiliki buku pegangan. Yang merekikinhanya buku LKS, yang
materinya cenderung ringkas dan disertai soal-gnflk dikerjakan siswa, baik berupa
soal objektif pilihan ganda maupun soal essay.

Dari paparan materinygelas sekali bahwa melalui mata pelajaran Geografi,
kepada siswa sesungguhnya ingin diberikan pengatatientang hubungan manusia
dengan permukaan bumi. Karena permukaan bumi iigasduas, maka dapat dipahami
melalui penggunaan peta. Pengetahuan dan ketesamping diperoleh dalam
mempelajari permukaan bumi melalui peta akan membsiswa memahami lebih jauh
sifat dan karakteristik bumi dari kajian geografsiknya. Pada pengetahuan inilah
kemudian kepada siswa dijelaskan berbagai kajsk tentang bumi, antara lain meliputi
bentuk muka bumi, lahan potensial dan kritis, paraidarat dan laut, serta cuaca dan
iklim. Pengenalan sifat-sifat fisik dari permukalaummi ini diasumsikan akan lebih baik
jika siswa juga memahami berbagai metode dan aelagrafi yang sudah dikembangkan
untuk mempelajari sifat-sifat fisik bumi tersebyhitu penggunaan alat dan metode
penginderaan jauh dan sistem informasi geografis)(Ssampai di sini kajian gambaran
permukaan bumi secara fisik dianggap sudah memsebagai bekal pengetahuan
geografis pada tingkat siswa SMA.

Karena Geografi juga menjelaskan hubungan marmeigan bumi, maka materi
geografi selanjutnya yang dikembangkan adalah g#ogsosial, yang terutama
menjelaskan berbagai variasi karakteristik lingkamdcehidupan di muka bumi. Untuk

bagian geografi sosial ini kepada siswa diberikakog-pokok bahasan tentang sumber
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daya manusia, pola keruangan desa dan kota, pstiiady dan perbandingan geografis
kehidupan di empat benua, yaitu Asia, Afrika, Eragaen Amerika.

Memperhatikan struktur materi seperti di atagggliga tampak bahwa materi ini
terlalu memisahkan antara materi geografi sosiahgde geografi fisik. Dengan
pendekatan penyajian materi yang bersifat faktymnyajian seperti ini kurang
membangun pengetahuan dan keterampilan geografe ytah dan komprehensif. Sulit
dapat dipahami bagaimana siswa dapat menjelaskdsungan manusia dengan
lingkungan geografisnya jika materi geografi inpidahkan antara geografi fisik dan
sosial apalagi dalam penyajian yang bersifat fakiakaka. Lebih-lebih lagi di awal siswa
sudah diberikan materi penginderaan jauh dan sistearmasi geografis yang maknanya
sama sekali tidak dipahami siswa karena keterbattedenologi informasi di sekolah.
Kesulitan belajar ini menambah kebingungan siswakumemetik makna pembelajaran
Geografi, apa lagi pembelajaran hanya cenderurgiféehafalan tanpa ada kerja praktik
Geografi (Harmanto dan Somaatmadja, 2001; Sjamka®4).

Dari keberadaan ini, makin menguatkan bahwa bel®& dengan pendekatan
monodisiplin yang terpisah-pisah, apalagi hanyaduoemnnankan informasi faktual, akan
menyulitkan siswa dapat mengembangkan pengetahniéai;nilai dan sikap, serta
keterampilan-keterampilan yang bermakna bagi keladoya. Pengetahuan yang
diperoleh hanyalah pengetahuan faktual yang testeg@as yang hanya menekankan arti

belajar menghafahtemorized learning).

8. Hubungan antara lndividu Masyar akat dan K ebudayaan

Harus jujur diakui bahwa materi Pendidikan IPSesepelah digambarkan di atas
sulit untuk diharapkan memberikan wawasan yang,utomprehensip, dan bermakna
kepada siswa bagaimana dapat memahami hubungan teajagi antara individu,
masyarakat, kebudayaan, dan lingkungannya. Masaahmubungan-hubungan yang
terjadi telah tercabik-cabik menjadi bagaian-bagiang seperti alat mekanik diharapkan
dapat disusun kembali oleh siswa melalui teka tgking sesungguhnya, kuncinya
dipegang sepenuhnya oleh guru sebagai kaki tangag getia dari kekuasaan yang
disebut negara. Tidak ada teori yang dijadikan dasdagai pisau analisis untuk
memahami realitas yang ganda dari hubungan masyaiddn kebudayaan kecuali
kehendak untuk mempertahankstatus quo kekuasaan dengan dalil-dalil pembenaran
azas-azas keselarasan, keserasian, keseimbangaketdamonisan. Dan karena itu, ada
semacam pandangan fungsionalisme yang kasar tedahatan untuk menjelaskan di
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mana sebuah sistem dipilah-pilah yang masing-masibgsistemnya dianggap memiliki
kedudukan, status, dan perannya masing-masing tydalg boleh bertentangan dengan
kehendak sistemnya.

Sejalan dengan pandangan Mulder (2003), statuankadividu di dalam IPS
tidak mendapat tempat. Kalaupun ada, ia merupakgrab integral dari masyarakatnya
yang tidak boleh bertentangan dengan keseluruligamyia. Individu, yang semestinya
memiliki kepribadiannya yang bebas dan merdekaadlipg keberadaannya karena
dikhawatirkan dapat membahayakan masyarakat. Bekgkkawatiran itu dapat dilihat
dari berbagai bentuk penyimpangan sosial dianggapgai pribadi-pribadi atau oknum
yang ke luar dari jalur kehendak masyarakat, daeneaitu, harus dikucilkafKarena itu,
setiap individu atau pribadi haruslah mengisi gainlengan nilai-nilai, norma-norma atau
aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan atau tradisiarssit, dan terutama pandangan hidup
bangsa (Kaelan, 2003).

Individu, dengan begitu kemudian mengalami kordliktus antara menjadi dirinya
sendiri dan menjadi anggota dari masyarakat sehyailsecara integral. Sementara
pendidikan diidealkan untuk memberdayakan siswa jadenmanusia dewasa yang
mandiri, sesungguhnya Pendidikan IPS sendiri telahciptakanmage atau citra bahwa
sesungguhnya setiap individu adalah bagian yarak tidrpisahkan dari masyarakatnya,
dan diyakini bahwa tidak akan ada keharmonisargl&essan, dan keseimbangan dalam
masyarakat jika setiap individu tidak bersedia nogbgnkan kepentingannya bagi
kepentingan masyarakat. Di sini sikap ambivalen dapat dihindarkan: menjadi diri
sendiri atau menjadi anggota masyarakat yang baik?

Sebaliknya, masyarakat adalah gambaran ideal fdkus kajian materi IPS.
Masyarakat digambarkan sebagai susunan keluarga kaimunitas yang harmonis di
mana anggota-anggotanya harus setia menjalankarajikan-kewajibannya untuk
keharmonisan kehidupan bersamanya. Susunan maayarak dalam IPS adalah
bertingkat-tingkat. Dimulai dari keluarga, masyataRT atau kampung, masyarakat desa
dan kota, sampai muncul konsep rakyat, warga nedemagsa, dan puncaknya pada
konsep negara (bandingkan dengan Kaelan, 2003)ydvisat sebagai keluarga atau
komunitas yang harmonis menempatkan kedudukan aesgéagai satu kesatuan sebagai
pemegang kepentingan yang tertinggi, menjadikarehki@pgan nasional milik negara
adalah kepentingan yang menyebabkan terselenggatahydupan yang serasi, selaras,

seimbang, dan harmonis.
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Pancasila adalah nilai-nilai yang menyelaraskarektpgan itu, dan, karena itu,
tidak boleh ada konflik atau pertentangan, yang fétap terjadi, konsep musyawarah
akan menyatukan kepentingan yeng bertikai tersetart mengabaikan perbedaan,
pertentangan, dan konflik.

Sejalan dengan pandangan tentang status individak tada tempat pula bagi
berkembangnya konsep masyarakat lokal yang merdakamandiri dalam kerangka
sistem materi IPS yang fungsionalistis. Nilai-nitaidaya masyarakat lokal, karena itu,
haruslah bersesuaian dengan cita-cita masyarakenad yang jika terjadi pertentangan,
maka kepentingan nasional yang tidak jelas jugakigta haruslah diutamakan dalam
musyawarah nasional. Pancasila, sekali lagi, addéslar negara, jiwanya, kepribadian,
dan pandangan hidup bangsa yang akan menyelar&skemtingan-kepentingan yang
bertikai atau mengalami konflik. Karena itu, senpgayimpangan-penyimpangan sosial
semuanya diukur dari nilai-nilai Pancasila. Tidala &ebenaran kontekstual dan sejarah
yang dapat mengabsahkan konflik, karena semuaaityehakan menimbulkan keresahan
dalam masyarakat, pertentangan, dan menjadikardigedm masyarakat berbangsa dan
bernegara menjadi tidak harmonis. Inilamage atau citra utama tentang azas-azas
masyarakat yang dibentuk oleh materi IPS.

Kebudayaan, seiring dengan pandangan di atas,hasieagai gagasan, kehendak
atau karsa, dan karya cipta bersama masyarakatngantpentuk peradabadi\{lization)
yang menghidupkan dan memberi jiwa kepada kehidupasyarakat bersama yang
harmonis. Kebudayaan memberikan nilai-nilai kepadayarakat yang dengan nilai-nilai
itu individu-individu mengisi dirinya dan mengintalisasikan serta mewujudkannya
dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat datanes pada masyarakat bangsa dan
negara. Ada kebudayaan nasional yang dikembangkag myilai-nilainya bersumber dari
nilai-nilai Pancasila. Perkembangan atau dinamilgbukayaan, termasuknya juga
perubahan sosial, haruslah tidak bertentangan demidg-nilai Pancasila sebagai nilai-
nilai kebersamaan, yang jika terjadi penyimpangamypnpangan sosial dan kebudayaan
akan menimbulkan suasana kehidupan yang tidak masmo

Tidak ada kajian dalam materi IPS di mana kebudayaerkembang dengan
memberikan tekanan pada upaya inovasi atau krestivhanusia-manusia unggul atau
hasil perjuangan kelompok-kelompok organisasi $@silitik dan ekonomi dalam bentuk
partisipasi sosial politik dan ekonomi yang gigimvatif, dan penuh perjuangan. Tidak
ada pula makna kebudayaan, di mana individu atéamipgok melakukan pembaharuan

dengan perjuangan individu atau kelas yang sesmgath tuntutan dinamika masyarakat.
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Alih-alih mereka yang inovatif dicurigai dan diaraggtelah melakukan penyimpangan
sosial karena tidak relevan dengan nilai-nilai kemaan, kekeluargaan, keselarasan, dan
keharmonisan.

Pandangan tentang masyarakat dan kebudayaan yeaigsebelah pada orientasi
nilai-nilai kekeluargaan ini menjadikan siswa bergghda dunia yang ambivalen antara
idealisme pendidikan dan realitas kehidupan yanghaksa setiap orang harus menjadi
dewasa dan mandiri. Pendidikan IPS, seperti dikatdidulder (2003), tidak lebih dari
dharmasastra, sebagai pendidikan nilai-nilai atendjglikan moral yang mengajarkan
tentang kebenaran moral atau nilai masyarakatidak sama sekali berkepentingan untuk
membangun individu dengan meningkatkan dan meraggdaya kemampuannya, atau
dengan menciptakan warga negara yang secara maatlitm merdeka yang dapat
mengambil keputusan menurut hati nurani merekdisaan tetap bertanggung jawab

sosial.

9. Citra M asyar akat L okal, Nasional, dan Global

Dengan kurikulum yang tersentralisasi, materi iR&Snberikan gambaran tentang
citra masyarakat dan kebudayaan sebagai masyarakgtterintegrasi dalam persatuan
dan kesatuan nasional yang utuh dan tidak terkagi-lDengan citra seperti ini, konsep
masyarakat lebih memberikan pengertian tentang kdasibersama yang hidup sebagai
satu bangsa atau satu negara dengan landasamilaildiekeluargaan (keluarga) yang
bahkan lebih berorientasi pada nilai-nilai keluadgava (Indonesia). Dengan konsep ini
pengertian bangsa dan negara lebih bersifat maolggara atau bangsa menguasai dan
melingkupi masyarakat pada umumnya. Seperti Muld€2003:129) menyebutkan:
“Semuanya — komunitas, masyarakat, bangsa, damanegéitampilkan sebagai keajaiban
integrasi, di mana keselarasan dan keamanan meejayataan ini juga didukung oleh
Irwan, et al.(2001) dan Widja (2001) yang menjedeslibahwa konsep nasionalisme
Indonesia yang muncul sebagaige dalamimagined community bangsa Indonesia yang
menjadi pengikat dan penarik semua orang Indonestak menyatukan diri adalah
sebagai nasionalisme politik. Munculny@age seperti ini tidak dapat dipisahkan dari
materi IPS dalam semua mata pelajaran memang meatianp masyarakat dalam
pengertian bangsa dan negara Indonesia yang batsatlandasan nilai-nilai kepribadian
bangsa, gotong royong, musyawarah mufakat, danuaaman sangat dominan (banding
dengan Abdullah, 1999: 1-22).
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Dengan gambaran yang dikuadagemony of meaning tentang nasionalisme
negara seperti di atas, materi pendidikan IPS adaatkuler tidak memberikan tempat
kepada penggambaran citra masyarakat dan kebudbfaedrengan segala karakteristik
dan kontribusinya kepada dinamika masyarakat daep#angan kebudayaan nasional.
Tidak ada analisis materi IPS yang kritis bagaim&®hidupan masyarakat dan
kebudayaan daerah dengan segala perbedaan kat#ktgan perkembangan sejarahnya
telah menjalin hubungan yang membentukage masyarakat kebangsaan yang
monopluralistik (Mulder, 2003). Widja (2001:80) negraskan: “Situasi ini memuncak di
masa orde baru yang bahkan cenderung mentabukaningergan menyangkut
keberagaman yang disimbolkan dengan SARA. Dendeap ssosial politik seperti ini
lengkaplah sudah upaya mereduksi makna kebhinnekatam semboyarbhinneka
tunggal ika sebagai landasan hubungan pusat dan daerah deltadupan berbangsa”.

Konsep masyarakat bangsa (nasional) yaegiliki hegemoni kekuasaan sosial,
politik, ekonomi, dan kebudayaan seperti tergamtiaatas juga menguasaai wacana
masyarakat global dengan proses globalisasinyagdemlasan kepentingan nasional
juga, wacana tentang masyarakat global dan prdebaligasinyacenderung tendensius,
kurang penalaran, dan kurang proporsional. Dalamedsi pengembangannyanateri
IPS yang mendukung terbentuknyaage pemikiran yang rasional dan global melalui
pemahaman generalisasi-generaliasi IPS juga sdedstas (Somantri, 2001). Begitu
pula isu nilai-nilai global yang berkembang dewssa&eperti masalah lingkungan global,
kesetaraan gender; hak-hakazasi manusia; kebamglsEmangat etnisitas baru;
imperialisme modern secara ekonomi, politik, dabukiayaan; demokrasi; dan dampak
kemajuan iptek tidak pernah menjadi bahan kajidandanateri IPS.

Penggambaran citra masyarakat global memang ded&lomodasi pada beberapa
mata pelajaran Sejarah, PPKn, Geografi, Ekononm, Tta Negara. Tetapi harus jujur
diakui, penggambaran ini tampak kurang penalar@msksnya bagaimana kehidupan
global telah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh etdtiknya citra masyarakat
kebangsaan dan masyarakat lokal. Akibatnya, pelmgatatentang itu tampak sebatas
kesadaran adanya realitas kehidupan global, tetaghanya hanya sebatas pengetahuan
belaka yang implikasi-implikasinya harus ditutupeto tembok besar kekuasaan negara.
Hanya negaralah yang harus mengetahui dan mengalakghidupan global, sementara
masyarakat yang lebih sempit atau lebih rendahdssdannya termasuk individu-individu

masyarakat, tidak perlu memikirkan secara kriti;n daeatif peluang-peluang dan
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tantangan serta kekuatan dan kelemahannya, apatagiberpartisipasi dalam kehidupan
global tersebut.

Citra tentang masyarakat global dalam materi IR®ar® kurikuler juga
menunjukkan bahwa masyarakat global dengan bad#mbdan alat kelengkapannya
steril dari nilai-nilai dan masalah-masalah sejafidhologis, struktural, dan kontekstual
yang membawanya pada nilai-nilai universal yangkaeakan selalu selaras, serasi,
seimbang, dan harmonis dengan cita-cita masyaraiddngsaan Indonesia. Dengan
begitu, siswa cukup belajar dari nilai-nilai unisakitu untuk kemudian mengisinya dalam
kepribadian masing-masing sehingga bisa berpikirsikap, dan bertindak dengan nilai-

nilai yang universal itu juga (Mulder, 2003).

C. Upaya Guru-guru dan Siswa Merekonstruksi Rasionalisas dan Implementasi
Program Pendidikan IPSdi SMU Negeri 1 Ubud

Baik guru-guru, terutama guru-guru IPS, maupunwvaismenyadari bahwa
pemberian makna secara kurikuler pada program 8i&adi IPS sebagaimana telah
dideskripsikan di atas memiliki beberapa unsur rkelean mendasar yang diyakini telah
menciptakan kesenjangan yang lebar antara haraeah Pendidikan IPS dalam rangka
pembinaan dan pengembangan kemampuan, sikap-si&apketerampilan sosial siswa
menjadi manusia modern berwatak Bali dengan realganyelenggaraan program
Pendidikan IPS secara kurikulémplikasinya, nilai-nilai sosial budaya kontekstyalng
hidup di tengah-tengah masyarakat dan mempengarolai berpikir, bersikap, dan
bertindak semua komponen civitas sekolah mau tak harus menjadi landasan dalam
pengembangan visi, misi, dan tujuan pendidikan dB&6 merefleksikan pula bagaimana
secara keseluruhan nilai-nilai tersebut diwujudkdan diimplementa-sikan serta
dievaluasi dalam praktik pelaksanaan program PéwmiidPS khususnya.

Pada tataran gagasan, sekurang-kurangnya  telabfordiulasikan makna
Pendidikan IPS yang menentukan visi, misi, danatjiPendidikan IPS. Seperti telah
secara selintas dijelaskan terdahulu bahwa, sestingg ada tuntutan atau kebutuhan
masyarakat yang diakui perlu terakomodasi dalarsgsrpendidikan termasuk Pendidikan
IPS sebagai proses sosialisasi budaya. Kebutubhamuncul sebagai konsekuensi efek
citra tentang masyarakat dan kebudayaan yang temgagyalam ranah publik yang secara
kasar digolongkan dalam tiga level kepentinganfuyaitra tentang masyarakat etnis
dengan budaya lokalnya, citra tentang masyarakadgse bangsa dan negara dengan

kebudayaan nasionalnya, dan citra tentang masyagitdaal dengan nilai-nilai budaya
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universalnya. Ketiga level kepentingan ini diragsekaukup kuat mempengaruhi
pemikiran, sikap, dan pola tindakan masyarakataptetoelum cukup jelas dapat
diformulasikan apakah ketiganya memiliki keselanasatu sama lain, sehingga ketiganya
dapat terwujud tanpa mendominasi, atau, memilikigoreg untuk menimbulkan konflik
yang memaksa pendukung-pendukungnya harus memaekiah dominasi salah satu
kebudayaan atas kebudayaan lainnya.

Pada tahap awal, seluruh komponen sekolah telabkorestruksi sebuah gagasan
bahwa, untuk memenuhi tuntutan perkembangan mdstasekolah perlu menyesuaikan
visi sekolah yang lebih relevamAdapun visi sekolah itu dirumuskan dalam satu
semboyan, yaitu bermutu, beriman, dan berbudayéev®esi visi sekolah ini dengan
tuntutan perkembangan masyarakat secara umum thjataskan terdahulu (lihat
penjelasan tentang visi SMU Negeri 1 Ubud). Padaya, visi sekolah seperti ini telah
memberikan landasan filosofis, sosiobudaya, dahkofmlis kepada penyelenggaraan
praktik pendidikan di sekolah yang memungkinkanotsk turut memajukan nilai-nilai
budaya lokal yang berbasis pada landasan filo3ofislita Karana; memajukan nilai-nilai
kebudayaan nasional yang berbasis pada ldeologcaB#a; dan mengembangkan nilai-
nilai budaya global yang menekankan pada penguaptek profesionalisme, wirausaha
dan kemandirian, komunikasi internasional, penghemgkepada hak-hak azasi manusia,
demokrasi, pelestarian lingkungan, respek danaolearhadap keragaman masyarakat dan
budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan yang univer&sEndingkan dengan Cogan, et
al.,1997). Pemikiran dengan visi seperti di atdhati dari bekerjanya pengaruh ketiga
level orientasi pengembangan unsur-unsur kebudagasebut dapat digambarkan dalam
diagram di halaman berikut.

Dalam taraf gagasan dan nilai-nilai, visi pendailsekolah dengan tiga orientasi
level masyarakat dan kebudayaannya seperti inid&rdppat dijembatani satu sama lain
sehingga masing-masing orientasi dapat berjalaarasel seimbang, dan harmonis. Ini
dapat dipahami dari dasar-dasar ideologis yang asamd orientasi kebudayaannya
memang memiliki basis nilai-nilai yang universdiaf@ juga bisa bersifat unik. Ideologi
Tri Hita Karana, misalnya, di samping dinilai memiliki nilai-nilaiang universal, dalam
realitanya memang merupakan ciri khas kebudayaaduHili Bali. Begitu pula dengan
ideologi nasional Pancasila yang khas Indonefd@ngan begitu praksis nilai-nilai
budaya dari ketiga orientasi di atas pada lipgkang lebih luas dapat dipraktikkan
pada nilai-nilainya yang lebih universal, tetapdgdingkup masyarakatnya yang lebih
sempit dapat dipraktikkan pada tataran keumikan integritasnya (bandingkan dengan
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Gambar 10: Model Pengembangan Orientasi Masyarakat dan Kebudayaan L okal,
Nasional dan Global dalam Pembentukan Threein One Citizen

Orientasi Masyarakat Etnis
dan Budayal okal

/ (L ocal Genius) \

Think
Globally,

Act Locally,

and Commit

Nationally
Oriegtasi Orientxdsi

Masyar akat Bangsa Masyar akat Global
dan Kebudayaan > dan Kebudayaan

Nasional Universal

konsep orientasi nilai modern yang dikembangkanh afaini Hasan, 1986, yang
menyelaraskan antara nilai-nilai Pancasila dani-nilai global). Inilah yang dapat
dimaknai, sebagai dikatakan oleh Stopsky dan L&94) denganthink globally act
locally; dan ini dapat disempurnakan menjakink globally act locally and commit
nationaly.

Ini tidak berarti bahwa ketiga orientasi tersebdak memiliki potensi konflik.
Kenyataannya, orientasi masyarakat dengan kebuadaggzerti ini di masyarakat sendiri
telah menimbulkan konflik tak kunjung padam. FaKedktor struktural dalam masyarakat,
kondisi psikologis tiap-tiap individu dan kelompaokasyarakat, pertentangan politik dan
ekonomi, dualisme nilai-nilai yang kontroversiaindgga faktor dominasi kebudayaan,
menjadi penyebab konflik-konflik yang terjadhi diperkuat juga dalam penelitian Sukadi
(2004) tentang persepsi atau pandangan mahasishad#® Dialektika Nasionalisme,
Etnisitas, dan Globalisasi yang dapat juga menik@ul sikap ambivalen dalam
memperjuangkan kepentingan-kepentingan dan nilai-tokal, nasional, dan global.

Terjadinya konflik nilai dan kepentingan ini disaidaleh unsur-unsur civitas sekolah
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sebagai berfungsinya hukwuwa bhineda dalam kehidupan sekolah dan masyarakat untuk
mencapai keadaan kesetimbangan dalam pobeek and balance (Atmadja, 1996, 1998).

Pandangan seperti ini jelas relevan dengan paadapgmikiran strukturalis yang
mengedepankan besarnya kekuatan struktur dalam kip@mi masyarakat yang
menunjukkan atau menggerakkan fenomena sosial budldyrzweil, 2004). Dalam
analisis di atas struktur dalam yang dimaksudkaadahdstruktur berpikir manusia Bali
tentangrwa bhinneda, khususnya dalam hubungan antara kekubtiana alit dan buana
agung. Sebagai suatu wadah, masyarakat Bali seldagmia alit, adalah bagian dari
wadah yang lebih luadfana agung), yaitu masyarakat bangsa Indonesia, dan menjadi
bagian dari wadah yang lebih luas lagi, yaitu meskat global. Jiwanya, sebagai
kekuatanbuana agung di buana alit, masyarakat Bali dengdmi Hita Karananya, adalah
bagian dari kekuatan jiwa yang lebih besar kekuasza puana agung), yaitu Bangsa
Indonesia dengan ideologi Pancasilanya. Semendardoigi Pancasila sebagai kekuatan
buana alit adalah juga bagian dari kekuatan ideologi yanghlebiversal sebagai unsur
kekuatan makrokosmos.

Sesungguhnya dalam hubungan seperti ini, masyarBkdit sebagai unsur
kekuatanbuana alit adalah selaras dengan unsur kekuatama agung yang lebih luas.
Tetapi, hubungan ini juga menimbulkan konflik sudmasi dan subordinasi dalam
rangka keseimbangan struktur kekuatan, karena kakuauana agung tidak bisa
dilepaskan dari kekuatdmuana alit. Dominasi kekuasaan dari satu kekuatan unsur dunia
(buana agung) atasbuana alit, akan menciptakan perlawanan ideologis dari kekuat
yang tertindas untuk mencapai keseimbangan. InKahsep berpikir strukturalis
masyarakat Bali yang terus berdinamika dalam hudiramtara masyarakat Bali dengan
kebudayaan lokalnya dengan kekuatan level masyadakakebudayaan yang lebih luas,
dalam hal ini dengan masyarakat bangsa dan masyajiakal.

Walau memiliki potensi konflik, dengan visi sekolseperti ini, praktik pendidikan
di sekolah dapat dihindarkan dari dominasi atauetmemi kebudayaan nasional yang
cenderung menerapkan prinsip-prinsip nasionalisoléipyang terlalu menekankan arti
penting persatuan dan kesatuan serta stabilitas kd@manan nasional dari pada
penghargaan atas multikulturalitas kebudayaan sepang terjadi selama kekuasaan
pemerintahan orde baru.

Akhirnya, pengembangan visi sekolah seperti ds atga dapat diterima seluruh
komponen sekolah, baik pimpinan sekolah, guru-gsiswa, para pegawai, tokoh-tokoh
masyarakat termasuk keluarga puri Ubud, dan onaagiswa yang juga mewakili unsur-
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unsur masyarakat, serta oleh pihak pemerintah kdbop khususnyai oleh dinas
pendidikan. Sekurang-kurangnya, ini diyakini mejik@amn sebuah tantangan yang
tersembunyi bagi sekolah untuk melahirkan sebualsyamakat masa depan yang
multikultur.

Walau tidak seformal rumusan visi sekolah di atapaya pembaharuan
(rekonstruksi) gagasan kurikulum juga dilakukan uggaru untuk menyesuaikan
pelaksanaan program pendidikan yang bersifat kigtkdengan cita-cita yang tertuang
dalam visi sekolah seperti di atas; termasuk dardalfa dengan program-program
Pendidikan IPS. Dalam hal ini, Pendidikan IPS tidaja diinterpretasikan secara harfiah
dengan mengikuti definisi-definisi secara konselptang baku baik secara kurikuler
maupun definisi-definisi formal sebagai dinyatakasteh para ahli, melainkan
diterjemahkan juga secara subjektif bahwa untukoayea tujuan-tujuan Pendidikan IPS,
seluruh sumber daya yang ada di sekolah harusimi@jgin guna mewujudkan visi
sekolah yang dapat dikontribusi oleh program Pekaind IPS. Karena itu, dalam
realitanya, Pendidikan IPS tidaklah hanya sebagag@jaran konsep-konsep dasar ilmu-
ilmu sosial yang disederhanakan secara ilmiah dsikologis untuk tujuan-tujuan
pendidikan di sekolah yang substansinya ditetapd@cara kurikuler oleh pemerintah
nasional dengan dominasi atau hegemoni kebudayaamnalnya (Somantri, 2001).
Pendidikan IPS yang relevan dengan visi dan tuggkolah, baik menurut persepsi guru-
guru maupun siswa, adalah sebagai keseluruhangmogendidikan, pengajaran, dan
pelatihan yang bertujuan memberdayakan siswa ddmgaampuan, nilai-nilai dan sikap,
dan keterampilan hidup (personal, sosial, intekgktakademis, dan vokasional), sehingga
dapat berpartisipasi secara aktif, kritis, dan tiredalam pengambilan keputusan-
keputusan untuk kepentingan masyarakat serta skeaeduruhan dalam pelestarian dan
pengembangan kebudayaan masyarakat, baik di tingkal, nasional, maupun global
(bandingkan dengan Cogan, et al., 1997; NCSS, 20@psky dan Lee, 1994).

Dengan makna seperti di atas, Pendidikan IPS aelkagtu program pengajaran
konsep-konsep dasar ilmu-ilmu sosial secara kuweikidengan hegemoni nilai-nilai
kebudayaan nasionalnya memang penting, tetapi lgleitting lagi bahwa, dengan
Pendidikan IPS, siswa dapat difasilitasi dalam reemgangkan dan menggunakan
pengetahuan, nilai-nilai dan sikap, dan kecakapduaphya (personal, sosial, intelektual
akademis, dan vokasional) untuk ikut berpartisipasia kehidupan masyarakatnya dalam
pelestarian dan pengembangan kebudayaan bailg#atitokal, nasional, maupun global.

Dengan begitu keterbatasan-keterbatasan prograndiddem IPS secara kurikuler
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maupun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki gletu sendiri sebagai pengajar IPS
dalam mewujudkan tujuan-tujuan Pendidikan IPS ddisgimpurnakan.

Di sini Pendidikan IPS, bagi guru-guru dan siswa@gk saja mengembangkan misi
sisio-paedagogis, tetapi turut pula mengembangkanswsio-akademis dan sosio-kultural
masyarakat (Winataputra, 2001). Dengan misi soaedagogisnya, Pendidikan IPS
menjadi program pendidikan dan pengajaran konsepdm dan nilai-nilai yang
berwawasan nasionalisme dalam muatan materi fpktéstiva, dan konsep-kosep dasar
ilmu-ilmu sosial yang diajarkan secara kurikulekdias. Dengan misi sosio-akademisnya,
sesungguhnya, Pendidikan IPS diupayakan untuk wmienygahana bagi siswa
mengembangkan pengetahuan sosialnya secara akademigmiah melalui kegiatan-
kegiatan penelitian ilmiah sederhana atau melaagidtan inkuiri reflektif sederhana.
Sayangnya, diakui bahwa implementasi misi sosialakas seperti ini memang
cenderung masih termarjinalkan walau tidak diabaikama sekali. Artinya, di samping
tidak terprogram secara sistematis, kegiatan-ka&gigtengembangan akademis dalam
belajar berinkuiri sosial baik secara kurikuler mam dalam kegiatan kokurikuler dan
ekstrakurikuler masih sangat terbatas. Akhirnyajhgde misi sosio-kulturalnya,
Pendidikan IPS tidak saja lebih memberdayakan siagar lebih seimbang dalam
penghargaanya pada nilai-nilai kebudayaan nasideralglobal dan lebih-lebih terhadap
kebudayaan lokal, tetapi juga lebih memberikan hgsgan kepada siswa untuk ikut
berpartisipasi sosial kemasyarakatan dalam mengeagkba dan mempraktikkan nilai-
nilai sosial dan budaya lokal (khususnya budaya\&aig berbasis agama Hindu) tersebut
secara langsung, baik dalam kegiatan-kegiatan phkan keseluruhan iklim sosio-
budaya Hindu di lingkungan sekolah, kegiatan-kegiatkstrakurikuler berbasis budaya
lokal dan nasional, mapun dalam kegiatan-kegiatandsyarakatan dalam hubungan yang
harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Peravujonisi sosio-kultural inilah yang
terutama dimaksudkan untuk mendidik, mengajar, daglatih siswa untuk selalu
menghargai dan bertindak sesuai dengan karakkehstiaya lokal gct locally), tetapi
tetap memfasilitasi siswa agar memiliki kemampuarpikir global ¢hink globally), dan
respek serta memiliki komitmen terhadap nilai-nkebudayaan nasionalegpect to the
nationalism atau commit nationally). Visi dan misi Pendidikan IPS seperti ini dinilebih
mendekatkan program Pendidikan IPS di sekolah dekghutuhan dan perkembangan
masarakat, baik di tingkat lokal (masyarakat Ubutlgp khususnya dan Bali pada

umumnya), nasional, maupun global.
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Dengan pengertian, visi, dan misi Pendidikan IP8ere di atas, guru-guru
mengembangkan tujuan-tujuan Pendidikan IPS tidaldemata-mata dalam bahasa
kurikulum dengan tujuan-tujuan kurikuler dan termodatujuan-tujuan instruksionalnya
saja yang sangat terbatas. Lebih dari itu, gura gggungguhnya secara tersembunyi telah
merumuskan tujuan-tujuan pemberdayaan kecakapap bidwa yang secara keseluruhan
mengintegrasikan dimensi-dimensi proses dan katzbbelajar IPS siswa. Keterpaduan
itu mencakup pengembangan pengetahuan, nilaidalaisikap, serta keterampilan sosial;
pengembangan dimensi-dimensi kecakapan personsikl,sinteletual, akademis, dan
vokasional; keterpaduan dalam pengembangan ikliajaredengan konteks sosio budaya
yang diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan kletkdkokurikuler, dan ekstrakurikuler
serta belajar partisipastif dalam hubungan sekdiih masyarakat; keterpaduan belajar
secara teori dan praktik sosial; keterpaduan dataemaknai belajar sebagai proses
learning how to know, how to do, how to be, dan how to live together; serta keterpaduan
dalam penghargaan terhadap muatan nilai-nilai kauttzgal, nasional, dan budaya global.
Dikaitkan dengan ciri Pendidikan IPS yapgwerful (NCSS, 2000), integrasi seperti ini
setidak-tidaknya diharapkan dapat meningkatkan rkedlenaan, integrasi, tantangan,
basis nilai, dan ciri aktif dalam program PendidikBS di sekolah.

Sayangnya, pengorganisasian perencanaan, implesnewtan evaluasi hasil
belajar dalam penerapan sistem Pendidikan IPS tsejpaaksudkan dalam visi dan misi
seperti di atas di sekolah cenderung kurang sisigntarang terprogram, dan kurang
terarahkan dengan baik. Ini kembali kepada kelemahanber daya manusia (guru-guru
IPS) yang belum mampu mengembangkan program kunkubembelajaran, pengawasan
(supervisi) dan evaluasi secara sistematis, teranogdan jelas sasaran dan tujuannya. Di
samping itu, hambatan-hambatan struktural di sékédésutama kebijakan yang lebih
menekankan kegiatan kurikuler melalui ikatan starldAN atau UAS sebagai standar
kendali mutu program pendidikan serta ikatan budastarnalistik yang mengikat guru-
guru pada kebijakan atasan, membuat ruang gerak guiuk berkreativitas menjadi
cukup terbatas.

Dengan visi dan misi IPS seperti di atas, sesumgga) baik guru maupun siswa
juga telah memberi makna bahwa belajar IPS tidaldamata-mata berupa belajar
pengetahuan sosial secara formal melalui membatandanahami isi buku teks IPS serta
menerima dan memahami penjelasan guru-guru IPS gi@ingi dengan kegiatan testing
atau assessment untuk mengetahui perkembangan hasil belajar sidwhih dari itu,

belajar IPS juga disempurnakan dengan konsep bglajtsipatif sebagai konsep dan ciri
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belajar sosial masyarakat Bali dalam kehidupanrkplik bermasyarakat, melaksanakan
tradisi, dalam kehidupan ritual beragama, mengeghzn kesenian, dan dalam
melestarikan lingkungan (Subagia, 2000). Model jbelpartisipatif seperti ini dapat

disandingkan dengan konskearning by doingnya John Dewey (Oliva, 1992).

Belajar partisipatif dalam IPS itu dicirikan ol@ldanya parisipasi siswa secara
langsung dalam proses pemahaman melalui aktivékga yang lebih autentik. Guru dan
siswa, dalam hal ini, terlibat secara langsungrdalaasana belajar yang dikondisikan dan
menjadikan sekolah serta lingkungan masyarakatilang sebagai wahana laboratorium
tempat belajar. Inilah yang disebut dengan belajalalui pratyaksa premana. Sebagai
contoh, untuk pemahaman yang mendalam tentang dtakikbungan manusia dengan
alam, seluruh komponen sekolah (terutama guru-garu siswa) secara bersama-sama
menciptakan iklim lingkungan yang menunjukkan k@ndan nilai-nilaiTri Hita Karana
itu diwujudkan dalam lingkungan sekolah. Penataamgklingan sekolah dengan
menggunakan konsepi mandala yang di dalamnya nilai-nilailri Hita Karana itu
diimplementasikan menjadi contoh konkrit bagaimgoeu dan siswa mengkonsepsikan
belajar IPS sebagai aktivitas partisipatif. Dalaktivetas seperti ini guru lebih berperan
sebagai model/teladan dan patner dalam belajardifbgikan dengan Bandura, seperti
dikutip oleh Gredler, 1992; Gagne, Briggs, dan Wad®92) dan hubungan guru dan
siswa lebih bersifat informal-kolegial. Hanya spjaktik belajar seperti ini lebih dominan
ditunjukkan untuk kepentingan belajar konsep-kond&p nilai-nilai serta keterampilan-
keterampilan hidup yang bersifat pelestarian dangeesbangan budaya lokal, walau
dengan sendirinya juga berarti turut melaksanakendunsur dari nilai-nilai kebudayaan
nasional dan global.

Implikasi dari pemahaman belajar IPS seqaatyaksa premana melalui belajar
partisipatif ini adalah mengubah persepsi guru-gwlan siswa tentang hakikat
pengetahuan sosial, belajar IPS pada umumnya, @enaah tentang kurikulum, dan
pembelajaran Pendidikan IPS. Pengetahuan, menamdiapgan ini adalah informasi yang
diperoleh dan dikembangkan siswa melalui pengalataagsung berinteraksi dengan
lingkungan. Namun, pengetahuan bukanlah semata-rkatapulan informasi yang
disimpan dalam memori seseorang. Pengetahuan ad#@masi yang terolah oleh
pikiran manusia untuk menjadi unsur-unsur pemberteiiampuan, kepribadian, dan
kecakapan seseorang dalam wujukiaya parisuda, yaitu berpikir yang baiknfanacika),
berkata-kata yang baikvécika), dan berbuat/bertindak yang bakltayika).
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Pengetahuan seperti ini memberikan kesan bahwaasisgbagai pebelajar
cenderung bersifat pasif dalam belajar yang menaokaangkap dan mereproduksi
realitas lingkungan yang sudah ada dengan ukurindaa buruk yang ditentukan oleh
tradisi dan moral agama yang diinterpretasi sedakastual. Sesungguhnya tidaklah
demikian. Siswa juga ikut aktif dan partisipatifrtaesecara langsung ikut membentuk
lingkungannya. Betul bahwa perilaku sosial budaysyarakat Bali pada umumnya dan
masyarakat Ubud pada khususnya cenderung bersifaekvatif-normatif. Artinya, sikap
dan perilaku sosial anggota-anggota masyarakatecend disesuaikan dengan norma-
norma dan tradisi-tradisi masyarakat yang sudah Bdagan begitu mereka konservatif
dalam mempertahankan norma-norma dan tradisi mels3tayang bersumber dari sastra
agama serta norma-norma sosial dan kebiasaan-&ahigang sudah ada di masyarakat.

Tetapi, masyarakat Ubud bukanlah masyarakat yasd. pdereka juga memiliki
kebebasan dalam upayanya menginterpretasi maknaamadari simbol-simbol tradisi
sosial dan budaya. Interaksi masyarakat dengaraduar, khususnya dengan pariwisata,
memberikan kesempatan dan mendorong masyarakak weitara aktif dan kreatif
menginterpretasi makna-makna baru tradisi dalamdkelan sosial budaya agar lebih
sesuai dengan dinamika masyarakat.

Belajar partisipatif dalam kancah lingkungan maskat, dengan begitu, tidaklah
hanya memperoleh informasi yang sudah jadi, medasinkga mengandung makna menata
sistem informasi dalam proses menjadi. Ini memlaerikebebasan kepada pebelajar untuk
mengkonstruksi, mendekonstruksi, dan merekonstgig®m pengetahuan melalui proses
refleksi baik yang berorentasi internal maupun exkst.

Belajar pengetahuan sosial dalam proses menjadirtseli atas tidaklah hanya
bersumber dari realitas sosial dan budaya masyayake dibentuk oleh tradisi-tradisi
yang sudahtaken-for-granted atau oleh sastra-sastra agama yang diinterpreégsira
tekstual, melainkan dapat pula melalui realitasatomng telah dan sedang mengalami
proses perubahan. Di samping itu, dapat juga digamaumber-sumber personal yang
secara aktif memberi makna kontekstual pada tradisinilai-nilai agama yang tekstual.
Sumber-sumber personal ini bisa berasal dari gokoh-tokoh masyarakat, rohaniawan,
seniman, pengusaha, pakar atau ahli, dan pejatoddrdsi di daerah. Selain itu, sumber-
sumber pengetahuan dari media cetak seperti majglmat kabar, dan buku-buku juga
dapat membantu memberikan sumber pengetahuan gastgberguna tentang perubahan

sosial dan budaya yang terjadi dalam dinamika nrakga
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Aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan berbaganber belajar di atas makin
melengkapi model belajar sosial siswa yang tidakyAamenggunakan pendekatan
pratyaksa premana, melainkan juga menggunakan pendekasahda premana, dan
anumana premana. Dengan pendekatasabda premana ini siswa belajar memahami
realitas sosial melalui pandangan nara sumber parsdau melalui karya pengetahuan
dalam dokumen-dokumen (buku-buku dan media cetaknya), sedangkan dengan
anumana premana siswa belajar memahamai realitas sosial melalgjakan refleksi
sosial secara internal dengan menerapkan pringigipibelajar analitis-kritis.

Pandangan guru-guru dan siswa tentang hubungaradratkikat pengetahuan dan
belajar sosial seperti di atas mengindikasikan leaburu-guru dan siswa, sesuai dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat, sesungguhnyadekat menganut pandangan
konstruktivisme sosial dan kontekstual. Sesuai dengandangan konsrtruktivisme,
pengetahuan pada dasarnya adalah terbentuk sebkifpat proses yang aktif dan
imaginatif dari berinteraksinya struktur kognitéseorang dengan stimulasi lingkungan.
Dalam proses ini manusia melakukan transformasiks&tr kognitifnya agar dapat
memahami dunia realita menurut makna yang dibegtulsendiri. Di sini tidak berarti
bahwa pengetahuan dibentuk melalui proses berpiklwktif yang biasa, karena pada
hakikatnya dalam proses perkembangan pengetahuamsiaapengetahuan berakumulasi
dan merupakan proses yang aktif dari manusia umekanfaatkan pengetahuan yang
dimiliki sebelumnya dalam membangun pengetahuarg yarus berkembang menjadi
semakin kompleks dan abstrak.

Jelaslah bahwa pengetahuan itu tidak bersifat metestik, melainkan relatif,
karena ia harus secara terus menerus diuji dalangag@man manusia yang terus
berkembang dalam berinteraksi dengan lingkungartt€Beourt, 1989; Cobb, 1996;
Fosnot, 1997; Piaget, seperti dikutip oleh Gredl#892). Sejalan dengan hakikat
pengetahuan seperti itu, belajar adalah prosesitkogyang dilakukan pebelajar untuk
membentuk kapabilitas yang diperlukan dalam ugasmdaptasi dengan lingkungan,
baik lingkungan internal maupun eksternal, berdasar pengetahuan awal atau
pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Dapat dikatgkga bahwa belajar adalah sebagai
proses pembentukan pengetahuan oleh pebelajairiseai#t secara personal maupun
melalui proses interaksi sosial (Shymansky dan Ky82; Tasker, 1992; Tobin, 1990).

Dengan rekonstruksi pemahaman tentang hakikatepamgan dan belajar sosial
seperti di atas, guru-guru dan siswa meyakini babelajar pengetahuan sosial tidaklah
bisa hanya dibatasi oleh apa yang disuratkan dpkadoman kurikulum dengan kegiatan
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kurikulernya yang berlaku formal di sekolah, yarigadari benar memiliki kelemahan
yang substansial baik dalam upaya sekolah turut beetayakan masyarakat dan
kebudayaan lokal maupun dalam mengoptimalkan probefajar yang dapat
memberdayakan siswa.

Guru-guru memahami kurikulum haruslah mencakuprsklsumber daya yang
dapat dikelola dan diaktualisasikan sekolah dalgmyanya memberdayakan siswa
mencapai tujuan-tujuan belajar pengetahuan soa@ pmumnya. Sumber-sumber daya
yang dimaksud guru-guru, di samping kegiatan kileikkwengan landasan kurikulum
formalnya, antara lain adalah: penciptaan iklingkmngan pendidikan sosial di sekolah
berbasis ideologiri Hita Karana; pemanfaatan daya dukung keluarga dan masyarakat
sekitar sekolah dalam kerja sama sekolah dengamgom@a siswa dan masyarakat;
pemanfaatan daya dukung dunia industri pariwigagapanfaatan daya dukung dinas dan
intansi serta lembaga-lembaga terkait; pemanfaseaara optimal seluruh sumber daya
fasilitas dan sumber daya manusia yang dimilikiots#k dalam kegiatan kurikuler,
kokurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan bimbingasvea, serta penciptaan iklim lingkungan
belajar yang kondusif, pemanfaatan daya dukungitisakepemimpinan sekolah yang
demokratis; serta yang tidak kalah pentingnya jumdalah upaya optimalisasi
pemberdayaan kemandirian guru-guru dan siswa dal@aya mencapai tujuan-tujuan
sekolah yang telah digariskan sesuai dengan visintiai sekolah. Seluruh sumber daya
dukung belajar pengetahuan sosial di atas telabodilknasikan dan disinergikan oleh
sekolah dalam usahanya melengkapi dan menyempurnia&ierbatasan-keterbatasan
model pendidikan sosial berbasis kurikulum fornexesti telah diuaraikan di atas dengan
menggunakan payung visi dan misi sekolah.

Dari penjelasan latar belakang dan rekonstruksnilgean guru-guru di atas,
jelaslah dapat dipahami bahwa landasan filosofisu-guru dalam mengembangkan
program Pendidikan IPS di sekolah tidaklah sematanbersandar pada pemikiran
esensialisme pendidikan belaka, melainkan jugaabhdes pada pemikiran yang lebih
progresif. Dalam pandangan yang lebih progresif guiru-guru meyakini bahwa
Pendidikan IPS adalah proses yang tumbuh dan béedmyndengan merekonstruksi
pengalaman hidup sosial secara terus menerus $eh&da proses belajar. Pendidikan
IPS, dengan demikian, bukanlah upaya menyiapkak amiak kehidupan orang dewasa,
melainkan sebuah proses kehidupan sosial yangnaenika. Ini hanya bisa dilakukan
dalam kondisi kehidupan sosial masyarakat yang #eatie yang memungkinkan setiap
orang berpartisipasi dan terlibat aktif dalam kepmh masyarakatnya yang terus
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mengalami proses transformasi. Pendidikan IPS kdrusenyiapkan anak untuk aktif
dalam proses belajar yang mencerminkan struktuialsosasyarakat yang demokratis
untuk menuntun subjek didik mengubah prilaku-pdiaa. Atas dasar itu, program
Pendidikan IPS haruslah menyediakan kurikulum pkkan yang bersumber dari
kebutuhan siswa dan masyarakat serta memanfaatkdikasa inteligensi pada
permasalahan-permasalahan manusia dalam masyamakBglajar yang relevan dengan
program kurikulum seperti di atas adalah belajangyanelibatkan secara aktif peran
subjek didik dalam proses belajar partisipatif,j&etooperatif,learning by doing, dan
proses inkuiri (Oliva, 1992; O’neil, 2001; Van Steof et al., 1985).

1. Penciptaan | klim Lingkungan Pendidikan Sosial di Sekolah Berbasis |deologi Tri

Hita Karana

Penciptaan iklim lingkungan pendidikan sosial lbsrb ideologiTri Hita Karana
merupakan bagian integral dan penting dalam impiéase kurikulum Pendidikan IPS di
SMU Negeri 1 Ubud. Implementasi kurikulum sepemtidapat dikatakan sebagai bentuk
kurikulum yang tersembunyi hidden curriculum). Dikatakan demikian karena
implementasi kurikulum seperti ini memang tidakadirang secara formal tertulis yang
mempedomani guru-guru dalam pelaksanaan prograndidteam IPS. Implementasi
kurikulum seperti ini lebih banyak menciptakan daemberikan iklim sosial budaya yang
hidup dan turut dirasakan memberikan pengaruh ipgsitla proses pendidikan sosial
siswa (Parson, seperti dikutip oleh Muhadjir, 19RBa’i, 1972).

Pengertian penciptaan iklim lingkungan pendidilssial berbasis ideolodiri
Hita Karana seperti ini diakui guru-guru memang memiliki makpang luas sekali.
Tetapi, makna ini sepanjang yang dapat dipahamidisadari seluruh komponen civitas
sekolah dapat digambarkan pada kondisi, aktivitag peristiwa, dan suasana kejiwaan
yang meliputi proses pendidikan sosial yang nilkkmya dapat dikembalikan pada nilai-
nilai dasarTri Hita Karana tersebut. Pertama, disadari dan disepakati sepgautahwa
penataan ruang lingkungan fisik sekolah perlu amelhskan konsepri Hita Karana
yang diwujudkan dalam konsép mandala sekolah.

Di sekolah ini,mandala parahyangan sebagautama mandala dilokasikan di arah
timur (sesuai dengan arah suci) sekolah membemtangrah utara ke selatan di bangun
beberapapelinggih (bangunan suciparahyangan. Mandala pawongan sebagaimadya
mandala ditempatkan di tengah sampai batas utara sekDiatmandala pawongan inilah

pusat kegiatan belajar dilaksanakan. Akhirnyagndala palemahan, sebagainista
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mandala, dilokasikan di bagian barat dan selatan tatagsa&kolah. Dmandala ini dibuat
halaman dan taman utama sekolah, lapangan olah dagaempat upacara bendera,
auditorium, dan tempat parkir.

Di samping itu, walau tidak sepenuhnya dimaksudkatuk disakralkan, di
halaman utama sekolah berdekatan dengan ruangaibelswa, perpustakaan, dan
berhadapan dengan kantor guru di bagian tengah/lmglkungan sekolah dibangun pula
sebuah monumen sekolah sebagai simbol utama SM@rNedgJbud yang secara fisik
berupa patungDewi Saraswati. Makna simbolik yang tergambar dari monumen ini
sangatlah jelas bahwa visi, misi, dan tujuan SMWyaédel Ubud menempatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi (disimbolkan olkfopak/lontar dan ganitri), seni dan
kebudayaan (disimbolkan oleh rebab/alat musik), dgama Hindu (disimbolkan oleh
teratai danDwi Saraswati) merupakan tiga pilar utama dalam pengembangahtdsia
sumber daya manusia siswa .

Penataan ruantgi mandala sekolah yang disesuaikan dengan konsepbhineda
luan teben ini diyakini guru-guru dan siswa akan memberikasaraman dan menciptakan
keselamatan lahir dan bathin, karena telah tercigseimbangan antarsekala dan
niskala. Penggunaan tata ruang sekolah tersebut dapahlblagkan sebagai tertera pada
gambar denah sekolah di halaman 204.

Kedua, penggunaan tata ruang sekolah tersebisdiiakan sesuai dengan fungsi-
fungsinya. Di sinilah nilai-nilailri Hita Karana itu diaktualisasikan. Pada wilayatama
mandala (parahyangan sekolah), semua komponen civitas sekolah melakaana
kewajiban untuk menghubungkan diri dengan TuhangYiiaha Esa Ida Sang Hyang
Widhi Waca dengan seluruh manifestasinya. Aktivitas rituah daligius dilaksanakan
setiap hari Tri Sandhya bersama setiap pagi dan siang hari) dan paddidpgari suci
Hindu pada wilayalutama mandala ini. Di sini siswa tidak saja belajar mempraktikkan
nilai-nilai agama Hindutetapi siswa juga belajar tentang praktik tradisgama dan
budaya Hindu Balyang menurut pakar dan budayawan, tradisi ini bamyamerlukan
keahlian yang amat kompleks dan cermat (Cheppychlayono, 1994), sehingga harus
disiapkan dan dikerjakan bersama-sama secara gaigogg.

Di samping melaksanakan upacara ritual keagameagiatan ini juga disertai
dengan kegiatan pendalaman nilai-nilai pilosofis ddka agama Hindu melalui berbagai
kegiatandharma wacana dandharma tula atau dharma santi serta lomba-lomba bidang
keagamaan dan kebudayaan tradisi ritual (lomba-doribi Sandhya, dharma gita,

dharma wacana, dan lomba menyiapkan bahan-bahan upacara) ydalgukian siswa
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biasanya antar kelas. Dengan kegiatan-kegiatan smwa tidak saja belajar
mempraktikkan nilai-nilai ritual keagamaan yang maeg tampak menonjol dalam
kehidupan masyarakat Bali pada umumnya (baik diklimgan keluarga maupun di
masyarakat/desa adat), tetapi siswa juga telahabateengembangkan pemahaman nilai-
nilai filosofis dan etika keagamaan yang tidak kigaisahkan dalam kesatuan kerangka
dasar ajaran Hindu Bali (Tri Guna, 2000; Wiana,200

Penciptaan iklim lingkungan sekolah yang relgiuepesti di atas jelas
menunjukkan bahwa Agama Hindu memang mempunyanpergang besar dalam turut
mewarnai suasana dan iklim lingkungan pendidikangydiciptakan di lingkungan
sekolah. Sekali lagi Agama Hindu dapat memberikawdsan motivatif, peran integratif,
landasan moral, dan peran orientatif (Gorda, 18@8iya, 1991).

Pendidikan sosial di sekolah sebagai proses pelay@an siswssangat vital pula
untuk melaksanakan aktivitas-aktivitgmwongan dalam rangka pemberdayaan siswa
menjadi manusia beriman, bermutu, dan berbudayartsegicita-citakan dalam visi
sekolah. Karena itulah di sekolah disediakan fasildi wilayahmadya mandala untuk
melaksanakan aktivitas belajar dan pembelajaramriskari. Dan karena itu, proses
hubungan antara guru-guru dan siswa dalam proskegabelan pembelajaran dalam
konteks implementasi nilai-nilairi Hita Karana diwujudkan dalam hubungan yang
harmonis antara pemimpin /kepala sekolah dan guru-gerta pegawai, antara kepala
sekolah dengan siswa, antar guru-guru dan antamagyuu dengan siswa, serta antar
siswa. Prinsip utama yang digunakan sebagai landaglaungan ini adalasaling asah,
saling asih, dan saling asuh sebagai anggota satu keluarga besar SMU Negebubl.U
Penggunaan prinsip ini sebagai prinsip utama hudnupgwongan di sekolah adalah
karena prinsip lokal berbasis budaya Bali ini digaldekat sekali maknanya dengan
makna hubungan belajar dan pembelajaran di sekolah.

Dengan iklim lingkungan berbasis nilai-nildri Hita Karana ini, siswajuga
belajar membina hubungan yang harmonis denganuimggn alam sekitar, khususnya
denganmandala palemahan sekolah. Ini dapat dilihat dari usaha guru-gura dswa
memanfaatkan unsypalemahan sekolah serta melestarikannya secara maksimahisesu
dengan fungsinya.

Ketiga, penciptaan iklim lingkungan sekolah yaraynmonis untuk kepentingan
pendidikan sosial seperti di atas tidak saja dkakudengan menjalankan fungsi-fungsi
wilayahimandala sekolah secarsekala, tetapi diyakini perlu juga secargskala, yaitu
dengan melaksanakan upacara ritual keagamaan gafumdsi membersihkan lingkungan
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secaraniskala serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan alaestaUpacara ini

sepenuhnya disiapkan dan dilaksanakan bersama-skemakepala sekolah, guru-guru,
pegawai, dan siswa dari kelas | sampai kelas Ipadara pembersihan ini, di samping
dapat dimaknai sebagai aplikasi nilai-nilai religindu dalam kegiatan pelestarian
lingkungan alam, dapat juga bermakna sebagai ptosiegar menyelaraskan hubungan
manusia dengan alam melalui sistem simbol agamg gasungguhnya melambangkan

saling ketergantungan antara manusia dengan lirggkualam itu sendiri.

2. Pemanfaatan Daya Dukung K eluarga dan M asyar akat Sekitar Sekolah

Daya dukung keluarga siswa dan masyarakat sekékolah juga merupakan
aspek penting yang dimanfaatkan dan dimantapkamlaekintuk membantu pencapaian
tujuan-tujuan pendidikan sekolah pada umumnya dpman-tujuan Pendidikan IPS pada
khususnya. Pemanfaatan daya dukung keluarga, rygsalidak saja digunakan untuk
membantu sekolah dalam sumbangan dana pendidédamdangka pengadaan fasilitas
dan operasionalisasi proses belajar dan pembeiajaralainkan juga digunakan untuk
membantu sekolah terutama dalam pembinaan pendidisial dan budi pekerti serta
termasuk pula pendidikan keterampilan hidup (vakaa) di lingkungan keluarga.

Kerja sama sekolah dengan keluarga siswa ini dishdaar semua pihak karena
tanggung jawab pendidikan bukanlah semata-mataagietgnggung jawab guru-guru di
sekolah, melainkan menjadi tanggung jawab bersakalah, keluarga, masyarakat dan
pemerintah Dukungan keluarga dalam proses pendidikan di SMdeNel Ubud dapat
diwujudkan dengan bantuan pihak keluarga puri Ublad.ini karena keluarga puri dinilai
masyarakat sebagai keluarga panutan (baik secadirisgendiri maupun atas nama
komite sekolah) dalam mensosialisasikan programgfpra pendidikan sekolah serta
mengajak para orang tua murid untuk bersama-samanggulangi masalah kedisiplinan
belajar siswa yang selama ini memang dinilai cukugmprihatinkan akibat pengaruh
perkembangan pariwisata di Ubud yang membuat basimka tidak suka sekolah dan
lebih suka bekerja dan memamerkan kekayaan kelukegaekolah. Seiring dengan
peningkatan kesejahteraan keluarga, banyak oramgntuid sekarang yang disadarkan
akan arti penting nilai anak dalam proses pendmdittasekolah sebagai investasi sosial,
budaya, dan ekonomi jangka panjang dan tidak lapgandalkan tenaga anak sebagai
sumber pendapatan keluarga untuk kepentingan ekonomah tangga dalam jangka
pendek semata. Dengan peningkatan kesadaran beasdana orang tua murid dan siswa
ini, kini masalah-masalah yang terkait dengan kgliein siswa belajar ke sekolah tidak
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perlu mencemaskan sekolah lagi, walau motivasijdrelanak terhadap materi-materi
pelajaran di sekolah belumlah begitu menggembirakan

Tidak itu saja, berkat sosialisasi dan ajakan settadlan keluarga puri Ubud itu
juga, kini banyak orang tua siswa (termasuk kelagrgri) yang memiliki usaha-usaha
pariwisata, menjadi seniman dan memiliki galeri,ndigkan seka/kelompok seni atau
museum seni, menjadi tokoh / sesepuh masyarakatgama fgrajuru desa adat dan
pura-pura di Ubud) ikut membantu sekolah dalam peaaim mental, sosial, berkesenian,
dan keterampilan kepada siswa pada umumnya danipeambdalam kegiatan-kegiatan
ekstrakurikuler serta pemberian kesempatan kepas&a suntuk belajar mandiri
mengembangkan semangat wirausaha dan keterampilgn Rukungan keluarga seperti
ini dirasakan cukup memadai dan cukup signifikartas@ositif pengaruhnya kepada
pembinaan sikap mental, sosial, spiritual, dan peaan keterampilan kerja di kalangan
guru dan siswa, dan, karena itu, terus dimantaplkandilanjutkan program-programnya
melalui koordinasi dengan BP3/komite sekolah yanglals dipercayakan
kepemimpinannya kepada keluarga puri Ubud.

Dengan demikian jelaslah bahwa keluarga juga megguperan yang besar
dalam pengembangan program pendidikan di sekoldh paumnya dan Pendidikan IPS
pada khususnya di SMU Negeri 1 Ubud, terutama yarenyangkut pelaksanaan
pendidikan keimanan dan budi pekerti, pengembadgaplin belajar, pendidikan afeksi
pada umumnya, dan bagi pengembangan kecakapanakarakokasional tertententu. Ini
sejalan dengan pandangan Horton dan Hunt (1991 satara lain menjelaskan bahwa
keluarga mempunyai fungsi-fungsi edukasi yang dapambantu program pendidikan
sekolah terutama dalam hal memberikan motivasi aawwngan yang tinggi untuk
mencapai status yang lebih tinggi, menanamkan andsipirasi, cita-cita dan kebiasaan
belajar, dan menghargai prestasi.

Peranan masyarakat -- melalui kerja sama yang msnamtara sekolah dengan
keluarga puri Ubud, dengan desa adat Ubud, danadentasyarakat pariwisata Ubud
pada umumnya -- terhadap proses pendidikan di SMgeN 1 Ubud juga di nilai cukup
besar. Di sini baik pihak sekolah maupun masyart@pak saling menumbuhkan rasa
saling memiliki, sehingga keduanya menjalin kegana yang positif untuk kemajuan
sekolah di satu sisi dan kemajuan masyarakat Ubwisdlain yang sebagian anggota
masyarakatnya memang merupakan alumni SMU Nedébiutl.

Hubungan sekolah dengan masyarakat desa adat Ufgdangat harmonis berkat

fasilitasi dari keluarga puri Ubud. Masyarakat desat Ubud umumnya menganggap
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sekolah ini adalah bagian dari aset mereka, sehidggat dikatakan pula bahwa seluruh
warga atau civitas sekolah juga adalah bagian Kaina desa adat Ubud, walau
keanggotaannya tidaklah formal ditetapkan dadamg-awig desa adat Ubud.

Hubungan sekolah dengan desa adat Ubud yang hansmperti di atas
memberikan kesempatan belajar sosial kepada sigdeaa lptar sosial yang sesungguhnya.
Menurut siswa, banyak hal yang dapat dipelajanwaiglalam hubungannya dengan
pengabdian sosial kepada desa adat Ubud. Di saiasbisa mempelajari profil dan
karakter tokoh-tokoh masyarakatdjuru desa adat daprajuru pura; bagaimana mereka
menjadi model panutan masyarakat, bagaimana ma&syamelakukan interaksi dan
komunikasi; belajar tentang tradisi-tradisi maskatayang disebusima, dresta, dan
awig-awig; belajar mengorganisir dan menyiapkan kegiatan arpakeagamaan; belajar
tentang perangkat dan perlengkapan upacara denggalas kompleksitas dan
kecermatannya; belajar tentang pola-pola hubungaralsdalam masyarakat desa adat;
belajar mengembangkan kesenian (tabuh dan tari); lolnyak lagi materi-materi
hubungan sosial kemasyarakatan yang praktis dgpelafri mereka melalui pengabdian
kerja kepada kepentingan desa adat.

Belajar dengan pendekatan partisipatif secaraslargy seperti di atas terhadap
persoalan-persoalan kemasyarakatan desa adat daraadinilai para siswa, tidak saja
hanya menekankan proses imitasi sebagai prosedtweaku budaya -- walau diakui
bahwa proses imitasi memang mendominasi prosegmbdianasyarakat seperti di atas —
tetapi, memberikan juga kesempatan kepada siswsk nmélakukan proses refleksi sosial,
dan, karena itu, bersifat kritis, terutama padatudemefleksi personal secara individual
karena keterbatasan-keterbatasan kesempatararbetggara alami dan tidak hanya
menekankan proses imitasi sebagai proses enkultovaksya -- walau diakui bahwa
proses imitasi memang mendominasi proses belajaradyarakat seperti di atas — tetapi,
memberikan juga kesempatan kepada siswa untuk okelakproses refleksi sosial, dan,
karena itu, bersifat kritis, terutama pada benafleksi personal secara individual karena
keterbatasan-keterbatasan kesempatan belajaraselzani dan tidak bersifat formal.
Melalui proses refleksi personal inilah para sislapat menilai kembali nilai-nilai sosial
dan keagamaan dalam pola tradisi masyarakat: mawrgarglevan bagi kepentingan bekal
hidupnya dan mana yang tidak relevan. Menurut pewaa, belajar seperti ini memang
menjadi sangat subjektif, tetapi masyarakat dantwiak yang akan menguji kebenaran
hasil belajar para siswa secara individual.

Dari gambaran hubungan antara sekolah dan masyasegarti di atas tampak
terkesan bahwa pandangan fungsionalismkup intensif diaplikasikan dalam
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pengembangan program pendidikan yang menghubungidamiah dengan masyarakat.
Ada indikasi bahwa umumnya komponen-komponen dviakolah melihat sekolah
sebagai sarana yang memungkinkan siswa belajagamdnl tempat mereka di dalam
masyarakat dan berkontribusi dalam saling ketewuyayan yang diperlukan untuk
mempertahankan tatanan sosial dan menyempurnadauiukhan anggota-anggotanya.
Sekolah, dengan demikian, dapat dianggap sebagaiapemisi nilai-nilai tradisional dan
sebagai sarana stabilitas sosial serta pemelihtaiteaman sosial yang ada (Hallinan, dalam
Ballantine, 1985: 33-34; Collins, dalam Ballantia®85:60-87).

Sekolah sebagai salah satu institusi sosial di arakgt juga tidak dapat
dilepaskan perannya dari upaya menyangga berfuagsistem dalam masyarakat secara
keseluruhan. Salah satu peran sekolah dalam mdétastaistem masyarakat ini, karena
itu, adalah mensosialisasikan kepada generasi teating pengetahuan intelektual, nilai-
nilai etis, norma-norma budaya, dan keterampilastuiyang dibutuhkan masyarakat
untuk keberlangsungannya (Durkheim, 1985a:21). Mg@m konsep Parsons (1985:
180), sosialisasi adalah proses pembentukan komitha@ kemampuan esensial dalam
diri individu-individu anggota masyarakat sebagaisyarat utama untuk dapat berperan
dalam kehidupan masyarakat ke depan. Komitmen-koenititu terdiri atas kemampuan
mengimplementasikan nilai-nilai kemasyarakatan yamgum dan luas; suatu unjuk
perbuatan dari tipe peran tertentu di dalam strukbtasyarakat. Inilah yang disebut
dengan fungsi edukasi (Widja, 1993:53). Untuk fursgperti itu sekolah mereproduksi
dan melanggengkan struktur dan norma-norma sdmidhaya, ekonomi, dan politik yang

sudah mapan di dalam masyarakat.

3. Pemanfaatan Daya Dukung Dunia | ndustri Pariwisata di Ubud

Hubungan SMU Negeri 1 Ubud dengan masyarakat tiellatas padirama desa
adat Ubud saja. Seiring dengan pesatnya perkemibgrgavisata di Ubud khususnya,
dan di Gianyar pada umumnya, sekolah telah pulajaimerhubungan yang harmonis
dengan dunia industri pariwisata di Ubud. Memandakt seperti sekolah-sekolah
menengah yang berkonsentrasi pada pengembangamgbk@guruan pariwisata, SMU
Negeri 1 Ubud memang tidak secara formal menjadinaksama dengan dunia industri
pariwisata di Ubud melalui kegiatan magang sisweamya. Kerja sama yang dijalin
umumnya bersifat informal dengan memberikan himbalaan permohonan kepada pihak-

pihak pengelola industri pariwisatantuk bersedia menerima para siswa yang ingin
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melakukan pelatihan kerja, praktik kerja, maganigjbe mandiri, untuk bekerja sebagai
tenaga separuh waktu, bahkan bekerja purna watdlakanereka tamat.

Kesempatan ini umumnya diberikan oleh dunia indwastn dimanfaatkan sebaik-
baiknya oleh kelompok-kelompok siswa melalui peradak yang dilakukan oleh komite
sekolah dan keluarga puri Ubudidak mengherankan jika ketika madmoming
pariwisata di Ubud tahun 1990an, banyak siswa SMWang mangkir dari sekolah dan
tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dan lebihmitié belajar dan bekerja langsung di
dunia industri pariwisata di Ubud.

Kondisi ini menunjukkan bahwa siswa tidak mengapggekolah sebagai satu-
satunya pusat belajar. Masyarakat juga dapat Hgadipusat belajar terutama yang
menyangkut belajar untuk pengembangan keteramgétarampilan bekal hidup di dunia
kerja (keterampilan vokasional). Di samping itulape yang bermakna menurut siswa
tidaklah semata-mata belajar ilmu pengetahuan fogaag telah diverifikasi. Belajar
yang bermakna dapat pula terjadi melalui belajatigggatif dengan prinsipearning by
doing di dunia kerja untuk menghasilkan kecakapan-kquakahidup yang relevan
diperlukan dalam rangka kembali ke masyarakat (&llifH988).

Konsekuensi menghadapi perkembangan pariwisatdbddUsekolah juga, secara
kurikuler, memberikan kesempatan yang luas kepasl@asuntuk memilih program
jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar paklengengan pariwisata masyarakat
Ubud. Inilah kemudian yang mengkondisikan, tidagesg# SMU-SMU lain di Gianyar
khususnya, dan di Bali umumnya, di sekolah inihddanyak siswa yang memilih jurusan
Bahasa dan Budaya dibandingkan dengan jurusan aRARS.

Di samping kebijakan secara kurikuler seperti tdsasekolah juga memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kegegetan ekstrakurikuler yang
berkaitan dan dapat menunjang kebutuhan pelestail@milai agama, budaya, bahasa,
dan kesenian Bali yang dikagumi wisatawan, di sasiy dan dapat dijadikan bekal
keterampilan hidup oleh siswa untuk beradaptasigalentuntutan perkembangan
pariwisata di Ubud, di sisi lain.

Dari gambaran kebijakan dan respon siswa dalamrg#an sekolah dengan dunia
industri pariwisata di atas tampak tergambar bablalam rangka memenuhi tuntutan-
tuntutan kebutuhan masyarakat yang lebih luas dexhpelaksanaan program pendidikan
di sekolah, sekolah tidak bisa hanya mengandall@mggmbangan program-program
pendidikan yang secara esensial hanya melanggeng@antingan struktur masyarakat

yang memiliki kekuasaan dominan. Dalam kaca matai tkritis dan interpretivis,
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program pendidikan juga perlu memperhatikan kepgafi-kepentingan golongan
masyarakat yang secara sosial ekonomi membutuldtaang dan kesempatan kerja yang
lebih segera. Dalam pengembangan program pendidilgmni tidak bisa dicapai melalui
kegiatan-kegiatan kurikuler yang biasa. Perencamesmgembangan jurusan yang lebih
mencerminkan kebutuhan siswa dan masyarakat, pdraggyan kegiatan ekstrakurikuler,
dan kerja sama yang intensif antara sekolah dewgam industri pariwisata dapat
menjadi program-program pendidikan alternatif untmenyelaraskan pengembangan
program pendidikan di sekolah dengan kebutuhan amakst luas. Dan ini menjadi
bagian pula dari keseluruhan yang integral dalang@embangan program Pendidikan IPS

di sekolah.

4. Pemanfaatan Daya Dukung M edia M assa

Belajar pengetahuan sosial dan budaya sebagaidipaesepsi guru dan siswa
dalam proses rekonstruksi pemahaman tentang Pkadit?S di atas tidak perlu terbatas
pada sumber-sumber guru dan dan buku teks sajarfatan daya dukung media massa
juga telah dilakukan guru-guru dan siswa sebagayaipnenambah wawasan sosial dan
budaya. Untuk ini sekolah telah berusaha untuk mmmgngkan akses kepada media
massa ini. Akses terhadap media massa yang dikekdansekolah terutama adalah
menyediakan guru-guru dan siswa baik di kantor gnawpun di perpustakaan dengan
surat kabar lokal Bali (Harian Bali Post, Minggudomkoh, dan dan Harian Nusa
Tenggara); majalah lokal SARAD Bali dan Warta Hiddbarma; dan televisi, terutama
untuk siaran TVRI Bali dan Bali TV, serta telewssvasta lainnya di nusantara.

Umumnya interaksi guru dan siswa dengan media anass cukup intensif.
Bahkan dapat dikatakan, dibandingkan dengan buku-bteks yang umumnya
mendominasi perpustakaan sekolah, guru-guru daradebih menyukai membaca surat
kabar atau majalah yang ada, atau menonton acdesaisieketika mengunjungi
perpustakaan. Menurut para siswa dan guru, ininkaneembaca surat kabar atau majalah
cenderung bersifat santai karena tidak ada targeguyasaan informasi, plus dilengkapi
pula media grafis berupa gambar, photo, tabel, kdaiun sebagai penyela atau ilustrasi.
Lagi pula, bahasa informasi yang disuguhkan dalaedianseperti surat khabar dan
majalah umumnya tidak terlalu akademis dan abstre#fainkan lebih bebas dan populer
sehingga lebih menyenangkan. Begitu pula dengammnten acara televisi yang dianggap

cukup menyenangkan.

285



Walau begitu, ini tidak berarti bahwa siswa tidetajar ketika mengakses media
massa. Dari pengakuan para siswa, mereka biasaepguRai berita-berita aktual di
media massa terutama dalam skala lokal, walaupdek tmengabaikan berita-berita
tingkat nasional maupun global yang cukup kontrexakr Dalam hal isu-isu sosial,
umumnya para siswa lebih tertarik pada isu sogal saja yang cukup kontroversial.
Hanya saja, mereka umumnya lebih menyukai beritdiabgang dibahas secara ringan
dan tidak begitu akademis.

Dalam hal akses terhadap masalah-masalah sosddyd, agama, dan kesenian
lokal Bali, baik guru maupun siswa mengakui bahwatskabar, majalah, dan siaran TV
lokal yang mereka akses memang cukup banyak megleganmuatan-muatan lokal
tersebut. Bahkan untuk majalah SARAD, Warta Hindoaina, dan Bali TV diakui
bersifat Bali sentris. Umumnya baik guru dan sidva@mgga dengan keberadaan media
massa lokal tersebut.

Sangat disayangkan bahwa akses siswa terhadajp medsa lokal di atas belum
pernah dijadikan sumber materi yang berguna bagi-guru IPS dalam mengajarkan
konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan generaligdam IPS, bahkan dinilai oleh siswa
belum pernah dijadikan ilustrasi dalam pengembangawasan siswamumnya para
siswa atau guru menggunakan sumber-sumber infordasimedia massa hanya untuk
kepentingan diskusi kecil dalam kelompok-kelompoéman sebaya atau untuk
kepentingan beberapa siswa yang mungkin ingin matnkarya ilmiah sosial budaya
untuk kepentingan lomba, seperti lomti@arma wacana, lomba pidato bahasa Bali, dan
lomba karya ilmiah remaja. Dengan begitu dapat tdkan bahwa masih kecil sekali
jumlah siswa yang dapat menjadikan sumber inform@amii media massa untuk
kepentingan pengolahan informasi dalam belajar yi@hih bersifat formal. Kondisi
seperti ini adalah konsekuensi dari konflik yangati antara keharusan mengikuti
pelaksanaan kurikulum nasional secara formal dekgarginan untuk mengembangkan

kreativitas dengan mengadopsi muatan-muatan l@tahdproses pendidikan di sekolah.

5. Pemanfaatan Daya Dukung Dinas dan I ntansi serta L embaga-lembaga Terkait

Pemanfaatan daya dukung dinas dan instansi sarithabga terkait oleh SMU
Negeri 1 Ubud untuk kepentingan proses pendidikesiak siswa diakui memang masih
sangat terbatas dan bersifat insidental terutaf@andanendapatkan nara sumber ahli dari
badan-badan seperti Parisada Hindu Dharma (PHDaratan Ubud dan Kabupaten
Gianyar, Dinas Pariwisata, Majelis Pembina Lembadat (MPLA) Kabupaten Gianyar,
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dari kepolisian Resort Gianyar, dan dari lembagabiega pendidikan tinggi pariwisata.
Pemanfaatan ini biasanya digunakan untuk prograsialsgasi kepada siswa dan
pemberiandharma wacana kepada seluruh civitas sekolah. Program pembeiianma
wacana oleh PHDI, staft dari Departemen Agama, atau NHLA kabupaten memang
yang paling sering dilakukan, yang biasanya dilaitklengan kegiatan ritual di sekolah,
seperti perayaapiodalan (upacaradewa yadnya) di sekolah, hari ulang tahun sekolah,
dan perayaan semesteran di sekolah, di sampinglpeuia dilakukan pada waktu-waktu
tertentu yang tidak terjadwal. Diakui oleh kepatkdah, guru-guru, dan siswa, program
pemberiandharma wacana ini umumnya cenderung digunakan sebagai penyegaran
pemahaman tentardiarma, susila, dan ritual upacara, serta pemahamanngpiiadaya

dan tradisi Bali terkait dengan tiga kerangka dagama Hindu tersebut.

6. Pemanfataan Sumber Daya Fasilitas dan Sumber Daya Manusia yang Dimiliki
Sekolah dalam Kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, Ekstrakurikuler, Kegiatan

Bimbingan Siswa, serta Penciptaan | klim Lingkungan Belajar yang K ondusif

Diakui kepala sekolah dan guru-guru bahwa dalam yaip&eseluruhan
mewujudkan visi dan misi sekolah, peranan sekolaland meningkatkan kualitas
pendidikan sosial di sekolah kepada siswa jugakukian dengan memanfaatkan
keseluruhan sumber daya fasilitas dan sumber dayasma yang dimiliki sekolah secara
optimal untuk mensinergikan keseluruhan kegiatarkiler, kokurikuler, ekstrakurikuler,
bimbingan siswa, serta penciptaan iklim lingkungbelajar yang kondusif dalam
mencapai tujuan-tujuan pendidikan sekolah pada umamdan pendidikan sosial atau
Pendidikan IPS pada khususnya. Pemikiran sepertil@ndasi oleh keyakinan bahwa
pencapaian tujuan Pendidikan IPS secara utuh damakea tidak mungkin hanya dapat
dicapai melalui kegiatan kurikuler di kelas, mekan merupakan fungsi dari seluruh
faktor yang disinergikan baik yang merupakan surgharfaktor fasilitas dan sarana fisik,
lingkungan sosial dan budaya, suasana kejiwaakdlpgiis), bahkan iklim spiritual yang
ada di sekolah dan lingkungan masyarakat.

Untuk ini, secara fisik, di samping penataan pergbaan fasilitas fisik sekolah
telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan m@endiagkungan fisik berdasarkan
konseptri mandala dengan jiwa dan nilai-nilafri Hita karananya, sekolah juga telah
berusaha menyediakan sarana belajar yang diperlalava untuk program-program
kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sertambingan siswa yang dibutuhkan siswa

dengan standar minimal. Walau begitu, diakui babmtak beberapa sarana belajar seperti
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buku-buku perpustakaan, media pembelajaran, teknesuputer (terutama untuk IPS),
dan instrumen pengumpulan data kepribadian dan rhe@uan siswa untuk proses
bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan bimbinganr dinilai sangat terbatas. Adapun
fasilitas dan sarana belajar yang dimiliki sekdkhh dijelaskan pada bab IV terdahulu.

Diakui para siswa bahwa keberadaan fasilitas fisikik belajar di SMU Negeri 1
Ubud sudah dapat dibilang cukup memadai, baik kiasntmaupun kualitas serta
relevansinya. Tetapi, untuk bantuan sarana dan eubajar seperti telah disebutkan di
atas masih dinilai kurang.

Keberadaan sumber daya manusia, terutama guru-gamukhususnya guru-guru
IPS di SMU Negeri 1 Ubud masih bisa dibilang kuraegtama dari segi relevansi dan
kualitasnyaKondisi ini tampak berkorelasi dengan kualitas pelajaran mereka di kelas
yang cenderung hanya melaksanakan model pembelayaiag konvensional kepada
siswa dengan hanya mengajarkan secara indoktfelsi-fakta dan konsep-konsep yang
relevan dengan tugas pembelajaran yang diasuhngagaenana telah dijelaskan
terdahulu.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan seperti init@hutama dalam hal
pelaksanaan praktik belajar pengetahuan sosial yesigngguhnya lebih dibutuhkan para
siswa dan masyarakat, guru-guru IPS, di samping puagai tugas-tugas mengajar
(perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi), dibgrika tugas-tugas sebagai pembimbing
siswa dalam pendidikan moral dan budi pekerti sedElam aktivitas-aktivitas
ekstrakurikuler dan aktivitas kemasyarakatan. lmhaksudkan untuk memungkinkan
siswa memiliki pengalaman belajar praktis dalam gaphkasikan konsep-konsep
pengetahuan sosial yang telah dipelajarinya disk&gautama dalam praktik kehidupan
sosial budaya dan religi masyarakat lokal yangdmsipada kehidupan sosial budaya dan
agama Hindu di Bali. Karena itulah seluruh gurueglPS juga mempunyai kewajiban
menjadi pembimbing aktivitas-aktivitas yang ber&aitdengan kepentingan belajar
kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dengan tugas-tugas ini semua, tidak berarti bahwmi-guru yang lain tidak
mendapat tugas, tetapi tanggung jawab sosial sepestas memang lebih dibebankan
kepada guru-guru IPS yang bersama-sama siswa dan lganya diharapkan dapat
mengembangkan praktik kehidupan sosial budayangklingan sekolah pada khususnya
dan di lingkungan masyarakat pada umumnya.

Menjalankan tugas-tugas atau fungsi sosial kemakgtan dalam rangka praktik

belajar pengetahuan sosial, baik oleh guru maumusalma-sama dengan siswa seperti
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diharapkan di atas diyakini guru-guru tidak mungkipenuhnya dapat diintegrasikan
dalam pelaksanaan tugas-tugas kurikuler berbasikukum formal di sekolah. Di sinilah

kemudian pentingnya sekolah atau guru-guru meransé@giatan-kegiatan penunjang
baik yang bersifat kokurikuler, ekstrakurikuler,gketan bimbingan siswa, pengabdian
kepada masyarakat, maupun dalam cakupan yang lebsh dalam penciptaan iklim

lingkungan pendidikan pada umumnya, termasuk pafeen pendidikan budi pekerti,
dan iklim belajar dan pembelajaran sosial pada k.

Dalam hal pelaksanaan aktivitas-aktivitas kokuekulguru-guru IPS umumnya
masih terikat kuat dengan tujuan-tujuan formal\aies belajar dan pembelajaran IPS di
kelas. Bagi guru-guru, kegiatan kokurikuler hanyaaknai sebagai kegiatan penunjang
kegiatan kurikuler dalam rangka mengoptimalkan pesgan siswa terhadap materi
pelajaran karena terbatasnya waktu dalam belaj@rdPkelas, sementara materi IPS
dinilai cukup padatBegitu pula dalam penilaian aktivitas kokurikuler, ikeberhasilan
siswa semata-mata ditentukan oleh kemampuan siswajamab soal-soal yang
disediakan dalam LKS yang kunci jawabannya telgleghng oleh guru.

Menyadari kelemahan aktivitas kurikuler dan kokul# yang bersifat formal dan
cenderung menekankan makna belajar menghafal, gurtu-memberikan aktivitas-
aktivitas ekstrakurikuler yang diharapkan mampu geembangkan kreativitas siswa
dalam belajar. Dikatakan demikian karena pelaksanaktivitas ekstrakurikuler ini
memberikan kebebasan kepada siswa untuk memiliangidaktivitas yang diinginkan
sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan pergabga yang dikembangkan selaras
dengan tujuan-tujuan pendidikan sekolah.

Aktivitas ekstrakurikuler yang memberikan kebebadapada siswa untuk
memilih aktivitas sesuai bakat dan minatnya ini megkinkan siswa dengan
pengalaman-pengalaman sosial budayanya yang benbitainilai sosial, budaya, dan
religius Hindu Bali mengaktualisasikan bakat dannatnya ke dalam karya-karya
ekstrakurikuler yang bermanfaat tidak saja bagvaidan sekolah, tetapi bermanfaat juga
bagi masyarakat Ubud pada umumnya.

Pembinaan bidang ekstrakurikuler di SMU Negeri ludUbdapat dikatakan
berorientasi pada pengembangan prestasi siswaadi jilur akademis, walau tidak
menutup sama sekali pembinaan bidang akademis rtisefidam kegiatan bidang
pengembangamharma wacana dan penelelitian atau penulisan karya ilmiah r@maj
Orientasi ini ditunjukkan dengan keberhasilan sisigwa SMU Negeri Ubud untuk

memperoleh prestasi bidang ekstrakurikuler baikukirbidang olah raga, seni dan
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budaya, kehidupan beragama dan penataan lingkuajlrdi tingkat kabupaten maupun
propinsi. Orientasi prestasi ini tentu menanamkaa pilai-nilai kerja yang positif kepada
para siswa. Di sini baik guru-guru maupun para aiswengakui bahwa untuk mencapai
prestasi bidang-bidang ekstrakurikuler ini, tida@asmereka menanamkan semangat dan
nilai-nilai usaha dan prestasi individual, tetapgg meningkatkan pembinaan nilai-nilai
kerja sama kelompok yang harmonis, meningkatkaa tasggung jawab, kerja keras,
kejujuran, sportivitas, keseimbangan dan kesatumnpengorbanan tanpa pamerih, dan
kebanggaann terhadap almamater yang berkontriladsi peningkatan kesadaran jati diri
kelompok. Jelaslah bahwa pendidikan dalam kegik¢gmatan ekstrakurikuler yang
berorientasi pada peningkatan prestasi memberiagakan pula pada pendidikan nilai-
nilai.

Diakui pula oleh guru-guru dan siswa bahwa di dal&egiatan-kegiatan
ekstrakurikuler seperti kelompo#&harma gita, pengembangamharma wacana, dan
kegiatan-kegiatan di bidang seni dan budaya bajugk memberikan unsur pendidikan
nilai-nilai berbasis nilai-nilai Hindu. Beberapargulan siswa meyakini bahwa aktivitas-
aktivitas seperti ini bahkan merupakan proses pikath budi pekerti yang sangat ampuh
untuk membentengi siswa dengan nilai-nilai budayadti Bali yang luhur. Kegiatan-
kegiatan seperti ini tidak semata-mata menekankala milai-nilai estetika (keindahan),
tetapi yang lebih penting pula adalah memaknai-nilai luhur kehidupan lainnya yang
termuat dalam materi-mategita (nyanyian suci) yang ditembangkan dalam kegiatan
dharma gita, dalam materi-materi seni lainnya (seni rupadukeni pahat dan kerajinan,
seni tari, dan seni tabuh), dan dalam pengembamgéeridharma wacana yang terutama
bersumber dari kitab-kitab suci agama Hindu yangesiiaikan dengan kondisi
perkembangan jaman. Pada umumnya, nilai-nilai ghajgrkan atau dibina dari kegiatan-
kegiatan ekstrakurikuler di atas adalah merupalgrem@mngan antara nilai-nilai kebajikan
(dharma) dengan nilai-nilai kebatilanadharma). Ini adalah gambaran dari pendidikan
nilai di Bali yang berazaskan pada ajaran keseigdnaglalam konseqpwa bhinneda yang
diharapkan akan melahirkan konsep keseimbangarglakasan, keharmonisan, dan
kedamaian. Di samping nilai-nilai di atas, siswgguliajarkan pada nyanyian-nyanyian
tentang sifat-sifat kemahakuasaan Tuhl@a Gang Hyang Widhi Waca) dengan segala
manifestasinya (PHDI, 1987).

Di sinilah diakui oleh guru-guru dan siswa bahwalatoe pendidikan seni,
pendidikan sosial, pendidikan agama, dan pendidikagi pekerti yang dilaksanakan

secara utuh dan langsung proses pembinaan kecakapasional, sosial, dan spiritual
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siswa dimantapkan, sehingga diharapkan tidak samatdmenyeimbangkan program

pendidikan intelektual, tetapi yang lebih pentiagil adalah dalam upaya pembinaan
manusia seutuhnya, yaitu, di samping memiliki keipaam penguasaan ilmu pengetahuan
ilmiah, juga memiliki kepribadian yang luhur, daremmliki pula kecakapan-kecakapan

hidup (personal, sosial, intelektual dan akades@da vokasional) yang dibutuhkan dalam
kehidupan bermasyarakat.

Seperti juga kegiatan-kegiatan kurikuler, kokurdqul dan ekstrakurikuler
sebagaimana telah dijelaskan di atas, pemanfaatabhes daya juga dioptimalkan dalam
kegiatan bimbingan untuk siswa. Diakaui bahwa keman guru BK untuk
melaksanakan fungsi-fungsi bimbingan dan konsefregnang cukup terbatas terutama
dari segi kualitas kemampuan guru BK dan ketersedgarana yang dapat digunakan
untuk mengidentifikasi karakteristik, kebutuhantgnsi, kemampuan, dan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi siswa Dengan demikasihnterbatas pula fungsi-fungsi
pelayanan bimbingan dan konseling yang bisa dilakuldeh guru BK. Ini dapat dilihat
dari minimnya bimbingan kesulitan belajar, bimbingaintuk pemilihan jurusan,
bimbingan untuk pembinaan bakat, bimbingan dalapek&ngan melanjutkan sekolah,
dan program bimbingan karir.

Karena itu, fungsi pelayanan bimbingan dan kongeliaklah diserahkan
sepenuhnya kepada guru BK saja, walau tanggungbjaviamanya tetap di tangan
mereka. Semua wali kelas dan guru yang ada jugat@rbantuan tanggung jawabnya
untuk fungsi-fungsi pelayanan tersebut sesuai aeriggmampuan guru-guru masing-
masing. Prinsip yang digunakan untuk ini adalahw@akemua guru dianggap memiliki
kemampuan dan juga memiliki tanggung jawab seb@agai BK.

Agar fungsi bimbingan dapat optimal, maka semua gerlu bersifat terbuka dan
bersahabat kepada siswa sehingga setiap siswa dspgadikan para guru sebagai
partner dalam proses pendidikannya, dan dengan demikiam-guuru lebih dapat
memahami karakteristik, kebutuhan, potensi, kesulidan permasalahan-permasalahan
yang dihadapi siswa dalam proses belajar. Ketedrukguru-guru seperti ini dalam
kesediaan membantu, membimbing, dan memfasilitaskepbangan setiap siswa
menyebabkan siswa lebih terbuka pula menunjukkentisnya kepada guru-guru yang
dianggap dekat dengannya. Dan ini menciptakan sagssikologis yang kondusif pula
dalam hubungan guru-guru dan para siswa.

Ada indikasi pula bahwa walaupun di mata siswa bBkRryuru-guru yang dinilai

rendah kemampuan akademisnya, tetapi karena dekatripungan-hubungan sosial dan
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kejiwaan antara guru dan siswa, siswa tampak teg&pnjukkan sikap hormatnya kepada
guru, dan menjadikan guru-gurunya tempat untuk ow@ikan perasaannya, keluhan-
keluhannya, dan kesulitan-kesulitannya tanpa hareisunggu penyelesaian masalahnya
oleh guru BK.Kondisi ini tidak saja berguna untuk membantu siswanyelesaikan
masalah-masalah yang dihadapinya, tetapi dapat mug@ngkatkan kualitas hubungan
sosial antara guru-guru dan para siswa; dan imirad@seluruhan telah menciptakan iklim
lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif bsigiva untuk melaksanakan proses

pendidikan dan pembelajaran.

7. Pemanfaatan Daya Dukung K epemimpinan K epala Sekolah yang Demokr atis

Menurut guru-guru dan siswa, kepemimpinan kefafdJ Negeri 1 Ubud, walau
beliau berasal dari keluargeangsa ksatria, dinilai cukup demokratis. Kebanyakan guru
menilai, kepala sekolah tidak pernah membeda-bedakaru-guru yang berasal dari
keluargatri wangsa maupun guru-guru dari keluargaba (sudra wangsa). Ini dapat
dilihat dari penggunaan bahasa dalam komunikasarsbhri kepala sekolah selalu
menggunakan bahasa Bali halus kepada semua gulaklRen terhadap sesama guru juga
dianggap cukup bijaksana dan adil dengan mempeatigkan keahlian atau kemampuan
guru-guru. Dalam mengambil keputusan, kepala sbkglma dinilai tidak pernah
mengambil keputusan secara otoriter hanya meméaindgepentingan sendiri atau
kelompok. Setiap permasalahan yang timbul di sékskalu dimusyawarahkan dalam
rapat sekolah, yang setiap kali rapat, kepala abketlalu menyiapkan dan menghaturkan
canang pengrawos untuk memohon kepada Tuhalg Sang Hyang Widhi Waca) agar
diberikan pikiran yang baik datang dari segala yenj Sikap seperti ini jelas
menunjukkan bahwa kepala sekolah selalu menghaegadapat dari semua guru tanpa
membeda-bedakan status sosial, status ekonoms, kefamin, dan kepangkatan/jabatan
guru, karena suara guru sebagai bawahan (rakyaiyg@p juga sebagai suara Tuhan.

Seperti penilaian para guru di atas, penilaian g@aa terhadap kepemimpinan
kepala sekolah dan guru-guru di SMU Negeril Ubw jdinilai cukup demokratis. Betul
bahwa dalam pembelajaran di kelas, guru-guru,deratdalam penetapan subtansi materi
pelajaran yang diajarkan dan yang dinilai, cendgrikurang mempertimbangkan
kebutuhan siswa, sehingga di sini terkesan guru-gwenjadi kurang demokratis, apalagi
pembelajarannya pun cenderung bersifat indoktrindgtapi, pembelajaran materi
Pendidikan IPS seperti telah diuraikan sebelumtigaklah bisa dijadikan satu-satunya
indikator yang mengurangi implementasi prinsip-pipndemokrasi dalam Pendidikan IPS
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di kelas atau di sekolah; apalagi substansi mptdajaran seperti di atas memang sudah
ditetapkan dalam kurikulum nasional. Jauh lebihtipgnharus dipertimbangkan adalah
bagaimana sikap dan suasana kejiwaan guru-gurkefsia sekolah dalam menciptakan
iklim pendidikan yang demokratis dengan menciptakabungan kekeluargaan yang
cukup harmonis baik dalam interaksi di dalam ketasipun di luar kelas; begitu pula baik
dalam aktivitas-aktivitas kurikuler, kokurikulemaupun ekstrakurikuler, serta dalam
aktivitas bimbingan konseling dan kegiatan-kegiasosial kemasyarakatan. Sikap
perlakuan guru-guru kepada siswa yang lemah lemtarmah, tidak menghukum
kesalahan, bersedia membantu siswa yang mengaksuiitan belajar, tidak terfokus
pada sekelompok siswa pintar saja atau pada gahoagonomi menengah ke atas saja,
tidak membedakan jenis kelamin, tidak membedak&in dan agama, tidak berlaku kasar
kepada siswa tertentu menjadi indikator-indikat@nting bagaimana siswa menilai
kepemimpinan guru-guru dan kepala sekolah sebagainppin kelas dan sekolah yang
demokratis. Sikap dan suasana kejiwaan yang medamdédungan sosial antara guru,
kepala sekolah, dan siswa seperti di atas mengghrdoagi terciptanya hubungan yang
harmonis sehingga tidak pernah terjadi konflik yamens antara guru-guru dan siswa.

Sikap dan suasana kejiwaan yang demokratis sepatiis dalam hubungan antara
pemimpin sekolah, guru-guru, dan siswa, menurutipagan para siswa, memberikan
iklim belajar yang kondusif yang menyebabkan sidwiak pernah merasa terbebani
dengan kegiatan-kegiatan sekolah dan di kelas.tittak saja berimplikasi kepada
peningkatan prestasi belajar siswa secara keseloyulwvalau diakui tidak terlalu
signifikan, melainkan, siswa juga makin berkuraragath berbagai bentuk pelanggaran
dan perilaku menyimpang di lingkungan sekolah teurkaberkurangnya sikap pamer
kekayaan dari siswa golongan kelas menengah keyat@ssebelumnya pernah terjadi di
SMU Negeri 1 Ubud.

Jelaslah bahwa dalam kondisi yang demikian, kepgmian kepala sekolah dan
guru-guru yang demokratis bersinergi dengan faktkier lainnya turut memberikan
andil dalam rangka pendidikan sosial dan nilaiinkapada siswa terutama dalam
menciptakan hubungan sosial dan kejiwaan yang l&bimonis dan selaras dengan
tujuan-tujuan pendidikan sekolah dan tujuan SMUé\iey Ubud pada umumnya.

Memanfaatkan seluruh daya dukung sumber daya dangiki sekolah dalam
rangka pendidikan sosial pada umumnya dan PendidiR& pada khususnya sebagai
telah digambarkan di atas dalam upayanya mewujudisardan misi sekolah, diyakini

seluruh komponen sekolah, di samping telah memérerkarakteristik yang unik dalam
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pelaksanaan proses pendidikan sosial berbasiogiélal Hita Karana di SMU Negeri 1
Ubud, upaya ini juga diyakini dapat memberikan wehaendidikan sosial yang lebih
utuh, komprehensif, dan bermakna kepada siswa.tédga demikian karena, tidak saja
siswa belajar tentang fakta dan konsep-konsep ilimu-sosial yang disederhanakan
untuk tujuan pendidikan sekolah, tetapi yang lgiemting juga bahwa secara langsung
siswa dapat mengkonstruksi dan mengembangkanmilgaisosial, budaya, dan religius
dalam praktik kehidupan sosial yang nyata di lingdan sekolah, serta mengembangkan
kecakapan-kecakapan sosial yang dibutuhkan sislamdehidupan bermasyarakat.
Sayangnya, pemahaman tentang hakikat pengetatararbelajar sosial seperti
telah diuraikan di atas cenderung dibiarkan gunudperlangsung secara alami dan belum
ada upaya untuk mengangkatnya menjadi lebih formmmpengaruhi tindakan
profesional guru-guru dalam membuat perencanaadigikan dan pembelajaran IPS dan
pengetahuan sosial pada umumnya, melaksanakan laggmése, dan dalam melakukan
evaluasi atau asesmen hasil belajar dan pembeilajlia ini terkait tidak saja karena
faktor kemampuan guru-guru untuk melakukan inovpsendidikan secara formal
akademis masih terbatas, tetapi ruang gerak guw-gotuk melakukan inovasi dalam
kondisi rigidnya pelaksanaan kurikulum nasionalajugenjadi kendala. Begitu pula,
menurut guru-guru, tidak perlu semua kebutuhan idésah sosial yang diharapkan untuk
memberikan makna yang lebih komprehensif sepertatds harus diwujudkan dalam
bentuk kurikulum secara formal, karena hal ini dikiatirkan bisa saja malah menjadi
beban bagi siswa, apalagi kurikulum nasional yardak berlaku cenderung dinilai guru-

guru terlalu padat dengan tuntutan penguasaan ingatey bersifat kognisi belaka.

D. Konflik dalam Praktik Pendidikan Sosial sebagai Proses Budaya

Walau dalam deskripsi yang telah dijelaskan sebey@ bahwa dalam
pemenuhan kepentingan atau kebutuhan perkembangayarakat yang terakomodasi
dalam proses pendidikan sosial dan Pendidikan iPgkiblah antara kepentingan lokal,
nasional, dan global seakan-akan tampak selaluasetlan harmonis, dalam realitanya,
konflik sesungguhnya tidaklah dapat dihindarkantuBbahwa ideologi yang melandasi
praktik pendidikan sosial dan Pendidikan IPS diotak baik Ideologilri Hita Karana,
Ideologi Nasional Pancasila, dan ideologi globa¢ymiiki kandungan nilai-nilai dan citra
kehidupan yang bersifat universal, yang dengan klamiketiga tataran tersebut dapat
dipadukan dan dijadikan sebagai landasan pengerabapgpgram Pendidikan IPS di
sekolah yang dirumuskan dalam visi sekolah bermbguman, dan berbudaya. Tetapi,
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sesungguhnya, tidaklah mudah bagi sekolah bagaimamaujudkan ketiga orientasi
kepentingan dan nilai-nilai tersebut secara prakssena di dalam dirinya masing-
masing, antar ketiga tataran ideologi tersebuta jikdak dihayati dengan kesadaran
multikultural, memang potensial untuk menimbulkam#ik kepentingan dan nilai-nilai.

Secara kurikuler, harus diakui bahwa baik kepakolah maupun guru-guru
sesungguhnya tidaklah dapat berbuat banyak untdeksaakan program Pendidikan
IPS kecuali melaksanakan tuntutan kurikulum yatghtenenjadi kebijakan nasional. Dari
segi kebijakan ini, praktik Pendidikan IPS dap&athkan menjadi proses enkulturasi bagi
kebudayaan nasional yang tidak utuh, terutama kar@&endidikan IPS lebih
mengutamakan proses pentransferan pengetahuarradiékéiEan penanaman nilai-nilai
yang bersumber dari ideologi nasional Pancasila Id&ty 2003). Pentransferan
pengetahuan dan penanaman nilai-nilai yang dimakelah dijelaskan pada bagian
terdahulu. Dari materi ajar Pendidikan IPS di kel&scuali untuk sedikit materi
pendidikan ekonomi/akuntansi dan Geografi, dap&etdhui bahwa fakta-fakta dan
konsep-konsep ilmu-ilmu sosial telah diajarkan kigpasiswa untuk mempelajari
kehidupan masyarakat nasional Indonesia. Denganjakebh keseragaman dalam
pelaksanaan kurikulum nasional, bahkan dapat dikathahwa siswa sesungguhnya telah
belajar dominan tentang kehidupan “masyarakat Jadexi kehidupan kenegaraan
Indonesia yang notabene berpusat di Jawa. Tidalgineeankan jika Irwan, et al. (2001)
menyatakan bahwa nasionalisme Indonesia yang teoesekarang ini adalah
“Nasionalisme Jawa”.

Dari kaca mata perspektif pendidikan yang berpgradi konflik, hal ini dapat
dijelaskan dari dominasi atau hegemoni ideologiamad Pancasila yang disosialisasikan
oleh kelompok penguasa yang menganggap bahwa matiangkepentingan nasional di
atas kepentingan kelompok atau golongan adalalatsyautlak untuk stabilitas nasional
dalam rangka pembangunan nasional. Karena Jaweselgse menjadi sentrum kekuasaan
negara, maka proses sosialisasi ideologi tidak dilspaskan dari hegemoni kepentingan
Jawa. Ini tidak bisa dilepaskan dari seluruh pekahgnstrumen pendidikan nasional
dinilai hampir seluruhnya menjadikan perkembangasyarakat Jawa sebagai orientasi
atau standar. Dari kurikulum, buku-buku sumber jBelalLKS, pemanfaatan sumber
belajar dari media massa, perangkat instrumen &ses$asil belajar, perguruan tinggi
model untuk kepentingan melanjutkan studi, hinggeapahli yang merekayasa semua
instrumen di atas dan mengendalikan kebijakan mispendidikan nasional adalah

berorientasi pada Jawa. Dari sudut ini memang selali dibedakan antara persepsi
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terhadap kepentingan nasional dan kepentingan kelkrpenguasa Jawa. Ini tidak saja
telah menguasai secara struktural dalam mekaniset@kganaan sistem pendidikan
nasional yang baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan, isi,
dan metodologi Pendidikan IPS hingga ke daerahaffagetapi juga telah dianggap
mendominasi wacana tentang nasionalisme dan kehadayasional yang harus
disosialisasikan dan diinternaslisasikan kepadeasmelalui Pendidikan IPS.

Kondisi ini, seiring dengan didominasinya maknasio@alisme sebagai
nasionalisme politik atau nasionalisme negara (&/idp01: 71) yang dikuasai elit negara
atau kelompok di Jawa telah membuat apa yang dikatadbdullah (1999): “maka
kitapun telah berhadapan bukan saja dengan selmtamshegemoni, tetapi juga dalam
discourse, berkuasanyaegemony of meaning. Program Pendidikan IPS melalui kebijakan
kurikulum dan buku teks yang digunakan di sekolahaskebijakan ujian nasionalnya,
pada dasarnya dirasakan adalah kepanjangan taagakelluasaan nasionalisme negara
tersebut. Tidak mengherankan jika ini kemudianyirsgi dengan makin terpuruknya
semangat kebangsaan ketika menghadapi krisis nmudini sejak tahun 1996, mulai
menghadapi persaingan antara kepentingan masydoigkhtlengan negara. Dalam situasi
begini, nasionalisme mulai menghadapi krisis madsar dan mengalami proses
kerapuhan dari dalam serta kehilangan makna keh@naga (Poespowardojo, dalam
Widja, 2001:71).

Di sinilah, kemudian makin menguatnya tuntutan yaeskat lokal, termasuk di
dalamnya melalui program Pendidikan IPS, untuk nmebgngi kekuatan daya tarik
hegemoni nasionalisme negara menuntut diberlakylakarikulum muatan lokal yang
diharapkan dapat menguatkan kesadaran jati dis semula yang merasa telah diperdaya
oleh kekuasaan nasionalisme politik negara. Kesadanerasa diperdaya ini muncul
dalam gerakan massa di Bali atas kebijakan kekoagamat yang dinilai banyak
merugikan kepentingan masyarakat Bali terutamandalpayanya menjadikan Bali tetap
ajeg dalam pelestarian karakteristik kehidupan masyydkidaya, dan agama Hindu.

Kondisi ini pulalah yang mulai menimbulkan suasamflik. Di satu sisi,
masyarakat Bali yang menerapkan budaya paterkasisiungguhnya adalah masyarakat
yang setia dan taat kepada pemimpin atau atasaditunjukkan oleh kesetiaan sekolah
dan guru-guru dalam melaksanakan kurikulum nasiddebagai konsekuensinya guru-
guru selalu menunggu petunjuk pelaksanaan dan jpk&taeknis dalam melaksanakan
kurikulum di sekolah. Begitu pula tidak sedikitpgru-guru berani menambah atau

mengurangi isi kurikulum nasional dan selalu bdmasanenyelesaikan tuntutan target
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kurikulum dalam pembelajaran sesuai dengan satwkiuwyang ditetapkan di sekolah

dalam sistem catur wulan dan kemudian berubah dsistem semester. Ketidakberanian
guru-guru memodifikasi kurikulum nasional ini jugearena guru-guru cenderung

berorientasi pada EBTANAS atau UAN sebagai stakéarlusan siswa. Jika guru-guru

tidak menyelesaikan target kurikulum, guru-gurawahtir para siswanya tidak akan dapat
memenuhi tuntutan materi kurikulum yang harus @iel dalam menyiapkan diri untuk

ujian. Maka jadilah guru-guru berorientasi padayaempaian materi pelajaran sesuai
dengan kurikulum tanpa mempertimbangkan karakiietiglajar siswa.

Jadilah siswa kemudian sebagai objek belajar yhagumsikan sebagai bejana
kosong atau sebagai kertas putih yang harus siagnmme materi apapun yang diisi atau
ditulis oleh guru-guru IPS. Sebagaimana guru-gudakt berani menyimpang dari
petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam penyeledarget kurikulum, begitu pulalah
siswa tidak berani menyimpang dari apa yang telgardkan oleh buku teks atau yang
dijelaskan oleh guru-guru. Di sinilah tampaknya bamkesulitan belajar IPS itu yang
menyebabkan siswa menjadi kurang senang belajarlfiP®arena siswa merasa bahwa
apa yang dipelajarinya berada di luar pengalamar@®gea belajar yang diterapkan siswa,
kemudian, adalah menghafalkan materi yang cukuptpdehgan fakta-fakta dan konsep
yang sangat asing dari pengalaman sehari-hari siPada hal, banyak siswa merasa
paling tidak senang dengan kegiatan menghafal-fakta dan konsep yang berada di luar
pengalaman pribadinya. Yang aneh lagi, sering derjaeberapa siswa yang kritis
menanyakan ketidakkonsistenan antara kebenararefaren nilai-nilai yang dipelajari
dalam buku teks dengan keadaan realitas di mastaBaku-guru cenderung
menjawabnya hanya dengan menyatakan bahwa para geslu mengetahui yang benar
dan baik dulu tanpa perlu mengkritik orang lainnRiari jawaban guru seperti ini siswa
cenderung kelihatannya menerima saja jawaban tgtapi tertangkap kesan pula bahwa
mereka kecewa dan kemudian menganggap rumpun nagldRS sebagai mata pelajaran
yang muluk-muluk dan banyak bohongnya.

Tidak itu saja, baik guru-guru dan siswa juga naelsyi bahwa mempelajari
Pendidikan IPS seperti di atas juga dirasakan tidaiperoleh makna belajar sosial yang
sesungguhnya. Belajar Pendidikan IPS dalam rang&aingkatkan kesadaran literasi
sosial, kepekaan dan tanggung jawab sosial, daninglatkan keterampilan serta
partisipasi sosial menjadi tidak tercapai dan gefjauh panggang dari api’. Kondisi ini
karena tidak adanyank and match antara apa yang dipelajari siswa sesuai dengatamua
dan target kurikulum serta isi buku teks dengangplrman siswa sebagai basis awal
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belajar. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwabptjaran IPS tidak berbasis
kontekstual dengan pengalaman dan lingkungan siswah yang merupakan sumber
konflik, baik yang dialami guru-guru maupun sisvadagin rangka menjadikan Pendidikan
IPS sebagai sebuah proses perberdayaan siswaatas pembudayaan masyarakat.

Dari segi substansi pengembangan sikap dan nitaibudaya, kondisi hegemoni
ideologi dari kebudayaan nasional yang diinterikams melalui sistem pendidikan
nasional pada umumnya dan Pendidikan IPS pada &hysyuga telah menyebabkan
peserta didik seakan-akan tercabut dari akar budek@nya, sementara sikap dan
orientasi nilai-nilai nasionalisme mereka juga bdkh terinternalisasi secara kuat. Ini
tidak saja menyebabkan melemahnya literasi soa@éya lokal di kalangan siswa, tetapi
komitmen, sikap, orientasi nilai, dan kompetensswsi dalam menghargai dan
mengembangkan produk dan nilai-nilai budaya lok@aj cukup melemah. Ini diduga
karena proses Pendidikan IPS secara kurikuler kiblae memang tidak pernah lagi
menciptakan interaksi belajar siswa dengan prodakiyk dan nilai-nilai budaya lokal.
Melemahnya beberapa sikap, orientasi nilai, meyatesiasi, dan kompetensi budaya lokal
ternyata tampak pula seiring dengan makin mentgsja di kalangan siswa mulai
tumbuhnya kebiasaan mengindoneslamang diakui bahwa para siswa belumlah terkikis
semua dari nilai-nilai budaya lokal, tetapi kecendgan-kecenderungan di atas sudah
cukup untuk mengkhawatirkan masyarakat akan memydgrenghargaan para generasi
muda terhadap upaya pengembangan kebudayaan lokal.

Di sisi lain, sekolah (dalam hal ini guru-gurupgutidak dapat lepas dari tuntutan
kebutuhan perkembangan masyarakat lokal. Seirimgate munculnya keraguan bahwa
pendidikan nasional dengan hegemoni nilai-nilaiioreisme politiknya akan dapat
mengantarkan masyarakat pada terbentuknya masyarakgsa Indonesia yang kuat
dengan nilai-nilai nasionalisme politiknya tersebbierkembang pula gerakan-gerakan
etnisitas yang ingin mengembalikan landasan kudltupangsa Indonesia pada
pemberdayaan dan perkembangan budaya etnis. Geralarsipasi budaya ini dianggap
sejalan dengan tuntutan untuk mengkonsepsikan kghad nasional sebagai perwujudan
puncak-puncak kebudayaan daerah. Gerakan-gerakansgrasi budaya lokal ini tidak
bisa dihindarkan, karena bahkan dalam amandemen W@43% telah diformulasikan
kehendak untuk melaksanakan reformasi dan dems&satidalam pengembangan
kebudayaan nasional yang berlandaskan pada peadekatltikultural dengan prinsip
unity in diversity dan diversity in unity. Sesuai kehendak ini, pasal 32 (1) UUD 1945

menyatakan: ... negara wajib memajukan kebudayasiomal Indonesia di tengah-tengah
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peradaban dunia dengan menjamin kebebasan maalyatalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 @)yatakan: “Dalam hubungan ini
negara menghormati dan memelihara bahasa dadragaseekayaan budaya nasional
(Kaelan, 2003). Bagi masyarakat Bali pada umummday masyarakat Ubud pada
khususnya, upaya enkulturasi dan akulturasi budBgdi kepada generasi muda
(khususnya di kalangan siswa) sebagai salah sasakhh dan kekayaan budaya bangsa
merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawaringe dengan makin menguatnya
tuntutan masyarakat Bali Hindu untuk penegakan mpEwujudan konsepjeg Bali atau
ajeg Hindu di Bali bagi kepentingan kehidupan masyardkali pada khususnya dan
masyarakat bangsa Indonesia bahkan masyarakatgsawlobal pada umumnya.

Di sini pula letak dilemanya. Sementara ada tuntigar materi muatan lokal
diakomodasi dalam kurikulum, padatnya materi mu&tarkulum nasional dengan sistem
evaluasi terpusatnya tidak memberi peluang kepada dan siswa untuk melaksanakan
pendidikan muatan lokal tersebut, kecuali untukikidlom muatan lokal bahasa daerah
Bali. Di sisi lain, guru-guru dan dinas pendidikain daerah juga belum memiliki
kompetensi standar untuk dapat mengembangkan d&ksaeakan kurikulum muatan
lokal secara formal. Kondisi inilah yang menciptak&ebijakan bahwa tuntutan
masyarakat dalam ranglka@eg Bali yang dapat diakomodasi oleh sekolah diupayaka
dilaksanakan dengan memaknai kurikulum muatan lkaudalal secara informal, yang
kedudukannyapun dapat dikatakan menjadi subordidasi pelaksanaan kurikulum
nasional yang bersifat formal. Dalam kedudukan ytengubordinasi seperti ini memang
pelaksanaan kurikulum muatan lokal menjadi kuraggas$ dan kurang formal pula upaya
penilaian keberhasilannya. Dalam pelaksanaannyapa@a-harapan untuk pembinaan dan
pengembangan budaya lokal diakomodasi baik mekagiatan ekstrakurikuler maupun
sebagai kurikulum tersembunyihidden curriculum) yang turut mewarnai iklim
Pendidikan IPS di sekolah berbasis pada penerdpaiogiTri Hita Karana sebagai telah
dijelaskan terdahulu.

Kondisi seperti di atas tidak bisa dipungkiri mebutkan sikap ambivalen bagi
pengambil kebijakan pendidikan di tingkat daerahogmsi dan kabupaten) maupun
kepala sekolah dan guru-guru, termasuk untuk guru-gumpun Pendidikan IPS, apalagi
jika kebijakan UAN masih tetap berlangsung. Sikagbi&alen seperti ini, di satu sisi
dapat terus melemahkan status kurikulum muatan| la@keddam kedudukan yang

tersubordinasi, di sisi lain juga dapat melemahkpaya pencapaian tujuan kurikulum
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nasional, karena cenderung dinilai sebagai suahiukeintervensi yang menyerupai
“penjajahan secara intelektual”, karena nilai-mja kurang berbasis kuat di masyarakat.

Kekhawatiran terhadap melemahnya sikap dan apres@sa terhadap sistem
sosial dan kebudayaan lokal Bali, tidak saja kardem@tnya dominasi pembelajaran di
sekolah tentang substansi pengetahuan dan nitiy@hg bersifat kelndonesiaan karena
kepentingan nasional, tetapi juga karena makin wnrmga pengaruh pembelajaran
terhadap isu-isu yang bermuatan nilai-nilai glodhgi siswa SMU Negeri 1 Ubud,
pengaruh seperti ini tidak saja datang dari pendrala di kelas-kelas IPS, tetapi juga
karena faktor pengaruh media massa yang banyaknjodiken nilai-nilai budaya barat,
serta pengaruh interaksi mereka yang cukup intedesigan wisatawan manca negara
dalam pergaulan masyarakat pariwisata yang memakgpcmarak di Ubud sebagai
daerah pariwisata budaya. Di satu sisi, pembelajaabstansi seperti ini memang
diperlukan dalam pembelajaran IPS dalam rangka ragkam wawasan tentang pengaruh
hubungan global antar bangsa dalam rangka menaiptp&rdamaian dan kesejahteraan
bersama antar bangsa. Di sisi lain, kekuatan pahgga sudah cukup menimbulkan rasa
kekhawatiran masyarakat karena timbulnya kesadglabal (globalisasi) yang tidak
sedikit pula membawa sisi-sisi negatifnya, walawsidi lainnya pula pengaruhnya cukup
positif dalam upaya masyarakat mempertahankan e@destarikan nilai-nilai budaya lokal
yang menimbulkan semangat glokalisasi (Widja, 200@juk kepentingan lestarinya
pembangunan bidang pariwisata budaya di Ubud.

Konflik yang dirasakan dari pengaruh global ini lalapertentangan nilai-nilai
yang jika tidak diantisipasi dan tidak diadaptasils®cara bijaksana, di satu sisi, dapat
membawa degradasi nilai-nilai tradisional lokal gaebagian sudah tampak di kalangan
siswa terutama pada tataran nilai-nilai instrumledéan praksis; di sisi lain, dapat pula
makin menguatkan orientasi identitas etnis dan aggang sempit.

Konflik nilai-nilai, karena itu,cenderung tidak dapat dihindarkan, karena sebagai
sebuah proses dinamika budaya, ketiga orientdsl(&inis, nasional, dan global) tersebut
dapat diibaratkan sebagai pisau bermuka dua. Di |at, ketiganya memiliki kekuatan
untuk saling tarik menarik; tetapi, di sisi lailgmat pula memiliki energi tolak menolak.
Ini dapat dilihat dari dimensi bagaimana bahkanapeindividu memaknai konsep
bhinneka tunggal ika sebagai suatu ideologi dan sebagai suatu prossal smdaya.
Sebagian guru-guru dan siswa lebih suka menonjdikeartuk-bentuk keseragaman dalam
bertutur, bersikap, dan bertindak. Di dkeikaan (kemanunggalan) diutamakan walaupun

disadari mereka berasal dari insur-unsur yang bletb&etapi, ada pula guru-guru dan
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siswa yang lebih suka menunjukkan keberagaman aebaty eksistensi yang tidak bisa
dipungkiri. Bagi mereka penampakan luar memangh&&n dan boleh berbeda, tetapi
sesungguhnya hati dan jiwa tetaplah berd@atnflik kepentingan dan nilai-nilai seperti di
atas, dari segi intensitasnya, ada yang bersifadhedan ada pula yang cukup kuat, begitu
pula dapat melibatkan individu dan kelompok kecil.

Berbagai konflik yang muncul dalam praktik Penkigoh IPS seperti di atas
menunjukkan bahwa program pendidikan di sekolamasuk Pendidikan IPS, tidak bisa
dikaji hanya dari perspektif struktural-fungsiosatie belaka. Dari gambaran di atas, tanpa
disadari sesungguhnya telah terjadi dominasi dgerneni ideologi nasional atas ideologi
lokal dalam praktik Pendidikan IPS di sekolah yasgungguhnya turut menjiwai dan
memberi nuansa dalam hubungan-hubungan antara akegpeolah, guru, siswa,
kurikulum, dan pengembangan sumber-sumber belajamdpengembangan dan praktik
program Pendidikan IPS. Pertama, hegemoni ideoitagitelah memberikan corak
dominasi kekuasaan pusat atas otonomi daerah daomot sekolah yang menyebabkan
unsur-unsur komponen sekolah memberikan interprgéagy tunggal dalam keyakinan,
nilai-nilai, sikap, kesatuan bahasa, dan tindaleatang bagaimana tujuan pendidikan itu
dirumuskan, kebijakan pendidikan itu dijalankanyikwium itu diinterpretasikan dan
dijalankan, pembelajaran itu dikembangkan dan ddakkan, materi pelajaran itu
diorganisasikan, sistem dan alat evaluasi digungg@milihan dan penggunaan sumber-
sumber belajar siswa, pengembangan jurusan, hipiigan studi lanjut.

Kedua, dominasi dan hegemoni itu juga telah meakgt struktur kekuasaan
yang tidak seimbang dalam pelaksanaan program glikadi Akibat guru-guru mendapat
tekanan baik secara sosial, politik, maupun budagareka sebagai ujung tombak
pelaksanaan program pendidikan juga menjalankanangke kekuasaan yang sama
kepada siswa. Hal ini tampak jelas dalam pelaksanhagms-tugas kurikuler sekolah.

Ketiga, hegemoni ideologi itu tidak saja memberilegitimasi struktur kekuasaan
yang tidak seimbang, tetapi juga telah menguadarwe wacana dalam pelaksanaan
program pendidikan di sekolah yang menyebabkanrpretasinya bersifat tunggal.
Karena itu, setiap perbedaaan dinilai sebagai tes@ag ironis, irasional, bertentangan
dengan kaidah dan norma-norma umum, penyimpangaal,sdan sebagai individu yang
tidak bisa menyesuaikan diri.

Keempat, program pendidikan dengan mekanisme kekoaseperti itu telah juga
menciptakan citra tentang hubungan antara individasyarakat lokal, dan masyarakat

sebagai satu bangsa dan negara dalam hubungannyamipuat masyarakat bangsa
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berkuasa dan menentukan pengembangan kebudayaanilaiamlai masyarakat lokal
serta meniadakan peran individu.

Akhirnya, ada hubungan-hubungan superordinasi sidoordinasi antar berbagai
tingkat kepentingan yang menunjukkan bahwa kepgatinyang lebih luas lebih
menguasai kepentingan individu atau kepentingang yia@bih bersifat lokal. Dengan
demikian keberadaan kurikulum lokal, misalnya, hebiermarjinalkan dari pada
keberadaan kurikulum nasional. Demikian pula, mijkat kurikulum tersembunyhidden
curriculum), walau sesungguhnya tanpa disadari ada banya#t-suara pembaharuan dan
tuntutan-tuntutan masyarakat lokal di dalamnya,diginya benar-benar sering tidak
disadari. Dorongan-dorongan serta enerjinya inyang sering menimbulkan konflik
karena mendapat tekanan yang besar dari kekuadankekuasaan dan hegemoni yang

lebih luas.

E. Pendekatan Terhadap Konflik

Konflik kepentingan dan nilai-nilai yang sebagis@perti digambarkan di atas,
diakui para guru dan siswa tidak mungkin dapat mgsuri atau dihindarkan. Mereka
menyadari ini adalah konsekuensi logis dari maggrédbud yang mengembangkan
program utama pembangunan masyarakatnya pada gekiersata dengan basis budaya
lokal yang menyebabkan mereka dapat berinterakgjafedunia global, dan konsekuensi
logis dari adanya kepentingan-kepentingan nasi(ieaiasuk yang disosialisasikan dan
diintervensikan melalui sistem pendidikan nasionghg tetap dijunjung masyarakat
Ubud sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Di balik itu semua, guru-guru dan siswa, sebagang@rBali juga sangat meyakini
bahwa hidup di jaman milenium seperti sekaranggyaenurut pandangan Hindu disebut
jamankali (kali yuga), pertentangan sebagai konsekuensi berlakunya hukarbhineda
(dua yang berlawanandharma dan adharma) juga tidak dapat dihindarkan. Ada
keyakinan akan adanya takdir hukuta, bahwa hidup di jamakali memang akan penuh
diwarnai oleh pertentangan-pertentangan, pergolpkagolakan, dan konflik dari yang
bersifat ringan hingga konflik yang kuat; salaluda¢ntuknya adalah konflik kepentingan
dan nilai-nilai seperti digambarkan di atas (Wiag@02). Menurut para guru, konflik
kepentingan seperti di atas di Bali dapat disiméolidengan perang antabarong
(simbol kebajikardharma) dan rangda (simbol kebatilarddharma) seperti dikisahkan

dalam ceritacalonarang.
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Dengan kesadaran akan konsekuensi logis sepetidéklah berarti bahwa baik
guru-guru maupun siswa bersifat pasrah terhadaglirtalan membiarkan konflik terus
berkepanjangan hingga menimbulkan korban yang leédar. Baik guru-guru dan siswa
juga meyakini bahwa simbol peperangan antdinarma dan adharma itu memang
diperlukan bagi kehidupan manusia agar manusiatdagrainamika dalam kehidupan
bersamanya di masyarakat; dan, karena itu, dipamlukpaya untuk mengelola konflik
menjadi sumber energi untuk mendorong manusia memgda kemajuan; pada
kehidupan yang lebih baik. Jadi menurut guru-gseperti juga keyakinan orang Bali
pada umumnya, konflik bukanlah sesuatu yang dapatghmncurkan manusia. Begitu
pula konflik bukanlah sesuatu yang harus dipertegkan, melainkan menjadi sumber
inspirasi dan energi untuk mendorong manusia begpsilan berperilaku lebih baik menuju
pada kesempurnaan ajardharma. Di sinilah juga sesungguhnya kearifan lokal yang
bersifat local genius dikembangkan orang Bali untuk melakukan prose$i@aasi budaya
dalam penanganan konflik. Di sinilah pula sesunggahyang diikuti guru-guru dan siswa
tentang makna pandangan hidup orang Bali yang lae®hyukai untuk mencari titik
keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan dathmp, tyang disimbolkan dengan
suastika sebagai simbol kedamaian, tetapi tetap berdinarkék@na dapat bergerak
memutar sepertakra (senjata Dewa Wisnu) seperti gambar 11 berikut.

Atas dasar pemikiran-pemikiran di atas, baik guguad maupun siswa juga selalu
berupaya mencari solusi pendekatan-pendekatan ymary dikembangkan untuk
mengatasi segala kemungkinan konflik yang muncaik lyang bersifat laten maupun
tampak dipermukaan, tidak menjadi konflik yang téwd dan dapat menimbulkan korban.
Pada dasarnya upaya pendekatan dan strategi yakigkdn di sekolah adalah

Gambar 11: Simbol Suastika sebagai Simbol Agama Hindu yang Menciptakan
K esetimbangan dan Dinamika M asyar akat Hindu
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dengan menciptakan iklim kepemimpinan kepala sékalan guru-guru serta iklim

hubungan sosial yang terbuka dan demokratis. Demgasip seperti ini, sepanjang

perbedaan atau pertentangan kepentingan dan idaiyang timbul tidak bersifat akut

danintens serta membahayakan, maka perbedaan yang adadibéempat untuk hidup

di lingkungan sekolah di mana masing-masing pihaagy berbeda kepentingan
diupayakan untuk mengembangkan sikap respek tgshpdebedaan orang lain serta
perlunya sikap tenggang rasa. Untuk ini selalu @lyagan agar tidak begitu dominan
adanya dominasi kekuasaan atau adanya hubungarosiipasi dan subordinasi dalam
hubungan sosial baik dari kepala sekolah terhadap-guru, pegawai, dan siswa, maupun
hubungan dari guru-guru terhadap siswa.

Sebaliknya, jika konflik yang terjadi sudah cukupak maka selalu diupayakan
agar masing-masing pihak yang berkonflik diminttukrmenahan diri dan diminta untuk
saling mengalah, agar konflik tidak semakin taj&®lanjutnya, dikembangkanlah budaya
musyawarah dalam pertemuan yang biasanya sebelumbigggaan formal dilakukan
didahului dulu dengan menghaturkeamang pengrawos untuk memohon kepada Tuhan
dalam manifestasinya sebagBiewi Saraswati (Dewa pemilik lImu Pengetahuan) agar
diberikan datangnya pemikiran yang baik dari segalguru. Sikap ini dilakukan diyakini
sangat ampuh untuk mengajak pihak-pihak yang l@rtikeredakan emosi konfliknya
sehingga lebih memungkinkan untuk diajak berpinih dan bersikap lapang dada. Jika
awal pertemuan sudah dianggap cukup dingin makajagya dilakukan upaya untuk
mencari titik persoalan penyebab konflik dengamsiktasing-masing pihak yang bertikai
tidak mencari-cari kesalahan atau memberi penilagah benar atau baik buruk kepada
pihak lawan, karena orang Bali biasanya sangathméd sikap dan tindakannya dinilai
salah atau buruk. Di sinilah sesungguhnya dikemkemgikap tenggang rasa dan respek
kepada perbedaan pandangan orang lain. Jika @tgoplan konflik sudah dikenali, maka
langkah yang diambil adalah kesepakatan bersamak unising-masing pihak yang
bertikai memilih alternatif pemecahan masalah ypaling mungkin dilaksanakan yang
dapat menguntungkan kedua belah pihak. Di sinilafakinai pemecahan masalah konflik
yang bersifawin-win solution. Dan proses ini ternyata dapat dilakukan di sékddapa
harus mengambil tindakan memberikan sanksi kepdakpihak yang dinilai bersalah.
Sampai saat ini memang belum pernah ditemukan ikoydhg akut dan membahayakan
terjadi di sekolah yang menyebabkan tindakan-tindakenanggulangan tidak dapat
diwujudkan. Kalaupun ada pihak-pihak yang merasaigdian dalam pengambilan
keputusan, biasanya para guru atau siswa dapatharedai untuk tidak membuat konflik
lebih farah. Adanya sikaging juari (perasaan tidak enak) dari masing-masing pihak
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membantu menciptakan suasamaling dawn dalam menghadapi konflik. Sikap seperti
inilah yang ditunjukkan oleh beberapa orang guragy&epentingan-kepentingannya
untuk mengembangkan budaya upacara agama di sellalam rangka melestarikan
budaya Hindu Bali gjeg Hindu Bali) di lingkungan sekolah tidak sepenudrdapat
disetujui kelompok guru-guru lainnya.

Walau kasusnya belum pernah terjadi bahwa konth&gitu kuat dan
membahayakan, menurut guru-guru, jika langkah-lahgkeperti di atas tidak dapat
diwujudkan dalam penangan konflik yang terjadi, madebagai langkah akhir yang
ditawarkan para guru jilka menemui masalah yangatangnit untuk dipecahkan adalah
menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yangtadanalakukan peradilan kode etik
di lingkungan sekolah atau mengajukannya kepadakgihak yang berwenang
menangani konflik. Pemecahan konflik seperti imildi guru-guru bersifat formal.

Diakui guru-guru bahwa pendekatan penangan kordgkperti di atas tidak
sepenuhnya dianggap sesuai dengan tradisi budagg Bali dalam memecahkan konflik
kepentingan. Dalam budaya orang Bali, diakui gurtig penanganan konflik biasanya
diserahkan keputusannya kepada senioritas, yapadee kepala keluarga atau tokoh-
tokoh masyarakat (adat dan agama). Jika konfliladerdi lingkungan sekolah maka
penyelesaiannya biasanya diserahkan keputusanmpad&eepala sekolah atau kepada
pejabat berwenang di atasnya. Jelaslah bahwa patadegendekatan yang telah
dilakukan dalam penanganan konflik kepentingan dulai-nilai yang terjadi di
lingkungan SMU Negeri 1 Ubud merupakan suatu prasadturasi budaya dengan
mempertimbangkan pelaksanaan prinsip-prinsip deasokdi lingkungan sekolah.
Pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam kepg@men dan hubungan sosial yang
dikembangkan di sekolah dinilai cukup efektif tida&ja dalam memecahkan konflik-
konflik yang sudah terjadi, tetapi juga efektif uktmencegah terjadinya konflik-konflik
baru dan berkembangnya konflik ke arah yang lebdt an membahayakan. Di sisi lain,
kepemimpinan dan hubungan sosial yang lebih humadams demokratis dinilai cukup
efektif untuk mendorong guru-guru dan siswa meagigh kondisi dan iklim belajar yang
lebih harmonis, kondusif, dan berdinamika. Di gmilalah dapat disaksikan dapatnya
dilakukan upaya penyelarasan dan pengharmonisaamdahewujudkan dinamika
interaktif antar kekuatan nilai-nilai yang turut weenai iklim Pendidikan IPS di sekolah
antara nilai-nilai budaya lokal, nasional, dan inidai budaya global dengan berbasis
pada nilai-nilaiTri Hita Karana yang tidak saja memiliki keunikan dalam aplikasiny
tetapi juga memiliki nilai-nilai yang universal dah inti atau jiwa yang menghidupi

dinamikanya.
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